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NAMA 
PROGRAM STUD! 

JUDUL 

ABSTRAK 

: KELLY ANTONIO FERNANDO 
:PROGRAM PASCASARJANA 
KAJIAN KETAHANAN NASIONAL 

: F AKTOR- F AKTOR YANG MEMPENGARUHI 
IMPLEMENT AS! SJSTEM AKliNTANSI KEUAJ\GAN 
PADA SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN 
HUKUM DAN HAM 

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) adnlah bentuk d:ari implementasi 

Standar Aktmtansi Pemerintah (SAP). Departemen Hukum dan HAM sebagai 

bagian dari entitas pemerinta.h telah menjalankan SAK sesuai dengan Undang -

Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran 

mengenai tingkat keberhasllan implementasi yang dltinjau dari beberapa aspek 

vadabel yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur 

Birokrasl. 

Penelitian tnl secara garis besar bertujuan untuk meng-evaluasi 

implementasi SAK yang sudah berjalan di Departemen Hukum dan HAM Rl 

Berdasarkan hasil penelitian melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat 

disimpulkan bahwa implementasi SAK pada Departemen Hukum dan HAM 

dalam keadaan cukup baik dengan total rata - rata nilai skor dari 4 aspek variabel 

tersebut adalalt 3.67. 

lmpiementasi sudah berjalan namun berdasarkan peni1aian dari 4 aspek 

variabel, semua aspek pedu ditingkatkan. Guna mencapai peningkatan mutu 

implementasi~ dapat dilakukan beberapa strategi yaitu. komitmen pimpinan, 

peningkatan Sistem Pengendalian Internal (SPI), pelatihan, dan peningkatan 

insentif. 

Kata kunci : strategi) kebijakan, Sistem Akuntansi Keuangan 
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NAMA 
MAJOR" 

JUDUL 

ABSTRACT 

:KELLY ANTONIO FERNANDO 
:NATIONAL SECURJTY STUDJES CONCENTRATED 
STRATEGIC PLANNING & PUBLIC POLICY 

: FACTORS INFLUENCED ON THE IMPLEMENTATION 
OF FINANCIAL ACCOUNTANCY SYSTEM AT 
INDONESIA'S DEPARTMENT OF LAW AND 
HUMAN RIGHT 

Financial Accountancy System (SAK) was manifestated from Govenunent 

Standard Of Accountancy policy. Indonesia's Department of Law And Human 

Rights. As a part of governmental entities impiemented SAK based on Regulation 

Number 17 released by 2003 which regulate State Financial System. 

The purposes of this research is to acquired a narrative description about 

the effectiveness of SAK implementation policy viewed from four aspect of 

variables, Communication, Resources) Attitude and Structure of Bureaucracy. 

The bottom line of the research was to evaluate the implementation of 

SAK policy on Indonesia's Department of Law And Human Rights, Based on the 

conclusion made by the researcher using the quantitative and qualitative 

approaches, concluded that the implementation so fat gained score of 3.67 based 

on the research. Which can be categorized as a "good enough" . 

SAK implemented and needs lo be re-enforce by re~arrange strategies by 

strengthen few major point of view, Strong Commitment, lntemal Controlling 

System (SPl). hands on training and better incentives to motivate human resources 

behind SAK. 

Key word : strategy, policy, Financial Accountancy System (SAK) 
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1. l. Latar Belakang Masalah. 

BABI 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedem ikian 

pesa.tnya saat inl rnembuat hambatan jarak dan waktu dapat di minimalisir 

sedemikian rupa. Hampir tidak ditemukan hamba.tan yang berarti bagi setiap 

orang yang membutuhkan infonnasi. Sebagian besar inforrnasi dapat diperoleh 

dengan rnudah. 

Setring dengan perkembangan dunia yang demikian pesat, peranan negara 

dan pemerintah bergeser dari peran sebagai pemerint:ah (government) menjadi 

kepemerintahan (governance), pergeseran peran tersebut cenderung menggeser 

paradigma klasik yang serba negara menuju paradigma yang lebih memberikan 

peran kepada masyarakat dan swasta, 

Dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM RI sebagai salah satu 

instrumen pemerintahan melalui Sekretariat Jenderal menunjuk satu unit kerja, 

Biro Keuangan yang bertugas melak::sanakan penyusunan pertanggung jawaban 

Japoran keuangan. Pertanggung jawaban laporan keuangan adalah salah satu 

instnunen unt:uk mengukur eflsiensl, efektivitas. produktivitas dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan, 

Departmten Hukum dan HAM Rl, seperti halnya bentuk - bentuk 

organisasi lainnya tidak pernab terlepas dari lingkungan ekstemal dan internal 

yang selalu berubah dan turut berpetan dalam mempengaruhi gerak dan 

kernamp!.la!l organisasi dalam mencapai tujuannya. Dan sebagai organisasi yang 
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berada dalam lingkungan yang dinamis serta senant1asa berinteraksi, maka seperti 

organisasi lainnya terdapat sistem daJam Deparlemen Hukum dan HAM RI~ yang 

merupakan sebuah sistem terbuka dimana manajemen organisasi yang harus 

selalu memiliki pernahaman baik tcrhadap lingkungan internal maupun 

ek'lternalnya. 

Anggaran organisasi dalam hal ini anggaran Departemen Hukum dan 

HAM RI adalah hagian dari sistem organisasi yang berada da1am lingkungan 

internal organisasi tersebut Pengeiolaan anggarar. yang bcrada dalam lingkungan 

internal merupakan salah satu kegialan administrasi utama dalarn kepemerintahan 

yang menuntut prinsip tata kelola yang baik dan mengharuskan setiap organisasi 

melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar, sehingga setiap kegiatan 

dapat dipertanggungjawabkan secam transparan. Selaln Jtu, optimalnya suatu 

pengeiolaan anggaran juga ditentukan oleh bagaimana pengguna anggaran 

mentaati ketentuan~ketentuan yang telah ditetapkan. 

Berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka reformasi dalam bidang 

keuangan Negara, Undang - undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, Undang- Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan 

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggung 

jawaban Keuangan Negara menjadi landasan utarna hukum dalam upaya untuk 

mewujudkan good governance.' 

Undang - Undang tersebut mengharuskan pemerintah pusat I daerah 

untuk menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada 

DPR!DPRD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca. Laporan Arus Kas dan 

1SlJatu sistem ta!a kelola organisasi untuk meng-cl'ektifkan, meng-efisien..loln, meng·ekonruniskan, 
dan memptoduklilkan pengelolaan snmbet daya ekonomi tlalam rangka pcneapainn tujuan 
organisasl dengan prinsip kelerbukaun dan pertanggung ~ jawaban. 
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Catatan atas Laporan Keuangan. Pertanggung jawaban tersebut harus disajikan 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemcrintah {SAP) yang disusun oleh Komite 

Srandar Akuntansi Pemerintah {KSAP) 

Gambar 1.1 

Standar Alruntansi Pemedntahan 

I UU 17 I 2003 I I uu 1 /2004 I I uu 15/2004 I 

PP 24/2005 
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 

I Mengatur \ 

I I I I I 
( Pend.ovo\<m X S&:a~1a ,:X -OM -· ;c ""'"" X Ell"..1bs Dana ~ 

I Menghasllkan 1 

I I I 
Laporan I Neraca I I Laporan Arus Kas I 

Catatan AlaS Realisasi 
laporan Keuangan Anggaran 

Sumber: PP No. 24/2005 Tentang Stnndar Alruntan@ Pemednlah.an (SAP) 

Proses pelaporan Keuangan DepartCmen Hukum dan HAM RI 

dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dengan menunjuk:. Biro Keuangan sebagai 

.salah satu unit keija. Perwujudan pelaksanaan SAP adalah Sistem Akuntansi 

Instansi (SAl). Sistem Akuntansi lnstansi sendiri terdiri dari Sistem Akuntansi 
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Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Ba:rang Milik 

Negara (SIMAK- BMN) 

Kehadiran Sistem Akuntansi Instausi (SAI) dengan Sistem Akuntansi 

Keuangan- (SAK) dan Sistem Informasi Manajernen Akumansi Keuangan Barang 

Milik Nega:ra (SIMAK-BMN) nya adalah bentuk produk imptementasi suatu 

kebijakan yang telab dikcluarkan oleh Pemerintah. Menurut William N Dunn 

(1998:80) berpendapat babwa implementasi kebijakan (policy implementation) 

pada dasarnya merupakan aktivitas prakHs, yang dibedakao dari formuiasi 

kebijaksanaan, yang pada dasarnya bersifat teoritis. Implementasi kebijakan 

berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapainya 

basil kebijakan itu sendiri. 

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) terdiri dari empat unit kelja: 

• Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) pada tlngkat 

K.ernenterian Negara I Lembaga ; 

• Unit Akuntansi Pembantu I)engguna Anggaran - Eselon I(UAPPAR 

El) pada tlngkat Eselon I; 

• Unit A.kuntansi Pembanru Pengguna Anggaran - Wilayah I 

(UAPPA-W) pada tingkat wilayah ; 

• Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada tingkat 

satuan kerja (Satker), 

Sistem Informasi Manajemen PJruntansi Barang lvfilik Negara (SIMAK­

BMN) te!'diri dari empat unit kerja: 

• Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) pada tingkat 

Kementerian Negara I Lembaga i 
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Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang - Eselon I (UAPPB­

El) pacta tingkat Eselon I ; 

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang - Wilayah (UAPPB­

W) pacta tingkat wilayah ; 

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) pacta tingkat 

satuan kerja (Satker). 

Gambar 1. 2. Proses input-proses-output pada UAKPA 

(sumber : Dirjen Perbendaharaan Departcmen Keuangan) 

Unit - unit berdasarkan uraian diatas berfungsi sebagai bentuk instrumen 

pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 

Arus Kas, Catatan Alas Laporan Keuangan (CaLK). 

Hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pacta 

Laporan Keuangan Departemen Hokum dan HAM RI Tahun 2006, 2007 dan 2008 

masih dinyatakan disclaimer (tidak menyatakan pendapat). Hasil audit ini 

terbentuk karena masih banyak kendala yang dihadapi oleh Departemen Hukum 

dan HAM RI dalam proses pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan yang 
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teiah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK06!2005 tentang 

Sistem Akuntansi dan Pelaporon Keuangan Pemer:intah Pusat. 

Hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal Biro keuanga.n dalam 

hal belum tertibnya manajemen menyebabkan pengimplementasian SAl tidak 

berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditctapkan dafam Undang- Undang 

No. 15 tahun 2004 tentang perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara. Selain belum tertibnya manajemen dan pengelolaan aset 

negara dengan baik, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pemeriksaan 

laporan keuangan Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan has} I audit BPK 

untuk tahun anggamn 2007, dan 2008, yaitu: 

L Budaya pelaporan Keuangan yang belum dilaksanakan dan dipahami 

dengan benar oleh para Pemegang Kuasa Pengguna Anggaran daL:tm hal 

ini para kepala Satuan kerja dalam lingkup Pelaporan Keuangan; 

2, Belum terbentuk koordinasi yang baik dalam hal rckonsiliasi data antara 

Biro Keuangan yang menangani pelaporan keuangan melalui aplikasi SAK 

dengan Biro Perlengkapan yang menanganl pelaporan inventaris bar.mg 

milik negara melalui aplikasi SIMAK-BMN; 

3. Belum optimalnya somber daya manusia yang berJatar belakang akuntansi 

dan komputerisasi dan optimalisasi pendidikan dan peiatihan dalam bidang 

akuntansi sangat diperlukan untuk mewujudkan penyajian Laporan 

Pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel; 

4. Sistem Pengedalian Internal (SPl) dalarn hal ini Tugas Pokok dan Fungsi 

Inspektorat Jenderal dalam penyusunan laporan keuangan belum 

memadai; 
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5. Penyusunan laporan keuangan belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan 

Sistem Ak:untansi Instansi yang telah ditetapkan; 

6, Belum optimalnya penyusunan kebijakan akuntansi departemen yang 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; 

7. Terdapatnya Pendapatan Negara Bukan Pajak yang belum dilaporkan 

sebagai realisasi pendapatan; 

8. Terdapat beberapa rekening giro yang tidak dilaporkan dalam laporan 

kcuangan; 

9. Bclum adanya sistem aplikasi (piranti lunak) yang baku atas Sistem 

Akuntansi Instansi, tiap tahun terus adanya perubahanz; 

10. Dukungan dan pernwatan piranti keras yang belum memadai3
; 

Predikat Disclaimer yang diraih oleh laporan Keuangan Departemen Hukum dan 

HAM RI adalah pencenninan dari basil suatu kebijakan yang belum mencapai 

sasaran dengan baik. Pelaksanaan Pelaporan Keuangan dengan perwujudan salah 

satu instrumen pendukung yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) adalah wujud 

dari implementasi. Predikat Disclaimer yang diraih Departernen Huk:um dan 

HAM selama 3 tatum berturut -turut adalah bukti bahwa implementasi SAK perlu 

dtkaji dan diana lisa. Saudari Ari Ariyani dalam karyanya "Evaluasi Implementasi 

Stanrlar Akuntansi Pemerintahan Pada Sekretariat Jenderal Departemen Hllkum 

Dan Ham Rl" menyimpulkan bahwa implementasi SAP sebagai payung hokum 

SAI sudah di implementasikan dengan baik, namun daiam ~laksaoaan nya SAl 

masih terbentur pada beberapa kendala, SAP sebagai payung hukum memang 

2 Aplikasi SAl baik SAK maupun SlMAK~BMN sc:!alu mengalami perubah!in, melalui file upd:ate. 
3 Dala S!MAl<- BMN 2008- Saat ini Departemen Hukum d;::n HAM Rl memi!iki 8197 aset komputer 
{PC) pad3 745 kantor, yang: SAil. gat mcmadai u11tuk mendukung SAl, namun pada kenyataannya 
dukungan perawatan (mainrenonce} y:~ng kurang diperkir:~kan hanya 50% dari aset piranti keras 
tcrsebut yang bisa di operaslkan dengan balk 
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telah di impiementasikan oleh Departemen Hukum dan HAM~ narnun SAI scbagdi 

instrumennya sebagai implementasi lanjutan belum dilaksarmkan dengan baik. 

Untuk mengukur efektifitas suatu kebijakan menca.pai sasaran a tau tujuan 

yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan, George c. Edward m (1978:295-305) 

berpendapat ada 4 (empat) aspek yang rnempengaruhi pelaksanaan kebijahn 

yang saling bednteraksi dan saling berpengaruhi sebagai berikut : (1) 

Komunikasi, (2) Sumber daya~ (3) Sikap, dan (4) Struktur Birokrasi. 

Dari uraian tersebut diatas dapat tersirat bahwa Sistem Akuntansi 

Keuangan merupakan media paling efektif dalam menyampaikan infonnasi 

keuangan sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan dan Sistem 

Akuntansi Keuangan adalah bagian dari implementasi dari kebijakan 

(implementation policy). Berdasarkan laporan keua-ngan tersebut dapat diketahui 

adanya hambatan- hambatan, penyimpangan ~ penyimpangan sehingga tindakan 

perbaikan dapat dilakukan sedini mungkin. Sebagaimana dikemukak:an oleh 

Purnomosidi (dalam F. Bak:ara, 2000:57) mengatakan sebagai berikut: 

"Pelaporan mengutarakan fakta- fakta apa adanya tanpa bumbu -

bumbu yang mencalrup penyimpangan pelaksanaan terhada.p 

rencana, kondisi nyata lapangan, kesulitan - kesu!itan praktis 

lapangan1 perkembangan- perkembangan baru lapangan1
' 

Mengingat salah satu fungsi Biro Keuangan yaitu pelaksanaan Akuntansi 

dan penyusunan Laporan Keuangan Departemen dan pembiayaannya bersumber 

dari dana APBN yang harus dipertanggung jawabkan kepada DPR Laporan 

Keuangan Departemen Hukum dan HAM RI yang selama 3 tahun berturut ~ lurut 

mendapat predikat Disclaimer dari BPK menarik untuk di evaluasf sampai sejauh 

mana implernentasi Sistem Akuntansi Keuangan dapat berjalan pada Sekretariat 

UNlVERSITAS INDONESIA 

Faktor-faktor Yang..., Kelly Antonio Fernando, Pascasarjana UI, 2009



9 

Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI menuju Laporan Keuangan yang 

akuntabel, transparnn dan sesuai prosedur 

1. 2. Pernmwnm Masalah. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan pokok 

permasalahan penetitian sebagai berikut : 

I. Bagaimana faktor - faktor Komunikasi, Sumber Daya, Sikap dan 

Struktur Birokrasi mempengarubi implementasi Sistem Akuntansi 

Kcuangan di Departemen Hukum dan HAM ? 

2. Bagaimana straregi yang perlu dilakuknn oleh Sekretariat Jenderal 

dalam menduknng pelaksanaan iraplementasi Sistcm Akuntansi 

Keuangan Departemen Hukum dan HAM RI ? 

1. 3. Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetalnd faktor - faktor Komunikasi, Sumber Daya, Sikap 

dan Struk.tur Birokrasi mempengarubi implementasi Sistem 

Akuntansi Keuangan pada Sekretariat Jenderal Depertemen Hukum 

dan HAM 

2. Untuk mengetahui -tegi yang perlu d.ilakukan oleh Sekretariat 

Jenderal dalam mendukung pelaksanaan implementasi Sistem 

Akuntansi Keuangan pada Departemen Hukum dan HAM RI 
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l. 4. Manfaat Penelitlan 

1.4.1. Maofaat Akademis /Teor:itis. 

Hasil penelitian ini bagi penulis selaku praktisi akademis berguna selain 

menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman melalui penerapan ilmu dan 

teori perencanaan stretegi yang diperoleh selama perkuliahan dengan kenyataan 

yang ada pada lingknngan kerja penulis, jugn sebagai bahan kajian lebih lat!iut 

bagi peneliti lainnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam. 

hal ilmu perencanaan strategi yang semakin kompleks sejalan deng"'l 

perkembangan zaman. Sebagai salah satu referensi dan tambahan pengetahuan 

menge!llll perencanaan strategi begi segenap civitas akademika Universitas 

Indonesia.. 

1. 4. 2. Manfaat l'raktis. 

a. Diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi segenap 

pimpinan di Departemen Hokum dan HAM RI pada umumnya dan 

khususnya segenap pimpinan Sekretariat Jenderal guna dapat 

mengambil kebijakan I keputusan dalam peningkatan kualitas 

pelaporan keuangan Departemen Hukum dan HAM Rl. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Kementerian Negnra 

/Departemen, Badan dan Lembaga Lain yang memiliki permasalahan 

yang aama, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan 

mutu pelaporan keuangan Instansi Negara yang lebih baik. 

1. 5. · Ruang Lingkup Penelilian. 

Mengingat fakta bahwa Sistem Akuntansi Keuangan berjaian 

berdampingan dengan Sistem lnformasi Manajemen Barnng Milik Negara dan 

UNNERSITASINDONES~ Faktor-faktor Yang..., Kelly Antonio Fernando, Pascasarjana UI, 2009



11 

keduanya adalah bagian dari Sistem Akuntansi Instansi namun keterbatlsan waktu 

yang dimiliki pernilis maka studi penelitian pada tesis ini banya akan terfok:us 

kepada Sistem Akuntansi Keuangan. 

1. 6. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tesis ini, pokok - pokok pikimn yang dituangkan 

tersusun dalam bab - bab sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup 

penelitian dan sistemadka penulisan. 

BAB II TINJAUAN LilERATUR 

Bab ini menguraikan tentang teori - teori yang terkait dengan 

Sistem Infonnasi Akuntansi, teori kebijakan publik, implementesi 

kebijakan publik, akuntansi sektor publik, serta aplikasi 

penunjangnya dan basil penelitian sebelumnya yang pemab 

dilakukan oleh peneliti lain. 

BAB IIJ METODE PENELITJAN 

Dalam bab ini akan diuraikan metode yang akan dignnakan dalam 

penelitian, lokasi penelitian, teknik pengmnpulan data, responden 

penelitian dan teknik aoalisa data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITJAN 

Dalam bab ini akan di sajik:an obyek penelitian serta gambaran 

singkat mengenai Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) 

Departemen Hukum dan HAM RI dan 
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BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini akan menguraikan mengenai basil penelitian yang 

dilakukan dengan metode yang digunakan sebagaimana di uraikan 

dalam bab sebelumnya. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dati basil penelitian serta 

saran - saran yang akan dl berikan oleh penulis dalam rangka 

meningkatkan motivasi kelja pegawai Departemen Hukum dan 

HAMRI 

UNIVERSITAS INDONESIA 
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TINJAUAN LITERATUR 

Proses pelaporan keuangan pemerintah adalah sebuah proses penyajian 

informasi yang bennanfaat bagi para pcn&::.uuna dalam menilai akuntabiJitas dan 

membuat keputusan, baik kcputusan ekonorni, sosial, maupun politik dan suatu 

bentuk dari pertanggung jawaban oleh organisasi pubiik yang tercipta dari proses 

kebijakan publik. 

2. 1. Definisi Sistem 

Lucas (1987;5) mendefinisi sistem sebagai suatu kumpulan alau himpunan 

dari unsur, komponen dan variabel yang terorganisir, sating berinteraksi saling 

bergantung satu sama lain dan terpadu. Hampir serupa dengan Lucas, Kast (1985; 

15) mendefinislkan sistem sebagai suatu kesatoan yang rerdiri dari kornponen -

komponen yang sating terkait satu dengan yang lainnya. Mcleod (1996;14) 

rnenyatakan bahwa semua sistem tidak memiliki kombinasi elemen- elemen yang 

sama tetapi suatu susunan dasar tergarnbar sebagai berikut: 

Gambar 2. 1 Susunan Dasar Elemen Sistem 

................ ~., 

Omp"' __ ···...JI 

Sumber : Mcleod Jr, Raymond, 1996, Slstem Inforrnasi Manajemen Jilid I, Terjemahan Hendra 

Teguh SE, Ak. PT. Prchallindo, Jakarta, Hal 14 
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Penjelasan Mcleod terhadap gambar tersebut adaiah sebagai berikut : 

sumber daya input diubah menjadi sumber daya output. Sumber daya mengalir 

darl elemen input melalui elemen transfonnasi kepada elemen output. Suatu 

melcanisme kontrol memantau proses transformasi untuk meyakinkan bahwa 

sistem tersebut memenuhi tujuannya. Mekanisme kontrol ini dihubungkan kepada 

arus somber daya dengan memakai suatu lingkaran umpan balik yang 

mendapatkan informasi dari oulput sistem dan menyediakan informasi bagi 

mekanisme kontrol. 

2. 2. Kebijakao Publik 

Kebijakan publik dalam kepustakaan intemasional disebut sebagai Public 

Policy. Islilah kebijakan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dcngan 

kegialan --- kegialan pemerintah sebagai pedoman ber!..indak serla perilaku neg:ua 

pada umumnya. Pendapat dari Jatnodiprodjo (1988:8) bahwa kebijakan adalah 

ketetapan ataupun ketentuan - ketentuan yang diterbitkan oleh ~abat dari 

instan..~ y.ang berwenang, yang bersifat sebagai pedoman, pegangan, petunjuk, 

bimbingan untuk mewujudkan suatu kesepahaman dan kecocokan tentang 

tindakan, langkah -langkah dan cara - cara yang barus ditempub, serta sumber-

sumber dan waktu yang harus dipergunakan dalam rangka melaksanakan 

rangkaian kegiatan dari sekelompok manusia yang terorganisasi sehingga terja.di 

dan tetpelihara dinamika gemk laugkah yang terpadu, searah dan seirama bagi 

tercapainya tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. 

Dwidjowiyoto (2003:4) secara sederhana merurnuskan defmisi kebijakan 

publik adalah : 

'"Segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh 
Pemerintah" 
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Menggunakan kata "segaJa sesuatu" menurutnya karena kebijakan publik 

berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersarna, baik yang 

berkenaan dengan aturan main dalam kebidupan bersama~ baik yang berkenaan 

dengan hubungan antar warga maupun antara warga dengan Pemerintah, Isrilah 

"dikerjakan" yang dipakai. karena istilah "kerja'1 sudah rnerangkum proses "pra" 

dan ••pasca'•, yaitu bagaimana pekerjnan tersebut dirumuskan, diterapkan dan 

dinilai basilnya, Istilah kerja adalah istilah yang bersifat aktif dan memaksa 

karena kata kuncinya adalah keputusan. 

Ada tiga hal yang penting daJam pemahaman kebijakan publik, menurut 

Dwidjowiyoto (2003:4) kebijakan publik terbagi atas pe-rumusan kebijakan, 

implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Setiap hal dl dunia pasti ada 

tujuannya. Demikian pula kebijakan publik, hadir dengan tujuan rertentu yaitu 

untuk mengatur kehidupan bcrsama, seperti mencapai tujuan misi dan visi 

bersama yang telah disepakatL Pendapat dari Dwidjowijoto (2003:63) karakter 

dari kebijakan publik dapat dibagi dua jenis, yaitu : 

'
1regulatif versus rlereguiatif ; atau restriktif versus non~restrlktif 
dan alokasi versus distributif I redistributif' 

Kebijakan jenis pertama adalah kebijakan yang menetapkan hal- hal yang 

dibebaskan dari pembatasan - pembatasan. Sebagian besar kebijakan publik 

berkenaan dengan hal - hal yang regulatif I restruktif dan deregulatif I non -

restruktif. Kebijakan jenis kedua adalah kebijakan alokatif dan distrihutif. 

Kebijakan ini biasanya berupa kebijakan ··· kebijakan yang berkcnaan dengan 

anggaran atau keuangan publik. 

Keadaan masalah merupakan faktor kunci dalam pekerjaan analisis 

kebijakan. Keadaan masalah harus dapat diteijemahkan menjadi per:masalahan 
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kebijakan. Permasalahan kebijakan adalah konstruksi pikiran yang konseptualisasi 

dan spesifik: keadaan masalah. Bromley (1989:34) telah menyusun model 

kebijakan berdasark:an hirarki dalam pengambilan keputusan, ada tiga tingkatan 

yang berkaitan dengan proses penyusunan kebijakan, yailu Policy level, 

Organizational level dan Operatioual level. Hirarkhi dalam proses penyusunan 

kebijakan ters:ebut digambarkan di dalam gambar berikut 

Policy Level 

lnslitusioMl arrangemen!s 

Organizational Level I ,_ _ __, 

Institusionalarrangemenls 

Pat! ems of Interaction 

Outcomes 

t 
Assessment ======--

Ga.mbar 2.2 : Hirarkhi dalam proses ptnyusunan kebijakan 
Sumber: Daniel W. Bromley 
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2. 3. Evaluasl dalam Kebijaklln Publik 

Eva1uasi kebijakan publik seringkali hanya dipahami sebagni evaluasi atas 

implementa&i kebijakan saja. Sesungguhnya evaluasi kebijakan publik 

mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi 

implemenlasi kcbijakan, dan eva!uasi lingkungan kcbijakan. Ketiga komponen 

inilah yang menentukan apakah kebijakan akan berhasil guna atau titiak. Namun 

demikian, konsep di dalam konsep "evaluasi" sendid selalu terikat konsep 

"'kinerja". 

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai 

kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai, dan kesempatan telah 

dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi 

dan kritik terhadap nilai - nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target serta 

evaluasi memberi sumbangan pada apHkasi metode ~ metode analisis kebijakan 

1ainnya, termasuk perumusan masalab dan rekomendasi. Jadi meski berkenaan 

dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenan pada 

kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. 

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurul timing evaluasi, 

yakni sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, setelah dilaksana.kan. 

Evaluasi sebelum pelaksanaan yang disebut William M. Dunn (1999) sebagai 

evaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan yang juga rlisebut sebagai evaluasi 

konsekuensi (output) kebijakan dan I atau evaluasi pengaruh (untcome) kebijakan. 

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), 

pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). 
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Evaluasi rnempunyai beberapa karakterislik yang membedakan dengan 

metode - melode analisis kebijakan yang Jain yaitu mempunyai titik berat pada 

hubungan ketergantungan antara nilai dan fakla serta orientasi pada masa kini dan 

masa lalu (Dunn, 1999 : 63) 

2. 4. lmplementasl Kebijakan 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kcbijakart dapat mencapai tujummya. Menurut Dwidjowijoto (2003:158) bahwa : 

"Untuk mengimplemcntasikan kebijakan publik. maka ada dua 
pilihan langkah yang ada1 yaitu langsung mengimplementasik:an 
dalam bentuk - bentuk program atau melalui formulasi kebijakan 
derivat atau turunan dari kebijakan tersebuf' 

Dalam hal irnplementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Dunn 

(1999 : 80) berpendapat bahwa implementasi kehijakan (policy implementation) 

pada da.sarnya merupakan aktivitas praktis, yang dibedakan dari formulasi 

kebijakan, yang pada dasarnya bersifat teoritis. Implememasi kebijakan berarti 

pelaksanaan dan pengendalian arab tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil 

kebijakan itu sendiri. 

Menurut Wahab (1990 ; 88) terdapat lima bagian yang dapat diajukan 

untuk dinilai atau dievaluasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu kebijakan 

publik, yaitu output kebijakan atau keputusan dari badan pelaksana, dampak nyaia 

keputusan terhadap badan pelaksana, persepst terhadap keputusan dari badan 

pelaksana, dan evaluasi kebijakan atau peraturan perundang ~ undangan yang 

biaEanya bersifat politis, baik untuk perbaikan ataupun penyempumaan 

pelaksanaan kebijakan. 

Selanjutnya untuk mengetahui atau mengukur suatu kebijakan bcntuk 

peraturan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang dikehendaki oleh pembuat 
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kebijakan, George C, Edward lii (1978 : 295-305) berpendapat ada 4 (empat) 

variabel dengan lndikator - indikator yang dipergunakan sebagai sesualu yang 

dapat diukur atau diteliti untuk mewakili em pat variabel tersebut, adalab sebagai 

berikut; 

(1) Komunikasi, merupakan tolak ukur seberapajauh kebijakan dalam bentuk 

peraturan, dalam hal ini apakah pedoman pelaksanaan sistem pemantauan 

dan peJaporan. Pengertian komunikasi di sini berkaitan dengan 

penyampaian i11fonnast. ide. ketrampilan, peraturan, dan lain - lain 

menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya 

sebagaimana dikemukakan oleh Anwar Arifin (2005:5) sebagai indikator­

indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur keberha..<iilan 

komunjkasi peraturan tersebut meliputi : 

a, Penyaluran komunikssi 

Ada beberapa saluran komunikasi dalam organisasL Azhar Kasim 

(1993 :71) mengemukalmn pola komunikasi fonnal dapat di 

identifikasikan menjadi 3 (tiga)~ yaitu: 

a. 1. Komunik:asi ke bawah 

Komuoikasi yang berasal dari pimpinan tertinggi ditujukan 

kepada pimpinan menengah kepada manajemen tingkat rendab, 

dan terus kepada para bawahan. Fungsi komunikasi ke bawah 

uotuk memberikan pengarahan, instruksi, indoktrinas~ evaluasi 

dan juga meJiputi informasi tentang tujuan organisasi, kebijakan, 

peraturan, insentif, manfaat. dan lain - lain. Media yang paling 

banyak digunakan adalah rapat, telepon, memo, buletin, 
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pengurnuman~ petunjuk tentang prosedur, Japoran tahunan dan 

sebagainya. 

b. 2.Komunikasi ke atas 

Komunikasi yang berasal dari bawaban dan ditujukan kepada 

atasan menurut garis hirarkhi dalam organisasi. Fungsinya adalah 

untuk mengetalmi keg.iatan - kegiatan para bawahan termasuk 

keputusan yang mereka buat dan bagaimana prestasi kerja 

mereka, Bentuk - bentuk komunikasi meliputi laporan 

pelaksanaan pekerjaan, saran saran, rekomendasi, rencana 

anggaran, pendapat, keluhan, permintaan bantuan, dan 

sebagainya, 

c, 3.Komunik:asi Laterdl 

Komunikasi yang terjadi antara orang ~ orang yang menduduki 

jabatan- jabatan setingkal da1am struktur organisasi (komunikasi 

hor:izontal) dan antara orang - orang yang menduduki jabatan -

jabatan yang berbeda tingkatan~ tetapi tidak: ada hubungan 

komando langsung (komunikasi diagonal). Komunikasi ini terjadi 

secara teratur antara pegawai yang beketja daiam sati tim, antara 

kelompok ketja yang mempunyai tugas - tugas yang saling 

tergantung antara staf dan lin! dan sebagainya. Fungsi utamanya 

adalah koordjnasi pekerjaan dan pemecahan masalah. 

Komunikasi ini lebih efektif dan lebih cepat dibandingkan dengan 

komunikasi melalui saluran - saluran hirarkhi, karena selalu 

langsung berkomunikasi antar pejabat yang bersangk:utan. Media 
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yang paling banyak dipakai adalah rapat, memo, telepon rlan 

pertemuan langsung, dan sebagainya. Menurut Robbins 

(1994:381) menambahkan bahwa komunikasi Iaterai 1m 

melibatkan rekan kerja setingkat Komunikasi lateral dianggap 

paling efektif untuk koordinasi dan pemecahan masalah, karena 

tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak melewati hirarkhi 

vertikal. 

b, Kejelasan Kornunik.asi 

lsi, pelaksanaan dan waktu pelaksanaan dari kebijakan harus di 

inform.asi secara jelas. Ketidakjetasan pelaksanaan suatu kebijakan 

yang telah disampaika.n kepada aparat pelaksana dapat teljadi, karena 

mudahnya maksud kebijakan untuk dipahami atau terdapat kerumitan, 

sehingga menyebabkan pelak:sanaan kebijakao menjadi kabur atau 

membingungkan aparat pelaksana. 

c. Konsistensi komunikasi 

Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari aparat 

pelaksana kehijakan dalam memahami secara jelas dan benar terhadap 

pedoman yang dilaksanakannya. 

(2) Sumber daya 

Sumber- sumber daya ynng d!periukan melalui indikator- indikatomya 

dalam penilai.lln daiam hal ini adalah : 

a. Adanya sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dim:ana 

sumber daya manusia tersebut harus memHiki jumlah yang cukup dan 

memenuhi kualiflkasi untuk dapat melaksanakan kebijakan. Sumber 
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daya manusia yang dimaksud adalah yang cukup dan memenuhi 

kualifikasi, serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang 

memadai dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah dite!apkan. 

b. Adanya kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk 

melaksanakan kebijakan yang telah ditetapka.n. 

c. Adanya inforrnasi yang dimiHki oleh sumber daya manusia untuk 

melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. 

d. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 

(3) Sikap, yaitu sikap aparat pelaksana yang mendukung atls pelaksanaan 

suatu kebijakan yang telah ditctapkan. Kesediaan menerima dan 

meJaksanakan secara bijak dapat diartikan babwa setiap aparat pelaksana 

dengan kesadaran tugas dan tanggung jawabnya tanpa paksaan melakukan 

tugas sebagairnana yang diamauatkan dalam peraturan tersebut dan 

mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif 

(4) Struktur Birokrasi terdid dari 2 indikator: 

a. Standard Operating Procedures (SOP) berkembang sebagai dari 

tanggapan internal terhadap wak.tu yang terbatas dan sumber- sumber 

dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam 

belreijanya organisasi- organisasi yang kompleks dan tcrsebar luas. 

b. Fragmentasi, berasal dati tekanan - tekanan di luar unit birokrasi, 

seperti kornite ~ komite legislatif, kelompok- kelompok kepentingan,. 

pejabat- pejabat eksekulif) konstitusi negara dan sifat kebijakan yang 

mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah. 
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Fragmentasi organisasi akan mempunyai pengaruh yang besa.r terhadap 

implementasi kebijakan. Tanggung jawab hagi suatu bidang kebijakan 

sering tersebar diantara beberapa organisasi, seringkali dengan radikal 

mendesentralisasikao kekuasaan untuk mencapai tujuan - tujuan yang 

telah ditetapkan. Kondisi ini akan berpengaruh secara langsung terhadap 

faktor- faktor komunika.si. sumber daya, sikap dan strukrur bimkrasi pada 

pe!aksanaan kebijakan. 

Komunikasi, __ _ 

~~------------
Sumber daya I lmplementasi 

/ 
Struktur Biroktasi 

Gambar 2. 3. AJur interaksi yang saling mempengaruhi daiam proses 
irnplementasi 

Sumbcr Winamo, Budi (2002} Teori dan Proses Kebijakan Publik 

Untuk dapat menganalisis suatu kebijakan publik diperlukan adanya 

insttumen atau policy tools yang relevan. Instrumen kebijakan tersebut antara lain 

sebagai berikut ; 

1) Perumusan masalah 

Perumusan masalah da.pat membantu menemukan asumsi - asumsi 

yang tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, memetakan tujuan -

tujuan yang memungk:inkan, memadukan pandangan - pandangan 
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yang benentangan. dan merancang peluang- peluang kebijakan yang 

baru. 

2) Peramalan 

Peramalan dapat ruenguji masa depan yang masuk: a:kal (plausible), 

potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari 

kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenai kendala - kendala 

yang mungkin akan terjudi dalam pencapaian tujuan) dan 

mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan. 

3) Rekomendasi 

Rekornendasi mernbantu pengambHan kebijakan pada tahap adopsi 

kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan 

ketidakpasti<m1 mengenaH ekstemaUtas akibat ganda, menentukan 

kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggung 

jawaban administratif bagi implementasi kebijakan. 

4) Pemantauan 

Pemantauan (monitoring) .membantu pengambil kebijakan pada tabap 

implemcntasi kebijakan. Pemantauan membantu menilai tingkat 

kepatuhan, menemukan akibat - akibat yang tidak diinginkan dari 

kebijakan dan program, mengidentifikasi bambatan dan rintangan 

implementasi, clan menemukan letak pibak - pihak yang bertanggung 

jawab pada setiap tahap kebijakan. 

5) Evaluasi 

Evaluasi membani:U mengambil kebijakan pada tahap pcnelitian 

kebijakan terhadap proses pernbuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Faktor-faktor Yang..., Kelly Antonio Fernando, Pascasarjana UI, 2009



25 

menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah 

tersclesaikan, tetapi juga menyumbang pada klasUikasi dan kritik 

terhadap nilai - nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam 

penyesuaian dan perurnusan kembali masalah 

Sondang P. Siagian (1995 :225) berpendapat sebagai berikut: 

"Implementasi kebijakan dan strategi adalah desain dan 

pengelolaan berbagal sistem yang berlaku dalam organisasi untuk 

mencapai tingkat integrasi yang tinggi dari seluruh yang terlibat 

yaitu : manusia, struktur, proses administrasi dan manajemen} dana 

serta daya, kesemuanya dalam rangka pencapaian tujuan dan 

berbagai sasaran organisasi" 

Secara obyektif, bahwa kebijakan publik sebenarnya mengandung resiko 

untuk gagal. Pengertian kegagatan kebijakan negara ini oleh Hagwood dalam 

Wahab (1991:45) dibagi dalam dua kelompok, yaitu ' 

1. Non Implementation (tidak terirnplemen!asikan), hal ini mengandung 

alasan: 

a) Kebijakan itu tidak dilaksanakim sesuai dengan rencana 

b) Mungkin pibak - pihak yang tertibat dalam suatu kebijakan tidak 

mau bekerjasama 

c) Bekerja tidak efisien 

d) Tidak menguasai permasalahan dan diluar jangkauan kekuasaan 

e) Hambatan- hambatan yang ada tidak sanggup ditanggulangi 

2. Unsuccesfull implementation (implementasi yang tidak berhasil), hal 

ini mengandung alasan : 

a) Kondisi ekstemal ternyata tidak menguntungkan 
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b) Kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan hasil yang 

dikehendaki. 

2. 5. Evaluasi Implemeotasi Kebijakan 

Ada beberapa model yang digunakan dalam melakukan evaluasi 

implementasi kebijakan. 

2. 5. 1. Model Mesler dan Horn 

Dalarn Model jni dirumuskan sebuah abstraksi yang mernperlihatkan 

lmbungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinelja suatu 

kebijakan. Menurut model ini suatu kebijakan tentulah menegaskan standar dan 

sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kiner)a 

kebijakan pada dasamya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar 

dan sasanm tersebut. Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat enam 

variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu : 

1. Variabel utama : 

a. Standar dan tujuan 

Standar dan tujuan dalam mclaksanak:an set!ap program kebijakan 

harus jelas. Pernyataan standar dan tujuan dapat melalui pernyataan 

pembuat kcbijakan dalam perattnan, maupun petunjuk pelaksanaan 

program 

b. Sumber daya 

Irnplernentasi k:ebijakan perlu dukungan sumbcrdaya manusia 

(human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non- human 

resources). 

2. Variabel antara : 

a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi 

Standar dan tujuan kebjjakan perlu dipahami dengan jelas oleh 

semua pelaksana. Untuk itu diperlukan komunikasi yang akurat1 

konsisten dan seragam 
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b. Karak:teristik badan.linstansi pelaksana 

Krakteristik badan pelaksana meliputi kompetensi dan ukuran stat. 

dukungan politik, vita1itas organisasi, derajat komunikasi dan 

hubungan pelaksana dan pembuat kebijakan. 

c. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang dapat mernpengaruhi 

imptementasi kebijakan dapat diidentifikasi dengan melihat 

ketersediaan sumber daya ekonomi, dan dukungan atau penolakan 

dari kaum elit, maupun pihak terkait terkait terrnasuk kelompok 

kepentingan swasta. 

d, Kecenderungan dari pelaksana 

Terdapat tiga jenis keccnderungan/respon pelaksana yang 

mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan 

kebijakan. Pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan 

pendalarnan (comprehention and understanding) terhadap 

kebijakan. Kedua, arab dan respon pelaksana apakah menerima, 

netra1 atau menolak {acceptance, neutrality, and rejection). Ketiga, 

intensitas terhadap kebijakan. 
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Gambar 2.4 : Model imptementasi Kebjjakan menurut Mester dan Horn 

Standar dan 
snsaran 

kebijakan 

Sumber 
day a 

Komputerisasi amar 
organisasi dan 

pcngu.kuran 
aktivilas 

K:\rakl~ristik 
organisasi 
komunikasi 
anlar organisasi 

Kondisi sosial, 
ekonomi dan 

politik 

Sumber: Wihawa dkk (1994:19) 

Sikap 
pelaksana 

Kinerja 
kebijakan 
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2. 5. 2. Model Grindle 

Menurut GrindleJ imp1ementasi kebijakan ditcntukan .oleh isi kebijakan 

dan konteks implementasinya. Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan 

ditransformasikan mcnjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya 

telah disedlakan. maka implementasi kebijakan dilakukan. lsi kebijakan 

mencakup: 

a. Pihak yang kepentiogannya dipengaruhi. 

Individu;'kelompok yang berSenluhan dalam implementasi kebijakan 

mungkin merasa diuntungkan tetapi dapat pula sebaliknya merasa 

dirugikam. Sehingga pihak yang merasa kepentingannya lerancam 

akan melakukan perlawanan. 

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. 

Manfaat yang diperoleh bisa secara kolektif maupun lerpisah. 

Kebijakan yang bennanfaat secara kolektif biasanya lebih mudah 

diirnplementasikan, 

c. Derajat perubahan yang diharapkan. 

Derajat perubahan menyangkut perubahan perilaku dari pihak yang 

memperoleh manfaat (beneficiaries). Tingkat perubahan perilaku 

dipengaruhi oJeh manfaat kebijakan maupun waktu untuk menCJipai 

tujuan kebijakan. 

d. Kedudukan pengambil kcputusan. 

Kedudukan pengambil keputusan terkait dengan jabatan organisasi 

secara struktural maupun secara geografis. 

e. Pelaksana program. 

Keahlian, keaktifan dan tanggung jawab pelaksana program 

menentukan keberhasilan lrnplementasi kcbijakan. 

f. Sumber daya yang dilibatkan. 
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Sementara konteks implementasinya adalah : 

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi ak[Or yang terlibat 

Implementasi kebijakan melibatkan berbagai aktor mempunyai proses 

a.dministrasi pengambilan keputusan. Masing-masing aktor 

mempunyai posisi dan kepentingan khusus yang dapat menyebabkan 

konflik: kepemingan melatui strategi yang diguna.kan. 

b. Karakteristik lembaga dan penguasa. 

Interaksi dalam pcrsaingan aktor rnemperebutkan sumber daya1 

tanggapan dari pejabat pelaksana dan elite politik dipengaruhi oleh 

karnkteristik dari lernbaga dan penguasa yang terkait 

c. Kepatuhan dan day a tanggap. 

Kepatuhan (compliance) untuk mencapai tujuan kebijakan dan daya 

tanggap (responsiveness) adalah msalah yang sangat penting dalarn 

implementasi kebijakan. Untuk mencapai kepatuhan malta para 

pejabat pelaksana harus mendapatkan dukungan dari badan pelaksana 

program. elite polilik yang terkait dan pihak penerima manfaat 

(beneficiaries). Apabila etrjadi perlawanan dari pihak yang mensa 

dirug:ikan maka pejabat pelaksana harus mampu mengaHhkan 

perJawanan ternebut misa!nya meJalui bargaining1 penyesuaian 

(accomodation.) dan konflik.Daya tanggap harus dimiliki oleh setiap 

lembaga publik untuk mengetahui informasi yang dapat digunakan 

untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan, Daya 

tanggap tersebut tidak hanya pemberian fleksibilitas, dukung.an, 

umpan balik tetapi juga melakukan kontrol (pengendalian) dalam 

pencapaian tujuan kebijakan yang telah dl!:elapkan. 
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Gambar 2.5 : Model implementasi kebijakan menurut Grindle 

Tujuan 
Kebij<~kan 1-- Mclaksanak:.ln kegiar:m dipcngaruhi oleh ; 

l. Jsl kebijnkan 

' 
a. Kcpcntingan )'ling dipengarul!i 

' b. 1ipe manfnat Hl!!lil k<l:Jij•hn : 
' a, 011mpak Jll!da ' c. Dcrajat perobnban yang diharapkan 
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' lmlMdu dnn 
' e. pG!aballil.an progr.~m f-. ' Mlompok 
' f. swnb:r daya yang diliba1k:m 
' b. f'<!rub~l!an &an 
' 2. Kon!cks implemcntasi V<'"~'imijan uleh ' ' a, kckuasuan, lrepcnling;tn, dan slr.J!cgl =~yan.ka! 
' ' aku:;r yang wrlib.lt 
' ' b. Karak!cristik lcmbaga dan pcnguasa;m 
' ' c, Kcpmuhan dan lh}'<l tanggap 
' ' ' ' ' ' ' ' ' 
' Program aksi dan proyek ' 
' i.miividu yang di disain dan • L-., • 
' dibiayai 

Tujuan j'tmg ingin 
dicapai ' ' ' ' ' '• '• 

' 
' ., 

' ., 
' ' 

Mcngukur irebcrhasillm 

Sumber : Wibawa~ dkk {1994:23) 

2. 6. Analisis Kebijakan 

Dalam teori Policy Analysis, David L. Weimer & Aidan R Vinning 

(1989:1) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai berikut: 

"The product of policy analysis is advice. The majority of policy analyst 
are to be found in government and non profit organizations, where day~to~ 
day operation inherently involve public decisions. Becuase our interest 
centers on policy analysis as a professional activity, our definition will 
require that policy analysis, in either public or private settings) have 
clients for their advice wlw can participate in public decisions making" 

Dari rumusan tersebut diatas, secara singkat dikatakan bahwa analisis 

kebijakan adalah rujukan untuk: mengambil keputusan yang berhubungan dengan 

keputusan publik. Kegiatan ~walisis dan perumusan kebijakan harus dilakokan 
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secara terus menerus sebagal kegiatan organisasional yang dinamik karena dalam 

pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah dltetapkan mungk.in saja timbul 

kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali berbagai scgi kebijakan terse but. 

Pendapat ES Quade yang dikutip oleh William N. Dunn (1998:44) bahwa 

analisa kebijakan (policy analysls) adalah suatu bentuk anaHsis yang 

menghasilkan dan ruenyaji.kan informasi sedemikia:n rupa sehingga dapat 

memberi landasan dari para pembuat kcbijakan dalam membuat keputusan. 

Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan) secara krilis menilai, dan 

mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan da1am satu atau 

lebih tahap proses pembuatan k:ebijakan. 

Moekijat (1995:6) menjelaskan bahwa tujuan anali<ois kebijaksanaan 

adalah untuk membantu para pengambil kebijaksanaan publik memecahkan 

masalah - masaJah yang rnereka hadapi. KuaHtas analisis kebijakan ada.lah 

penting sekali untuk rnemperbaiki kebijakan dan hasilnya. Ha! ini dapat dicapai 

melalui proses belajar yang terus menerus (cycle learning) dan learning 

organization. 

Perubahan - perubahan yang tcijadi pada proses belajar ak:an 

meningkatkan dan atau dipero1ehnya kapasitns baru yang berkesinambungan bila 

dilakukan den~ benar dan terus mencrus, Ini menandakan terja.dinya perubahan 

mendasar bagi pola pikir (mindset) yang lama kepada pola pikir yang baru. Proses 

belajar adaiah juga guatu kegiatan perbaikan terus menerus (continous 

improvement) kemampuan dan kapasitas individu dan tim dalam suatu 

organisasi.Dimensi- dimensi tersebut dikemukakan oleh Peter M. Senge (1996:6-

9) sebagai berikut : 
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1. Berfikir sistem (system thinking); 

2. Keahlian pribadi (personal mastery); 

3. Modal Mental (Mentally based); 

4. Membangun visi bersama (built slwred vision); 

5. Pembelajaran dalam tim (learning team),· 

2. 7. Perencana~m Strategis 

33 

Untuk mencapni kesuksesan suatu organisasi barus dapat rnenyusun 

stralegi yang lepat. Bela jar dari pcngalaman berbagai organisasi di dunia temyata 

banyak sekali pilihan sfrategi yang terbukti unggul di dunia bisnis dapat di pakai 

rlaJam organisasi pemerintah. 

Strategi merupakan alat rnencapai tujuan. Konsep strategi herkembang 

mulai dari sekedar aiat untuk mencapai tujuan$ berkembang rnenjadi konsep yang 

digunakan untuk menciptakan keunggulan bersaing, selanjutnya menjadi tindakan 

dinamis untuk memberi respon terhadap kekuatan internal dan ekstemal 

(Mintzberg, 1992:12-18), dan menjelang akhir abad XX berubah menjadi 

pemahaman keinginan konsumen (Osborne, 2000:191-197) 

Dengan perkembangan yang pesat da!am dunia usaha, maka pemahaman 

terhadap manajemen strategis semakin berkembang luas. Tiap penulis dan ahli 

mempunyai definisi atau persepi.i sendiri terhadap manajemen strategis. 

Strategi adalah pola tindakan utama yang di pilih untuk mewo.judkan visi 

organisasi melalui misi. Strategi membentuk pola pengambilan keputusan dalam 

mewujudkan visi organisasi (Mulyadi, 2001772). Glueck dan Jauch (1992:6) 

dalam bukunya Strategic. Management and Business Policy menyebutkan bahwa, 

Strategic is a unified, comprehel!Sive and integrated plan ... designed ro ensure 
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that the bas;c objectives of 1he cnrerptise are achieved". Dari definisi rersebut 

ter!ihat bahwa strategi mempunyai beberapa sifat, yaitu : Pertama, menyatukan 

(unified) seiuruh bagian dalam organisasi; Kedua, menyeluruh (comprehensive) 

seluruh aspek dalam organisasi; dan integral (integrated) yaitu habwa strategi 

akan cocok bagi seluruh tingkatan korporat, bisnis, dan fungsionaJ. 

James Brian Quinn (1980:7-9) dalam bukunya Straregie~· for Change : 

Logical Incrementalism secara khusus mcJihat strategi dari terrnin dan garnbaran 

dari dunla militer yang mempunyai dimensi atau kriteria strategi yang sukses, 

Strategi merupakan seni yang menggunakan pertempuran untuk memenangkan 

perang. 01eh kare:na itu jikn keliru dalam memilih dan mengatur cara dan taktik 

peperangan, maka nyawa prajurit yang jadi taruhannya. Penggunaan strategi 

dalam manajemen sebuah organisasi dapat dtartikan sebagai kiat, cara dan taktik 

utama yang dirancang secara sistematik dalam melaksanak:an fungsi - fungsi 

manajemen, yang terarah pada tujuan strategi organisasi. 

Mintzberg (1992:l:Z..l7) da1am bukunya Structures in Five : Designing 

Effective Organizations rnemberikan pandangan tersendiri mengenai strategi, 

Mintzberg memfokuskan pada berbagai pandangan strategi sebagai rencana, pola, 

posisi, dan perspektif yaitu : 

a. Sebagai rencana, Strategy deals dengan para pemimpin mencoba 

untuk mengarahkan organisasi dalam situasi masa datang. 

b. Sebagai pola, strategi memfokuskan pada tindakan (action), juga 

mendorong pemusatan tindakanj dan pencapaian konsistensi perilaku 

organisasi 
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c. Sebagai posisi, strategi mendorong kita mHuk melihat organisasi 

da1am lingkungan persaingannya, bagaimana mereka menenlukan 

posisi dan mempertahankan dalam persaingan, menghadapi atau 

menghindar. 

d. Sebagai perspektif. strategi meningkatkan pernyataan mengcna1 

intensitas perilaku dalam konteks koJektif. 

Dari beberapa definisi tcrsebut ~da prinsipnya sama yaitu mereka 

menggabungkan pola berfikir strategi dengan fungsi - fungsi manajemen yaitu : 

perencanaan (planning), penerapan (implememing), dan pengawasan (evaluating). 

Strategi dimulai dengan konsep bagaimana menggunakan s:umber daya organisasi 

secara efektif da1am lingkungan yang berubah -- ubah. Jadi strategi tidak hanya 

bagaimana menghada.pi dinamika pasar sajn, tetapi juga hal - hal fundamental 

tentang organisasi sebagai ins!rumen persepsi kolektif dan kegiatan (action). 

Sehuah strategi menciptakan arah yang di uniiikasi untuk organisasi yang 

bersangkutan sehubungan dengan macam- macam sasamn} dan ia mengarahkan 

penggunaan sumber - sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan 

organisasi yang bersangkutan agar terfokus ke arah sasaran tersebut 

Setelah organisasi merurnuskan strategi yang di pilih, untuk mewujudkan 

visi melalui misi organisasi, strutegi tersebut perlu di implementasikan. Langkah 

pertama implementasi strategi adalah melaksanabn strategic planning. Pada 

tahapan ini strategi yang telah dirumuskan dijabarkan ke dalam strategic plan 

yang terdiri dari 7 (tujuh) komponen, yailu : 

a. Strategic objectives 
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Merupakan penjabaran strategi ke dalam sasaran- sasaran masa depan 

yang dituju oleh perubaban dan mewujudkan \-'iSi organisasi, 

Penjaharan strategi kedalam strategic objectives ditentukan dua macam 

ukuran yaitu ukuran basil (outcome measures) dan ukuran pemicu 

kineda (performance driver measures) 

b. Stracegic targets 

Agar dapat memberikan dorougan akan rnotivasi kerja bagi para 

manajer dengan karyawan maka target yang ditetapkan harus realistis. 

Target yang ditentukan harus realistis dan terukur karena target yang 

terlalu tinggi selain akan suUt di capai juga akan berpengaruh pada 

menurunnya motivasi para manajer dan karyawan organi.s:asi I 

perusabaan. 

c. Strategic Initiatives 

Untuk mewujudkan strategic objectives di perlukan strategic 

initiatives berupa program dari dalam {action program) yang akan 

diJaksanalmn oJeh organisasi di masa depan. Strategic initiatives inilah 

yang menjarli dasar penyusunan program (programming) dan 

penyusunan anggaran (budgeting) 

d. Programming 

Ptoses penyusuoan adaJah proses rencana jangka panjang untuk 

menjabarkan £1rategic initiatives yang dipilih untuk menjabarkan 

strategic objectives. Pelaksanaan stra1egic initiutives memerlukan 

perencanaan sistematik langkah - langkah yang akan ditempuh 

organisasi I perusahaan dalam jangka panjang ke depan beserta 
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perkiraan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan 

tersebut. 

e. Budgeting 

Budgeting adalah proses penyusunan rencana jangka pendek (pada 

umumnya satu !abun) yang berlsi tahapan yang barus dilakukan 

perusahaan untuk melaksanaka.n sebaglan dari program, DaJam 

budgeting dijabarkan program tertentu ke dalam rencana kegiatan yang 

akan dilaks.anakan dalam tahun anggaran. 

f. Strategic Implementation 

Dalam tahap implementasi maka manajer dan ka.ryawan melaksanakan 

rencana yang tercantum dalam anggaran ke dalam aktivitas harlan. 

Oleh karena anggaran merupakan bagian dari program. Program 

merupak:an penjabaran strategic initiatives yang dipilih untuk 

roelaksanakan strategic objectives, mak:a dalam impJementasi strategi 

selaJu ada keterkaitan anl:ara ::1nggaran, program, strategic initiatives., 

strategic objectives dan strategi 

g. Pengendalian strategi 

Implementasi dari suatu rencana memerlukan pengendalian. 

Pengendalian diperlukan untuk memberikan umpan balik kepada 

pelaksa.n.a seberapa jauh target telah berhasil dicapai, strategic 

objectives telah berhasil diwujudkan dan vist perusahaan telah tercapai. 

2. 8. Manajemen Strategi untuk Organisasi Pemerintahan 

Dalam dunia usaha (bisnis) yang mengembangkan manajemcn secara 

teoritis dan praktis, manajemen strategis telah cukup lama dikenal dan 
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dikembangkan, Berbeda dengan OTganiliasi non profit bidang pernerintahan, 

manajemen strategis pada dasamya merupakan suatu paradigma baru. 

Ada perbedaa11 yang mendasar antara manajemen strategi:s di bidang blsnis 

dan pemerintah. Nilai - nilai persaingan bebas antar organisasi melaiui 

pendayagunaan sumberdaya merupakan isi ctari manajemen strategis dunia usaha. 

Bidang pemerlntahan mendasari manajemen strategisnya dengan filsafat yang 

berisi nilai- nilai pengabdian dan kemanusiaan untuk kepentingan masyarakat. 

Persamaan dalam pengimplementasjan antar dun.ia dengan pemerintah 

adalah pada awai kegiatan menyusun perencanaan strategis, dirnuJai dari kcgiatan 

menyusun perencanaan strategts sebagai fungsi manajemen. Pierce II {1980:15) 

menyebutkan : 

1'Strategy management in the set of decisions and actions that 
result in Ihe formulations aud implementations of plan designed 
to achive company's objectives" 

Dengan slrategi) manajemen menggunakan rencana ber-orienta:si kedepan 

untuk berinteraksi dengan Hngkungan kompetitif, guna mencapai tujuan 

organisasi. Strategi mencerrninkan kesadarau organisasi dengan bagaimana, 

kapan, dan dimana sebaik:nya berkompetisi dan maksud kompetisi. 

Manajemen strategi mengkombinasikan pola berfikir strategis dengan tata 

oleh manajemen. Tiap penuiis mernpunyai persepsinya sendiri mCngenai 

rnanajemen strategi. Ada tiga rata olah daiam manajemen strategis, yaitu 

(Wahyudi, 1996:15-16): 

a. Pembuatan strategi; yang mcliputi pengembangan misi dan tujuan 

jangka panjang, pengidentifikasian peluan dan ancaman serta kekuatan 

dan kelemahan, pcngembangan altematif strategi dan penentuan 

strategi yang sesuai untuk di adopsi; 
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b. Perencanaan strategil rneHpuli penentuan sasaran operasional tahunan, 

kebijakan, motivasi karyawan dan pengalokasian sumber daya agar 

strategi yang telah ditetapkan dapat di implementasikan; 

c. Evaluasi I kontrol strategi, mencakup usaha - usaha untuk memonitor 

selutuh hasil dari pembuatan dan penerapan s.trategi, termasuk 

mengukur kinerja individu dan organisasi serta mengarnbll langkah -­

langkah perbaikan jika diperlukan. 

Pengertian iain menyebutkan bahwa manajemen strategi adalah 

perencanaan berskala besar (pcreocanaan s£rategis) yang berorientasi pada 

jangkauan masa depan yang jauh (visi) dan ditetapkan sebagai keputusun 

manajemen puncak (yang bersifat mendasar dan prinsipil) agar memungkinkan 

organisasi berinteraksi secara efektif (misi), dalnm usaha rnenghasilkan sesuatu 

(perencanaan operasional) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optirnalisasi 

pencapaian tujuan (tujuan strategis) dan berbagai sasaran (tujuan operasional). 

Dari pengertian inl menunjukkan bahwa manajemen strategis merupakan suatu 

slstem yang memiliki berbagai komponen yang sating berhubungan dan 

mempengaruhi) dan bergerak bersama ke arah yang sama pula (Nawawi, 

2000:149) 

Model manajemeu str.atcgis terdiri rlari tahapan - tahapan kegiatao yang 

berupa analisis, diagnosis, sintesis, dan implementasi. Model ini untuk 

mendapatkan perumusan strafe&ri organisasi. Tahapau dari model manajeruen 

strategis adalah sebagai berikut (Glueck, Jauch, 1994:6): 

a. Unsur --· unsur manajemen stnttegis yang terdJri dari perencanaan 

organi&asi dan misi serta tujuan organisasi; 
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b. Analisis dan diagnosa, tahapan ini meneliti lingkungan balk 

lingkungan umum maupun lingkungan industri dan mendiagnosa 

dampak ancaman dan peluang; 

c, Pemilihan, tahapan ini merupakan tahapan menentukan mcnentukan 

allernatif penyelesaian. menilai. dan memllih strategi terbaik; 

d. Pelaksanaan, tahapan ini rnenjadikan agar strategi berjalnn baik dengan 

membangun struktur untuk rnendukung slrategi tersebut dan 

mengembangkan rencana serta kebijakan yang tepal; 

e" Eva1uasi, tahapan ini melakukan umpan balik terhadap kesesuaian 

strategi yang telah dipilih dcngan pelaksan<1an strategi sehingga dapat 

dijalankan sesuai dengan sasaran dan tujuan organisasL 

Berdasarkan karakteristik dan komponen manajemen stmt,egls sebagai 

.suatu sistem ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat infensitas dan 

formalitas pengimplementasian di pemerintahan. Bebcrapa faktor tersebut adalah : 

a. Tantangan internal 

Ukuran organisasi~ gaya rnanajemen pimpinanJ kompleksitas 

lingkungan ideologi, sosial, politik, sosial ekonomi1 sosiaJ budaya, 

peraturan pemerintah, 

b. Tantangan ekstemal 

Kemampuan meneijemahkan strategi menjadi tata o1ah atau rangkaian 

kegiatan pelaksanaan pekerjaan pelayanan umum (public service) yang 

efektif, efisien, dan berkualitas. 

Dalam bidang pemerintahan pengertian manajemen strategi mempunyai 

beberapa karakteristik yailu (Nawawi, 2000:150): 

UNlVERSlTAS JNDONESIA 

Faktor-faktor Yang..., Kelly Antonio Fernando, Pascasarjana UI, 2009



41 

a, Manajemen strategi diwujudkan dalarn bentuk Rencana Strategis 

(Renstra) yang berskala besar dan mencakup seluruh komponen 

organisasi dan dijabarkan rnenjadi rencana operasi kemudian di 

jaharkan lagi ke dalam bentuk program dan proyck tahunan; 

b. Renstra berorientasi pada jangkauan masa dep.an (lebih kurang selama 

25-30 tahun); 

c. Visi, misi dan pemilJhan strategi yang menghasi lkan straregi induk dan 

lujuan strategis orga:nisasi untuk jangka panjang merupakan acuan 

merumuskan Renstra; 

d. Penetapan Renstra dan Rencana operasional harus melibatknn jajaran 

pimpinan karena sifatnya yang sangat mendasar dalam peJaksanaan 

seluruh misi organisasi; 

e. Pengimplementasian srrategi dalarn program dilakukan melalui fungsi 

manajemen yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengaoggaran dan kontroL 

2. 9. Sistem Informasi Akuntansi. 

Menurut Bany E Cushing (1991, p17), Sistem Informasi Akuntansi 

merupak:an suatu sub sistem dari sistem infonnasi manajemen di dalam suatu 

organisasi, karena sistem informasi akuntansi hanya mencakup jenis data dan 

infonnasi tertentu yang berhubungan dengan akuntansi. Sistem Informasi 

akuntansi di definisikan sebagai kumpulan mannsia dan sumber-s:umber modal di 

dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi 

keuangan dan juga infonnasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan 

data transaksi. 
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Menurut Mcleod terjemahan Hendra Teguh (2001, p304) sistem informasi 

akuntansi adalah suatu sistem yang mcngumpulkan data yang menjclaskan 

kegiatan perusahaan, mengubah data lersebut menjadi informasi serta 

menyediakan informasi hagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian 

sistem informasi akuntansi adalah selrumpulan prose..<> bisnis, data dan transaksi 

serta sumber- sumber daya di dalamnya yang dio!ab menjadi informal>i keuangan 

dan infonnasi yang diperlukan oleh pihak: manajemen. 

2.10. Tujuan dan Kegunaan Sistetn lnformasi Akuntansi 

Menurut Hall (2001. p18) pada dasamya tujuan disusunnya sistem 

informasi adalah : 

a, Untuk mendukung fungsi pertanggung jawaban (akuntabilitas), 

manajemen suatu organisasi /perusahaan, korena manaJeme-n 

bertanggung jawab untuk menginfonnasikan pengah.uan dan 

penggunaan sumber daya organisa~i dalam rangka pencapaian tujunn 

organisasi tersebut 

b. Untuk mendukung pengambilan keputus.an manajemen, karena sistem 

informasi memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak 

manajemen untuk melakukan tanggungjawab pengambilan keputusan, 

c. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan sehari - hari. Sist~m 

informasi membanlu personii untuk bekerja lebih efektif dan efisien. 

Sistem informasi akuntansi mcmHiki kegunaan sebagai berikut: 

a. untuk melakuka:n pencatatan (recording) lransaksi dengan biaya 

klerikal seminimal mungkin dan menyediakan informasi bagi pihak 
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internal untuk pengelolaan kegiatan usaha serta para pihak terkait 

(stakeholder) 

b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah 

ada, bai.k mengenai rnutu, ketepatan penyajian maupun struktur 

informasinya. 

c. Untuk menerapkan sistcm (implementasi) pengendalian internal, 

memperbaiki kinerja dan lingkat kehandalan (reliability) infonnasi 

akuntansi dan untuk menyediakan catatan Jcngkap mengcnai 

pcrtanggung jawaban (akuntabilitas) 

2. 11. Akuntansi Sektor Publik 

Dalam waktu yang telatif singk:at, Akuntansi Sektor Publik te!ah 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang 

lebih besar terhadap praktik akumansi yang dilakukan oleh lernbaga·lembaga 

pemerintab, perusahaan milik ncgara/daerah. dan berbagai organisasi publik 

Jainnya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang 

Jebih besar dari masyarakat unluk dilakukan transparansi dan ak.untansi publik 

oleh lembaga-lembaga sektor publik. 

Acla beberapa tujuan yang diharapkan daJam pelaksanaan Akunlansi 

Sektor Publik Menurut American Accounting Association (1970) dalam Glynn 

(1993), menyatakan babwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik yaitu: 

1. Memberika;; informasi yang diperlukan unruk mengelola secara tepat, 

efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi somber daya 

yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini berkaitan dengan 

pengendalian manajemen (managemem control). 
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2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manaJer untuk 

melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan 

efcktif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi 

wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk 

melaporkan kepada publik alas hasil operasi pemerintah dan 

pcnggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas 

(accountability). Salah satu bagian dari akuntansi sektor publik adalah 

akuntansi pemerintah. 

2. 11. 1 Akuntansi Pemerintah 

Pengertian akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari pengertian akuntansi 

secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas pemberian jasa (service 

activity) untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna (users) 

dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk aktivitas tersebut, dilakukan suatu 

proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan 

yang timbul dari kegiatan suatu organisasi untuk menghasilkan informasi 

keuangan berupa posisi keuangan pada waktu tertentu, hasil kegiatan untuk 

periode yang berakhir pada waktu tertentu, disertai dengan suatu penafsiran atas 

informasi keuangan tersebut. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka akuntansi pemerintahan dapat 

didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa un~k menyediakan informasi 

keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas 

informasi keuangan tersebut (Bachtiar Arif (2000:3). 
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Dengan diakuinya akuntansi pemerintahan di daiam disiplin akunlansi, malca 

akuntansi lebih variarif. Jika diklasifikasikan berdasarkan ruang lingk:upnya, 

akuntansi dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akuntansi mikro dan akun!ansi 

makro. Secara sistematis pembagian berbagi jenis akuntansi terdapat dalam 

gambar berikul : 

Gan1bar 2. 6. Jenis Akuntansi 

I .hJruutansi I 

I 
I Mikrn I I Makro I 

I 

I 
Akuntansi Al-untansi National & Social 

Bisnis Stkt(lt Publik Accounting 

A.kuntansi 
Pemerintahan 

Sumber : Bachtiar Arif, 2001:4 

2. 11. 2. Standar Akunlaosi Pemerintab 

Salah satu upaya konkrit unruk mewujudkan transparansi dan akunta.bilitas 

pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian lapornn pertanggungjawaban 

keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan 

mengikuti standar akuntansi pcmerintahan yang telah diterima secara urnum. Hal 

tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 lentang Keuangan 

Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban 
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pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

Untuk rnernbantu memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul da!am 

pelaporan keuangan1 akumansi, dan audit di pemerintahan, terkait dengan 

peraturan yang ada baik di pemcrintah pusat maupun pernerintab daerah Republik 

Indonesia, maka pada tanggal 13 Juni 2005 Pemerintah menetapkao Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintahan di Indonesia. 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tehlh disusun dengan berorientasi ke 

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) yang diterbitkan oteh 

International Federation of Accountant. Selain itu dalam penyusunannya, SAP 

juga telah diha.rmoni:sasikan dengan Standar Akunransi Keuangan (SAK) yang 

diterbitkan oleh Dewan Standar Akm1tansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia. 

Dalarn mcnyusun SAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) 

menggunakan materi yang diterbitkan oleh : 

a. International Federation of Accountant; 

b. Intemational Accounting Standards Committee; 

c. International Monetary Fund; 

d. Ikatan Akuntan Indonesia; 

e. .financial Accounting Standards Boards; 

f Governmental Accounting Standards Boards; · 

g. Perundang~undangan dan peraturan pemerintah lainnya yang 

diterbitkan di Republik Indonesia; 
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h. Organism;i profesional lainnya di berbagai negara yang membidangi 

pelaporan; 

i. Keuangan, akuntansi, dan audit pemerintaban; 

Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik di tingkat 

imlemasional~ dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia, baik 

peraturan perundangan dan prakJik~praktik akuntansi yang berlaku, maupun 

kondi.lli sumber daya manusia, Selain itu, strategi peningkatan kualltas pelaporan 

keua:ogan pemerintahan dilakukan dengan proses transisi menuju basis akrual 

(accrual basis). Saat ini, pendapatan, belanja dan pembiayaan dica!at berbasis kas; 

sementara aset, hutang dan ekuitas dana dicatal berbasis a.kruat (atau dengan kata 

lain rnasih menggunakan modified cash basis). Pada tahun 2007 diharapkan 

proses transisi standar menuju accrual basis secara keseluruhan sudah dapat 

diimplementasikan. 

SAP diterapkan di lingkup pemeriniahan, baik di pemerintah pusat dan 

departemen-departemennya rnaupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. 

Penerapan SAP diyak:ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan 

keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan 

pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan 

dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. 

2. 11. 3. Laporan Keuangan Menurut Kerangka Konseptual Standar 

Akuntansi Pemerintaban 

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informas:l yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan sluruh transaksi yang dilakukan oleh enlitas 

pelaporan selama satu periode peJaporan. Laporan keuangan terutama digunakan 
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untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang 

te1ah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi 

suatu entitas peiaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

Myer dalam bukunya Financiaf Statement Analysis yang dikuti oleh 

Munawir S. (1995::5) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan laporan 

keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh Akun1an pada akhir periode untuk 

suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah nera<:a atau daflar posisi keuangan dan 

daftar pendapatan atau rugi Jaba. Pada masa sekarang sudah menjadi kebiasaab 

untuk menambah daftar ketiga yahu daftar surplus atau daftar Iaba yang tidak 

dibagikan (laba yang ditahan). 

12.11. 4. Tujuan Pelaporan Keuangan 

Pelaporan keuangan pemcrintah seharusnya menyajikan inforrnasi yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalarn menilai akuntabilitas dan membuat 

keputusan baik kepotusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan 

cukup untuk rnembiayai seluruh pengeluara.n; 

2. Menyediakan infonnasi mengenai apakah cara memperoleh sumber 

daya ekonomi dan alokasinya teiah sesuai dengan anggaran yang 

ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; 

3. Menyediakan infomtasi rnengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasH yang tclah 

dicapai; 
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4. Menyediakan inforrnasi mengenal bagaimana entitas pelaporan 

mcndanai seluruh kegiatannya dan mcncukupi kebutuhan kasnya; 

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi cntilas 

pelaporan herkaitan dengan sumber penerimaannya, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang, tcrmasuk yang berasal dari pungutan pajak dan 

pinjaman; 

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan ent:itas 

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 

kegiatan yang dilakukun .selama periode pelaporan. 

l2. lL S. Karaktetistik Laporan Keuangan 

Karakteristik laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu 

diwujudkan dalam infonnasi akumansi sehingga dapat memenuhi tujuaMya. 

Karakteristik berikut ini merupakan syarat yang harus dipenuhi agar laporan 

keuangan pemerintah dapat memenuhi ku:Jlitas yang dikehendaki: 

1. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan re1evan apabila infonnasi yang 

termuta didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 

membantu rnereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, 

dan memprediksl masa depan, sertfl menegaskan basil evaluasi mereka 

di masa lalu. Informasi yang relevan : 

a. Memilikl manfaat umpan baJik (feedback value) 

Informasi memungltinkan pengguna untuk menegaskan atau 

mengoreksi ekspetasi mereka di masa lalu; 

b. Memiliki manfaat prediksi (predictive value) 
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Informasi dapat membanlu pengguna untuk memprediksi masa 

yang akan datang berdasarkan hasi1 masa Jalu dan kejadian masa 

kini; 

c. Tepat waktu 

Informasi disajikan tepat \Vaktun sehingga dapat berpengaruh dan 

berguna dalam pengambilan keputusan; 

d. Lengkap 

Informasi akuotansi keuangan pemerintah disajikan selengkap 

mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang 

melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam 

laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliru~n dalam 

penggunaan informasi rersebut dapat dicegah; 

2. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara 

jujur, serta dapat diverifikasi. Infonnasi mungkin relevan, te.tapi jika 

penyajiannya tidak dapat diandalkan rnaka penggunaan inforrnasi 

tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal 

memenuhi karakteristik : 

a. Penyajian jujur 

Informasi rnenggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa 

lainnya yang seharusnya disajikan stau secara wajar dapat 

diharapkan untuk disajikan; 
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b. Dapat diverifikasi (verifiability) 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan 

apabila dipedukan dapat dilakukan verifika'ii; 

c. Netralitas 

Infonnasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak 

pada kebutuhan pihak tertenru; 

3, Dapat dibandingkan 

Infonnasi yang termuat dalam Japoran keuangan akan lebih. berguna 

jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya 

atau laporan keuangan entitas pelaporan Iain pada umumnya. 

Perbandingan dapat dilak:ukan secara internal dan eksternal. 

Perbandingan sccara internal dapat dilakukan bila suatu entitas 

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tallun ke tahun. 

Perbandingan secarn eksternal dapat dilakukan bila entitas yang 

diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila 

entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntans.i yang lebih 

baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan 

tersebut diu:ngkapkan pada periode teijadinya perubahan. 

4. Dapat dipahami 

lnformasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipaluuni oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk ser1a istilab yang disesuaikan 

dengan batas pemahaman para pengguna. 
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BABill. 

METODE PENELITIAN 

3. 1. Metode Penelitian 

Penelitian deskriptif dengan peodekatan gabungan kualitatif dengan 

kuantitatif mendasari penelitian ini. Dcsain pcnelitian menggunakan metode 

survei sebagai metode pelaksananya, dengan pendek.atan melalui skala Likert, 

dimana inforrnasi dikumpuikan dari responden dengan menggunakan kucsioner. 

PencHtian sar.rei merupakan pengumpulan data tcrhadap sampel. Tujuan survei 

adalah untuk menggambarkan karakteristik dari sejumlah besar populasi oleh 

karena itu mak:a sampel menjadi isu yang penting dalam survei. Hal ini karena 

sampel harus dapat mewakili atau mencerminkan populasi (Erwin Agus Purwanto 

& Dyan Ratif, 2007 : 60) 

Selain pertimbangan jumlah sampel, ada beberapa pertimbangan untuk 

melakukan penelitian survei. Pertimbangan- pertimbangan itu, antara Jain: 

a. Penelitian survei dapat digunakan untuk sampel yang besar; 

b. Penelitian survei dapat digunakan untuk mendapatkan infunnasi I data 

yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain; 

c. Dengan kuesioner dapat menghasilkan data I informasi yang beragam 

dari setiap responden I individu dengan variabel penelitian yang 

banyak. Ha1 ini sangat berarti untuk analisa; 

d, Data yang diperoJeh dari sampel dapat digeneralisasikan pada popuiasi 

3. 2. Ruang lingkup penelitlan 

Masalab yang ditellti perlu dibatasi agar penelitian dapat lebih 

terfolus pada bagian tertentu dari pennasalahan. Sistem Akuntan."Si -
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Keuangan (SAK) adalah bagian dari Sistcm Akuntansi Instansi (SAl). 

Dalam pene1itian ini penu!is memberi batasan penelitian hanya pada wilayah 

cakupan Sistem Akunransi Keuangan yang dilaksanakan pada Biro 

Keuangan Sekretariat Jendernl Departemen Hukum dan HAM RL Atas 

perthnbangan kcterbatasan waktu maka pcngambilan sampcJ populasi untuk 

penelitian ini hanya mencakup pegawai pcngelola SAK pada Sekretariat 

Jendera1. 

3. 3. Data Penelitian 

a, Data Primer : pengumpulan data meialui mekanisme penyebaran 

kuesioneL Kuesioner merupakan suatu daftar yang berisi mngkaian 

pettanyaan mengenai suatu hal (Kuentjaraningrat, 1993:173} dan 

mekanisme wawancara mendalarn (indepth interview). Wawancara 

dilakukan unluk mengetahui lebih mendalam hal - hal yang 

berhubungan dengan masalah yang diteJiti. Individu yang dimintai 

informasi sehubungan dengan situasi dan kondisi penelitian d.isebut 

inforrnan,. dala.rn hal ini informan dipilih secara sengaja (purposive). 

Informan dalam penelitian ini adalah para pejabat eselon IV dan III 

yang berhubungan langsung dengan Sistern Akuntansi Keuangan di 

Sekretariat Jenderal. Wawancara berlangsung sccara informal dan 

bersifat terbuka. dengan maksud untuk memperoleh informasi sesuai 

dengan kebutuhan peneliti. 

b. Data Sekunder : pengumpulan data me1aiui mekanjsme pengolahan 

dokumen - dokumen, laporan keuangan, studi kepustakaan, 

pengamatan dan data lain yang mendukung penelitian. 
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3. 4. Lokasi Penelitian 

Peneiitian dilakukan pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan 

HAM Rl. 

3. S. Populasi dan Sampel 

Populasi rnerupakan keseJuruhan elemen yang akan dijelaskan oleh 

seorang peneliti rli dalam penelitiannya. Definisi populasi sebenarnya sangat 

sederhana, namun populasi akan memiliki makna yang lebih kompleks bila 

dihubungkan dengan sampet Sampel adalah wakil populasi. Karena itu, bila 

peneliti berencana menggunakan sampel penditiannya, mak:a mutlak harus 

memahami sifat "-- sifat populasi yang hendak diambil sampelnya tersebut. 

Departemen Hukum dan HAM RI tcrdiri dari 11 Unit Eselon I, 33 Kantor 

Wilayah yang tersebar pada 33 propinst dengan jumlah 745 Unit Pelaksana 

Tcknis (UPT) yang meJaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK). 

Teknik untuk mengukur sampe1j peneliti memakai Simple Random 

Sampling menggunakan rumus dari Taro Yamane yang dikutip oleh Rakhmat 

(1998:82) sebagai berikut: 

n 

Keterangan : n 
N 
d2 

N 

N.d' + 1 

;;; Jumlah sampel 
= Jum1al1 populasi 
= Presisi yang ditetapk:an 

Diketahui jumlah populasi kantor wilayah dan unit pelaksana teknis yang 

ada dt lingk:ungan Departemen Hukum dan HAM sebesar N = 745 kantor dan 

tingkat presisJ yang ditetapkan sebesar;:;: 10%, maka jumlah sampelnya : 
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745 
n=------

(745). (0,1)' + l 

n = 88 responden 

Sesuai dengan basil perhitungan djatas, maka pengambiJan sampel pada 

kantor wilayah sebanyak 33 kantor wilayah diambil secara random dengan 

mengambillO % darl jumlah satker kantor wilayah sebanyak 88 responden. 

Pendapat ini di dukung oleh Hadi (2001:309) bahwa sampei Jebih dari 30 

orang (N>30) ito disebut sarnpel besar dan berdasarkan Cistribusi sampling adalah 

normal atau mendekati normaL 

3. 6. Operasional Variabel Penelitian 

Berkaitan dengan deskriptif yang ingin mengkaji apnkah suatu kebijakan 

yang telah di implementasikan sudah mencapai tujuan yang dikehendaki oleh 

pembuat kebijakan. Sebagaimana yang telah dlkemukakan pada bab pendahulu, 

disini penulis akan menggunakan variabel penelitian berdasarkan teori yang 

dikemukakan oleh Edward 111, George C (1978: 295-305) yang berpendapat 

bahwa ada 4 (empat) variabel dengan indikator - indikator yang dipergunakan 

sebagai scsuatu yang dapat diukur dan diteliti, rnaka analisis dilakukan dengan 

variabel sebagai berikut : 

1. Komunikasi, dirinci dalam indikator penyaluran komunikasi~ 

kejelasan komunikasi, dan konsistensi komunikasi; 

2. Sumber daya, terdiri dari indikator sumber daya manusiaJ 

kewenangan, informasi, serta sarana dan prasarana; 

3, Sikap, terdiri dari indilcator sikap para pengemban tugas pelaksanaan 

implementasi; 
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4. Struktur Birokrasi, meliputi indikator prosedur operasi kerja dan 

penyebaran tanggung jawab. 

Selain 4 (em pat) variabel tersebut penulis juga menambahkan satu variabel 

yaitu Implementasi Kebijakan guna dapat mengukur dan menelitf ruang lfngkup 

yang memayungi 4 (cmpm) variabel ini tersebut 

3. 7. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelithm 1m, dikumpulkan dengan 

menggunakan : 

1) Kuesioner, berupa daftar pertanyaan tertutup (closed questions). 

Perta:nyaan tertutup adalah jenis pertanyaan kuesioner dimana 

pertanyaannya sudah dHentukan terlebih dahulu dan responden tidak 

diberi kesempatan menbcrikan jawaban lain (Masri S, 1989:177). 

Dalarn pertanyaan tertutup untuk mengukur variabel apakah baik atau 

tidak, dijabarkan dalam beberap3 item pertanyaan yang 

dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok pertanyaan, yaitu kelompok 

pertanyaan yang bersifat positif dan kelompok pertanyaan yang 

bersifat ncgatif. Dalam hal ini peneliti memiJih pcnilaian jawaban atas 

pertanyaan yang bersifat positif. Jawaban responden terhadap 

pertanyaan ler.sebut kemudian dijumlahkan dan dibandingkan satu 

sama lain sebagai jumlah s.kor yang menyebar sepanjang konlinum 

penelitian, dari skot tinggi ke skor rendah. 
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Tabel3.1 Penilainu Jawaban Kuesioner 

Alternalif jawaban dengan 5 gradasi Skor setiap jawaban dari 

piliban pertanyaan 
---------

Sangat Tidak Memabami I 

Tidak Memahami I 2 
-· 

Ragu- ragu ' 3 
' -~---·· 

j Memabami i 4 

j Sangat memahami I 5 
..... ~------- ...... ~---. . . . Skor tersebut menyuatkan mtensttas reakst mdlVtdu !erhadap 

sejumiall pertanyaan yang diberikan, Dalam hal inl pentdis mcmilih 

penilaian jawaban atas pernyataan yang bersifat positif. Jawaban 

responden terhadap scluruh pertanyaan tersebut kemudian di 

jumlahkan dan dibandingkan satu sama lain sebagai jumlah skor yang 

menyebar sepanjang kontinum penelitian, dari skor ti1)ggi ke skor 

rendah (James A. Black, 1992:165). 

Terhadap jawaban dari responden kemudian di buat persentase (%) 

dimana persentase yang paling dianggap sebagai jawaban yang 

memungkinkan untuk dipergunakan sebagai unsur penilaian terhadap 

nilai skor dari semua variabeJ maka diberiknn penilaian sebagai 

berikut : Tabel3.2 Prosentase Jawaban Kuesioner 

Skor Rentang Krheria 1 ! Perbituligan Renhmg Skala 

gradasi jawaban : rentang K:riteria 
' --

1 Sangat Tidak Baik 1+5/5-2 1-2 

2 Tidak Baik 2 + 4/5 = 2,8 2 -2~8 

3 Cukup Baik 3 +3/5- 3,6 2,8 3,6 

4 'Baik 4 + 215-4,4 3,6-4,4 
f--:.·-· .. 

5 Sangat Baik 5+1/5-5,2 4,4-5 
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2) Wawancara mendalam (indepllt illlerview), melakukan wawancara 

terhadap para pelaksana Sistem Akuntansi Keuangan untuk menggali 

data yang lebih dalam herkenaan dengan implementasi Sistern 

Akunlansi Keuangan 

3. 8. Metode dan Teknik PengoJahan Data 

Dalam peuelitJan ini pemrosesan datd akan menggunakan bantuan 

program SPSS 15.0 (Statistical Package for Statistical Science). Untuk 

menganalisis jawaban-jawaban respondcn akan dipakai stalislik deskriptif. Selain 

itu, statistik deskriptif juga dipakai unluk mendeskriptifkan obyek yang diteltti 

melalui data sampei seperti apa adanya. Dalam penelitian ini, data hasll penelitian 

ak:an disajikan dalam bentuk label karena dianggap lebih efisien dan komunikatlf. 

Rentang krlteria dalam meoganatisis total skor rata-rata dari setiap variabel 

dengan cara menjumJahkan total skor rata-rata lalu dibagi cmpat sesuai dengan 

jumlah variabellalu didapatkan kriteria dari analisis tersebut 
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BABIV 
GAMBA.&\1'1 UMUM OBJEK PENELITIAN 

4. 1. Sistem Akuotansi Keuangan 

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) adalah bagian dad Sistem Akuntansi 

Instansi (SAT) yang digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan 

reaiL<asinya, sehingga menghiiSilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan 

Neraca. SAK dilaksanakan oleh Kementrian Negara I Lembaga. Peratumn 

Menterl Keuangan No. 17l/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan 

PeJaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Direk:tur Jenderal 

Perbendallaraan No. PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan 

Keuangan Kementerian Negara I Lembaga menyatakan bahwa dalam pelaksanaan 

SAK, Kementerian Negara I Lembaga membentuk dan rnenunjok unit akuntansi 

di dafam organisasinya, yang terdiri dari : 

• Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) pada tingkat 

Kementerian Negara I Lembaga ; 

• Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Eselon I(UAPPA­

El) peda tingkat Eselon I; 

• Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah I (UAPPA­

W) pada tingkat wilayall ; 

• Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada tingkat 

satuan kerja (Satker). 
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Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi SAK 

I UAPA I 
I I 

rl UAPPA-EI I I UAPPA-EI I I UAPPA-El : 

I I 
I UAPPA-W I I UAPl'A-W I I UAPPA-W I 

I I 
I UAKPA II UAKPA II UAKPA II UAKPA II UAKPA I 

Keterangan : 

UAPA 

UAPPA-El 

UAPPA-W 

UAKPA 

: Unit Akunlansi Penggun<t Anggnran (Depanemen Hukum & HAM) 

: Unil Akuntansi Pembancu Pengguna Anggaran F..selon 1 

:Unit Akumansi Pembanw Pengguna Anggaran Wllayall (Kanwit) 

: Unit Akun!ansi Kuasa Pcngguna Anggaran (Satker) 

Unit - unit al-untansi instansi tersebut melaksanakan fungsi akuntansi dar; 

pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat 

organisasinya. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggung. 

jawaban pelaksanaan anggaran oleh unit - unit akuntansi, baik sebagai entitas 

akuntansi maupun entitas pelaporan. Laporan keuangan Kementerian Negarn I 

Lembaga yang dihasilkan unit akuntansi instausi tersebut terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca dan Calatan atas l.aporan Keuangan (Calk). 

4. 1. 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan Realisasl Angganm menyajikan informasi realisasi anggaran dan 

belanja, yang masing - masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu 
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perlode. Anggaran, Pendapatan, dan Belanja adalah 3 (tiga) komponen penting 

dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

4. 1. 2. Neraca 

Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan 

pasisi keuangan suatu entitas pe1apnran pada ranggal tertentu. Yang dimaksud 

dengan posisi keuangan adatah posisi aset, kcwajiban dan ekuitas dana. 

4. l. 3. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan ata$ Laporan Keuangan (C,alk) rneliputi penjelasan, daftar rind, dan 

analisis atas nilai sualu pos yang disajikan dalam Lapornn Realisasi Anggaran dan 

Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan disusun dan dilaporkan pada setiap akhir 

semester dan disampaikan dalarn satu kesatuan dengan laporan keuangan lainnya 

ke Unit Akuntan&i di atasnya. Tujuan dibuatnya CaLK adalah : 

1. Laporan Keuangan mudah dipahami; 

2. Menghindari dari salah paham (misleading); 

3. Pemahaman mendalam melalul pengungkapan setiap pos penthtg; 

4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entiras; 

5. Pengungkapan paripurna (full disclosure). 
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BAGIAN STRUKTUR ORGAN!SASI DAN PENANGGUNG 
JAWAB SISTEM AKliNTANSI K.EUANGAN Dl 

LINGKUNGAN 
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI 

MENTER I m TVT TU & HAM 
DEP. I&HAMRI 

_______ .,. DIKUASAKAN KEPADA 
SEKRETARIS JENDER..\L 

~ 
DlLAKSANAKAN OLEH 

KEPALA l3JRO KEUJ\NGAN 

----------------------------------- ----------------------------------
I I 

~,;.:,;,;.;:;;;;; ~~ ~ 

---------- -----------------------· 

I I 
~ KA ' K~~ kN'W 'W!V 

·------------- --------------·-······ -----··-······· ......... 

-UNIT KAKANTOR PUSJJAN.BAN UNIT 
ESI?:LON l /SATKER OSEBAGAI ESELON 1 
SBBAOAl UAKPA SEBAGAI 
UAPPA-£1 . 

-AKIP SEBAGAI UAKPA 

-AIM UAPPA-W 
SEBAGAI -LP/ltuTAN 

UAKPA BAPAS, KANIM, 
UHf>, RUPBASAN, 
RUDENIM 
SEBAGA! UAKPA 

Gambar 4.2. Bagan Strukrur Organisasi SAK pada Departemen 

Hukum dan HAM 
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4. 2. Sejarah Umum Departemen Hukwn dan HAM 

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nornor M.09-PR.07 ,10 Tahun 2007, tanggal 20 April 2001. 

Departernen Hukum dan Hak Asusi Manusia Republik Indonesia mcrupakan salah 

satu uns.ur pelaksana pemerintah yang berada di bawah dan berl.anggung jawab 

kepada Presiden, 

4. 2. 1. Tugas Pokok dan Fungsi 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

mempuny.ai tugas membantu Presiden dalarn menyelenggantkan sebagian tugas 

pemerintahan dihidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam meJaksanakan 

tugas tersebut Departemen Hukum datl Hak Asasi Manusia RI rnenyelenggarakan 

fungsi sebagai ber.ikul : 

a. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan 

teknis dibidang hukum dan hak asasi manusia; 

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dcngan bidang tugasnyaj 

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawabnya; 

d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; 

e. Penyampaian lapuran hasil evaJuasi, saran, dan pert:imbangan di bidang 

tugas dnn fungsinya kcpada Prcsiden, 

4. 2. 2. Susunan Organisasi 

Departemen Hukum dan Hak i\sasi Man usia terdiri dari : 

a. Sekretariat Jenderal; 

b. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang~undangan; 
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c. Direktorat Jenderal Adminislrasi Hukum Umum; 

d. Direktorat Jenderal Pema3-yarakatan; 

e. Direktorat Jenderal Irnigrasi; 

f. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Inteleklual 

g. Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Man usia; 

h. Inspektorat Jender.ai; 

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional; 

j. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Maousia; 

k. Badan Pengembaogan Somber Daya Manusia Hukum dan HAM; dan 

!. Staf Ahli. 

4. 3. Visi dan Misi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

4. 3. 1. Visi Departemen Hukum dan HAM 
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''Terwujudnya Sistem dan Politik Hukum l\iasionaJ yang mantap dalam 

rangka tegaknya Suprernasi Hukum dan HAM unluk menunjang tercapainya 

kehldupan masyarakat yang aman, rukun, damai, adil, dan sejahtera". 

4. 3. 2. Misi Departemen.Hukum dan ~VI 

l.Menyusun perencanaan hukum; 

2, Mernbentuk; menyempurnakan, memperbaharui bukum. dun peratunm 

perundag-undangan; 

3. Melaksanakan penerapan hukum, pclayamm hukum dan penegakan 

hukurn; 

4. Melakukan pembinaan dan pengembangan hukum; 

5. Meningkatkan dan mernantapkan pengawasan hukum; 
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6. Meningkatkan dan memantapkan kcsadaran dan budaya hukum 

masyarakat; 

7, Meningkatkan dan rnernantapkan jaringan dokumentasi dan informasi 

hukum Nasional; 

8. Meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan1 

dan penghormatan hak asasi manusia; 

9. Melaksanakan pcnclitian dan pengembangan bukum dan HAM; 

10. Meningkatkan pembinaan sumbcr daya manu.sia aparatur hukum~ 

11. Meningkatkan dan melindungi karya intelektual dan k.1rya budaya yang 

inovastif dan inventif; 

12. Meningk:atkan sarana dan prasarana hukum. 

4. 4. Sekretaria• Jenderal 

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

pelaksaoaan tugas serla pembinaan dan pemberlan dukungan admlnistrasi 

Departemen. Daiam melaksanan tugasnya tersebut, Sekretariat Jcnderal 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit~unit organisasi dil ingkungan 

Departemen; 

b. Penye!enggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen; 

c. Penyeienggaraan hubungan kerja di !Jidang administrasi dengan 

Kementerian Koordinator, K.ementerian Negara, Departemen lain, 

Lembaga Pernerintah Non Departemen, dan lernbaga lain yang tcrkait; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan ole:h Menteri . 

. UNIVERSITAS INDONESIA 

Faktor-faktor Yang..., Kelly Antonio Fernando, Pascasarjana UI, 2009



Sekretariat Jenderal terdiri darl: 

a. Biro Percncanaan; 

b. Biro Kepegawaian; 

c. Biro Keuangan; 

d. Biro PerJengkapan; 

e. Biro Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negcri; 

f. Biro Umum. 

4. 5. Biro Keuangan 
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Biro Keuangan mempunyai lugas melaksanakan pembimmn, pengelolaan 

koordinasi, dan pe!aksanaan anggruan di lingkung;m Deparremen berdasarkan 

peraturan perundang~undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya 

tersebut, Biro Keuangan menyeJenggarnkan fungsi : 

a. Penyiapan bahan pelaksanaan Angganm Pendapatan dan Belanja Negar.a 

Departemen; 

b. Pembin:.an, pengeloia.an dnn koordinasi terhadap pelaksanaan Anggaran 

Pcndapa.tan dan Belanja Negaru Deparlemen; 

c. Penyusunan dan perumusa11 pelaksanaan Daftar lsian Pelaksaan 

Anggaran (DIP A) Departemen; 

d. Penyusunan Revisi DIPA Departemen; 

e. Pelaksanaan pengeluaran keuangan Departemen; 

f. Pelaksanaan dan pengujian Surat Permintaan Pcmbayaran (SPP) dan 

penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Departemen; 

g. Pelaksanaan urusan f)erbcndnhaman dan penata usahaan administrasi 

keuaogan Departemen; 

h. Pelaksanaan akuntansi dan penyusonan Laporan Keuangan Departemenj 

i. Pelaksanaan bimbingan teknis pcngelolaan keuangan; 
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J. Pelaksanaan penyelesaian kerugian negara; 

k. Pelaksanaan urusan tata usaha biro kemmgan. 

Biro Keuangan terdiri dari : 

a. Bagian Pelaksanaan Anggaran; 

b. Dagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Kcuangan; 

c. Bagian Pengujian dan Penerbitan Sural Perintah Membayar; 

d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan; 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai togas melaksanakan pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen, Penyusunan dan perumusan 

pelaksanaan DIP A, Revisi DIP A serta bimbingan teknis pelaksanaan anggaran. 

Dalam melaksanakan togas tersebut, Bagian Pelaksanaan Anggaran 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan pelaksanaan APBN Departemen; 

b. Penyiapan penyusunan dan perumusan pelaksanaan DIPA; 

c. Penyiapan revisi DIPA; 

d. Penyusunan dan revisi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis DIPA; 

e. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; 

f. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan anggaran. 

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : 

a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran I mempunyai togas melakukan 

penyiapan bahan pelaksanaan APBN, penyusunan dan perumusan 

pelaksanaan DIPA, revisi DIPA, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis DIPA serta pelaksanaan bimbingan teknis pclaksanaan 
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anggaran untuk Unit Dircktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 

Direktorat Jenderal Pcmasyarakatan dan Inspektorat Jcnderal serla 

Kantor Wilayah Departemen Aukum dan Hak A<;nsi Manusia di Jnwa 

Barat, Banten, DKI Jakarllt, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur 

dan Bali. 

b. Subbagian Pelaksanaan Anggamn II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan baban pclaksanaan APBN, penyusunan dan perumusan 

pelaksanaan DIPA, revisi DIPA, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis D1PA serta pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan 

angganm untuk Unit Direktorat Administrasi Hukum Umum, Direktorat 

Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Badan Penelitian dan 

Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kantor Wilayah 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Nanggroe Aceh 

Darussalam. Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung dan 

Lampung. 

c. Subbagian Petaksanaan Anggaran III mempunyai tugas melakukan 

penyiapan ba.han pelaksanaan APBN, penyusunan dan perumusan 

peiaksanaan DIP A, tcvisi DIP A, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis DIPA serta pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan 

anggaran untuk Unit Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat 

Jendcral Hak Kekayaan Intelektual serta Kantor Wilayah. Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kalimanta Barat, Kahmantan Tengah, 

KalimanU!n Selatan. Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua 

dan Irian Jaya Barat. 
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d. Subbagian Pclaksanaan Anggaran IV mempunya1 tugas melakukan 

penyiapan bahan pelaksanaan APBN, penyusunan dan perumusan 

pelaksanaan DIPA, revisi DIP A, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis DIPA serta pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan 

anggaran untuk Unit Sekretariat Jenderal dan Badan Pembinaan Hukum 

Nasional sena Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak A.sasi 

Manusta di Sulawesi Stlatan, Sulawesi Tcngah, Sulawesi Tcnggara, 

Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Goronta1o, Nusa Tengga.ra Timur; dan 

Nusa Tenggara Barat 

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan mempunya1 tugas 

melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan dan pembinaan perbendaharaan~ 

tata usaha keuangan serla bimbingan tekni...<". pengelolaan keuangan di lingkungan 

Departemen. Dalnm melaksanakan tugnsnya !ersebut, Bagian Perbendaharaan dan 

Tata Usaha Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk tata usaha keuangan di 

lingkungan Departemen; 

b. Penyiapan pembinaan dan penetapan pengelola keuangan; 

c. Penyiapan penyusunan bahan pembinaan pengelolaan perbendaharaan; 

d. Penyiapan baha:n penllaian dan penyelesaian kerugian negara; 

e. Pelaksanaan blmbingan teknis pengelolaan k(mangan; 

f. Pelaksanaan urusan tata usaha biro. 

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan terdiri dari : 

1. Subbagian Perbendabaraan; 
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Subbagian Perbendaharaan mcmpunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penctapan pengelolaan, pembinaan perbendaharaan dan 

pelaksanaan bimbingan tcknis pengelolaan perbendaharaan. 

2. Subbagian Tata Usaha Keuangan; 

Subbagian Tata Usaha Keuungan mempunyai fugas melakukan 

penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk tata usaha keuangan di 

lingkungan Departemen. 

3. Subbagian Kerugian Negara; 

Subbagian Kerugian Negara rnempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penilaian dan pcmberian pertimbangan serta mengikuti 

pelaksanaan penyelcsaian masalah perbendaharaan dan ganti rugL 

4. Subbagian Tata Usaha Biro. 

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas me1akukan urusan tata 

usaba dan rumah tangga Biro. 

Bagian Pengujian dan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPlvf) 

mempunyai tugas rnelaksanakan pengujian Surat Perintah Pembayaran (SPP), 

Penerbitan Suraf Perlmah :Membayar (SPM), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), 

monitoring dan pembinaan teknis pengujian SPP dan penerbitan SPM, SSBP serta 

pelaksanaan urusan biaya mutasi pcjabat Departernen, biaya secara terpusat dan 

biaya pemulangan bagi pegawai pensiun. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian 

Pengujian dan Penerbitan Surat Perintah Membayar rnenyelenggarakan fungsi: 

a. Pengujian SPP dan penerbitan SPM serta SSBP; 

b. Pengajuan SPM dan penyetoran SSBP kepadn kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN); 
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c. Pembinaan leknis pengujlan SPP dan penerbitan SPM serta SSBP 

Departemen; 

d. Pelaksanaan monitoring penerbltan SPM dan SSBP Departemen; 

e. Pelaksanaan urusan biaya mutasi pejabat Departemen; 

f. Pclaksanaan urusan biaya secara terpwml; 

g. Pelaksanaan biaya pemu]angan bagi pegawai yang pensiun. 

Bagian Pengujian dan Penerbilan Surat Pedntah Membayar (SPM) terdiri 

dari: 

a. Subbagian Pengujian dan Penerbitan Surat Perinlah Membayar l; 

Mcrnpunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian SPP dan 

pcnerbilan SPM, SSBP, pengajuan SPM dan penyetoran SSBP, 

pembi11aan tekni..~ pengujian dan penerbitan SPM dan SSBP, pelaksanaan 

monitorlng SPM dan SSBP untuk Unit Djrcktorat Jenderal Peraluran 

Perundang-undangan. Direktorat Jendeml Pcmasyarakatan, dan 

Inspektorat Jendernl serta Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak 

Asasi M~usia di Jawa Ban\t, Barnen, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI 

Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali serta pelak:sanaan urusan biaya mutasi 

pejabat Departemen. 

b. Subbagian Pengujian dun Penerbitan Surat Perintall Membayar 11; 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian SPP dan 

penerbitan SPM, SSBP, pengajuan SPM dan penyetoran SSBP, 

pembinaan teknis pengujian dan pcnerbitan SPM dan SSBP, pelaksanaan 

monitoring SPM dan SSBP untuk Unit Direktoral Jenderal Administasi 

Hukum Umum1 Direktorat Jenderal Perlindungan Hak A~iasi Manusia, 
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dan Badan Penelilian dan Pcngcmbangan Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, serta Kantor Wilayah Departemcn Hukum dan Hak Asasi 

Manusia di Nanggroe Aceb Darussalam, Surnatera Utara, Sumatera 

Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, 

Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung serta pclaksanaan biaya 

secara terpusat. 

c, Subbagian Pengujian dan Pencrbi\an Surat Perinlah Mcmbayar II; 

Mempunyai lugas mclakukan penyiapan bahan pengujian SPP dan 

penerbitan SPM, SSBP, pengajuan SPM dan penyetoran SSBP, 

pelaksanaan monitoring SPM dan SSBP untuk unit Direktornt Jenderal 

Imigrasi, PerwakHan fmigrasi Luar Negeri, dan Direktorat Jcnderal Hak 

Kekayaan Intelektual, serta Kantor Wilayah Departcmen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia di KaHrnantan Bural, Kalimantan Tengah, 

Kalimantan Selatan. Kalimanlan Timur, Malukur Maluku Utara, Papua 

dan Irian Jaya Barat sert.'l pehtksanaan biaya pemulangan bagi pegawai 

yang pensiunan. 

d, Subbagian Pengujian dan Penerbitan Surat Perintah Membayar IV, 

Mempunyai tugas melakukan pcnylapan bahan pengujian SPP dan 

penerbitan SPM. SSBP, pengajuan SPM dan penyetoran SSBP, 

pembinaan teknis pengujian dan penerbitan SPM dan SSBP, pe!aksanaan 

monitoring SPM dan SSBP untuk Unit Sekretariat Jenderal dan Badan 

Pembinaan Hukum Nasional serta Kantor Wilayah Deparlemen Hukum 

dan Hak Asasi Manusia c.li Sulawesi Selatan, Sulawesi Tcngah, Sulawesi 
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Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara 

Timur, dan Nusa Tenggara Barat. 

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi 

penyusunan laporan keuangan Dcpartemen serta bimbingan teknis akuntansi dan 

pclaporan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebm, bagian Akuntansi 

dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan pelaksanaan anggaran; 

b. Penyusunan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran; 

c. Pengumpulan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran; 

d. Penyiapan rekonsiliasi data laporan keuangan; 

e. Pemberian bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan. 

Bagian Akunlansi dan Pelaporan Lerdiri dari : 

1. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I; 

Mempunyai tugas melakukan penyusunan pelaksanaan anggaran, 

pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran, pengumpulan, pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan anggaran, penyiapan rekonsiliasi data laporan 

keuangan, pemberian bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan 

keuangan melipuli Unit Direktorat Jenderal Peraturan Perundang­

undangan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Inspektorat Jenderal 

serta Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di 

Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa 

Timur dan Bali. 

2. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II; 
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Mempunyai tug:as mclakukan penyusunan pelaksanaan anggaran) 

pertanggu.ng jawuban pelaksanaan anggaran, pcngumpulan1 pemantauan 

dan evaluasi petaksanaan anggaran, penyiapan rekonsiliasi data laporan 

keuangan, pernberian bimbingan teknis akuntansl dan peJaporan 

keuangan mclipUli Unli Direktorat Jcnderal Adminisiasi Hukum Umum. 

Direktorat Jenderai Pertindungan Hak Asasi Manusia dan Badan 

Penelitian dan Pungembangan Hukum dan Hak r'\.sasl Manusia, serta 

Kantor Wilayah Deparlcmcn Hukum dan Hak Asasi Manusia di 

Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat1 Riau, 

Kepulauan Ritm, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan 

Bangk.1 Belitung. dan Lampung. 

3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan HI; 

Mempunyai tugas melakukan penyusunan pelaksanaan anggaran. 

pertanggung jawaban pelaksanaan angganm, pengumpuhm, pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan anggaran, penyiapan rekonsiliasi data laporan 

keuangan, pemberian bimbingan leknis akuntansi dan pelaporan 

keuangan meliputi Unit Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat 

Jendera.l Hak Kekayaan Intelektual serta Kantor Wilayah Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusta di Kalimantan Barnt, Kalimantan 

Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku~ Maluku Utara, 

Papua dan Irian Jaya Barat. 

4. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan lV; 

Mempunyai tugas: melakukan penyusunan pelaksanaan anggaran, 

pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran, pengumpulan, pemantauan 
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dan evaluasi pelaksanaan anggaran, penyiapan rekonsiliasi della laporan 

keuangan, pemberian bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan 

keuangan meliputi Unit Sekretariat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum 

Nasional serta Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, 

Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontala, Nusa Tenggara Timur dan 

Nusa Tenggara Barat. 

4. 6. Rencana Strategi Biro Keuangan Tahun 2005-2009 

Dalam rangka melaksanakan Lugas dan fungsi Biro Keuangan telah 

ditetapkan visi dan misi. 

Visi: Terwujudnya aparatur Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia yang profesional dan menjunjung tinggi 

moralitas dengan mendayagunakan sumber daya secara efisien dan 

efektif. 

Misi: Melakukan pembi!lmm administrasi dan pengelolaan keuangan di 

lingk:ungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia. 

4. 7. Tujuan dan Sasaran Biro Keuangan 

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Biro Keuangan menetapkan 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yaitu : 

Tujuan : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang hukum dan 

administrasi. 

Sasaran: 

1. Tersusunnya target PNBP Departemen Hukum dan HAM tahun 2006; 
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2. Terhimpunnyu duta pcgawat, sarana dan prasarana dalam rangka 

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lernbaga (RKA­

KL), Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) dan DIPA tahun 2006; 

3, Tercapainya perubahan anggaran dalam hal revisi/pergeseran/pencairan 

dan cadangan dana ABT (Anggaran BclanJa Tambahan); 

4. Tercapuinya penye!esaian kasus-kasus kerugian negara; 

5. Melaksanakan penyusunan rcncana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Departemenj 

6, Melaksanakun urusan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan 

Departemen se11a pcnyiapan daia realisasi pelaksanaan anggaran; 

7. Melaksanakan penyiapan pembinaan pengelolaan perbendaharaan 

dilingkungan Depa.rtemen; 

8, Mel.aksanakan pembukuan dan penyusunan perhitungan anggaran 

Departemen serta veriftkasi terhadap pelaksanaan anggaran; 

9, Monitoring laporan realisasi nnggaran beianja dan PNBP Departemen 

Hukum dan HAM tahun 2006, sumber data dari SSBP, SPM, SPP1 dan 

SP2D; 

10, Tercapalnya penyusunan laporan keuangan Departemen Hukum dan 

HAM tahun 2006 yang tepat waktu dengan mempergunakan aplikasi 

Sistem Akuntansi Instansi (SAl); 

11. Penerapan SAl pada unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran 

(UAKPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah 

(UAPPAW), Unit Ak:untansi Pembantu Pengguna Anggaran F.selon I 

(UAPPAE), dan Unit Akuntansi Pcngg.una Anggaran {UAPA). 
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4. 8. Kebijakan dan Program Biro Kcuangan 

Kebijakan : Membina dan melaksanakan pengelolaan keuangan di 

lingkungan Departemen Hukum dan HAlvl RI. 

Program: 

Rumusan program tahun 2006 dan penyebamnnya kedalam bentuk 

kegiatan dapat diterangkan sebagi l:lerikul : 

1. Program Perencanacm Hukurn; 

2. Program Pembentukan Hukum; 

3. Program Peningktan Kualitas Profesi Hukum; 

4. Program Peningktan Kesadaran Hukum dan HAM; 

5. Program Penegakan Hukum dan HAM; 

6. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur; 

7. Program Pendidikan Kedinasan; 

8. Program Peningkatan Pcngawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; 

9. Program Penyelcnggaraan Pimpinan Kenegaraan; 

10. Program Peningktan Komilmen Persatuan dan Kcsatuan Nasional; 

11. Program Penelitian dan Pengcmbangan IPTEK; 

12. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum; 

13. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak 

Hukum Lainnya; 

14. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak 

4. 9. Rencana Kerja Biro Keuangan 

Dalam menjalankan tugas dcm fungsi Biro Keuangan terdapat dalam 

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kcnegaraan dan Pemerintahan, pada 
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kegiatan Administrasi Umum yang tersedia pada DIPA Sekretariat Jenderal Pusat. 

Sedangkan kegiatan-kegiatan pada Biro Keuangan yang tidak dianggarkan dalam 

DJPA Sekretariat Jenderal Pusat tahun 2006, adalah sebagai berikut; 

1. Pembuatan RKA-KL belanja mengikat; 

2. Penghimpunan data pcgawai, sarana dan prasarana dalam rangka 

penyusunan Surat Rincian Alokasi Auggaran (SRAA) dan (DIPA); 

3. Penyusunan targcr Pencrimaan Ncgara Bukan Pajak (PJ\lJ3P); 

4. Melaksanakan pembayaran biaya mutasi pejabat/pensiunan; 

5. Penanganan kerugian ncgara; 

6. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian 

Negara/Lembaga; 

7. Pengangkatan Pengelola Keuangan. 

4. 10. Kondisi Pegawai 

Keadaan pegawai Biro Keuangan Departemen Hukum dan HAM 

berdasarkan jabatan, Lingkat pendidikan, mas<~ kerja dan usia dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1. Keadaan pegawai Biro Keuangan Sekretariat Jenderal 

berdasarkan jabatan 

JABATAN JUMLAH PROSENTASE (%) 

Kepala Biro 1 1,3% 

Kepala Bagian 4 5,1% 

Kepala Sub Bagian 12 15,5% 
----·--------e--

Staf 60 77,9% 

Jumlah 77 100% 

Sumbcr : TU B1ro Kcuangan, Oktobcr 2009 
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Tabel 4.2. Keadaau pegawai Biro Keuangan Sekretariat Jenderal 

berdasarkan tingkat pendidikan 

TINGKAT PllNDIDIKAN 
.... 

S3 0 
--

S2 15 

'? 0-

··-
5 
·-· 
25 

77 

Sl · 

1-;0=3 ,.-;---- ·---- j 
SLTA -+ G:=-.:------- . 
Jumlah : 

'---;sc,m::cber ; TU Biro-~Kcc,cc'":ccg-:c,:-, O~kc:-·,o'bC~· 2009 

JUMLAH PROSENTASE (%) 
-·-

0% 

19,4% 

41,5% 
--

6,4% 
.... ~--

32.4% 

100% 
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Gambar4.3 

Struklur Organisasi Departemen Hukum dan HAI\11 
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Struktur Organisasi Schetariat Jenderal 
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Gambar4,5 

Struktur Organisasi Biro Keuangan 
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HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

5. l. llasil Penelitian 

Penelitian telah dilakukan terhadap objek penelitian yaitu Sistem 

Akuntansi Keuangan yang berada di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan 

HAJ.\1 RL Terhadap objek penelitian telah dilakukan penyebaran kuesioner dan 

wawancara wendalam terhadap informan I nara sumber guna mendukung data 

•· dari penycbaran kuesioncr. 

Kuesioner terdiri dari sekumpulan pemyataan- pemyataan yang dibentuk 

berdasarkan 4 (empat) variabel utama, yaitu. Komunikasi, Sumber Daya, 

Organisasi, dan Sikap. Wawancara mendalam berisikan pertanyaan- pertanyaan 

yang juga berkenaan dengan variabel- variabet tersebut 

5.1.1. Variabel Komunikasi 

Tabel5.1 

Maksud dan Tujuan SAK 

No Frequency Percent Valid 
pen:ent 

1 Sangat tidak - - -
memahami 

2 Tidak mernaharni I l.l 1.1 
3 Rat!:u- raf!u 4 4.5 4.5 
4 Memabami 69 78.4 78.4 
5 Sanl!at memahami 14 15.9 15.9 
6 Total 88 100 1(){) 

7 Rata-rata 4.09 . .. . .. Sumber . Has1l Penchtian (Dtolah Peneliti) 

Cwnulative 
nercent 

-

1.1 

~ 
I 

Dari Tabe1 5.1, diketahui tanggapan responden terhadap maksud dan tujuan SAK, 

1 responden (1.1%) tidak memahami, 4 responden (4.5%) ragu - ragu, 69 

responden (78.4%) memahami, 14 responden (15.9%) sangat memahami. Dilihat 

dari skor rata- rata, pemyataan ini memiliki skor 4.09 yang dikntagorikan baik. 
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Maksud dan tujuan dari keberadaan aplikasi SAK telah dimengerti dengan billk. 

Pengelola Laporan Keuangan sampill pada = UPT telah semakin baik 

pemahaman mereka terhadap aplikasi SAK. 

Tabel5.2 
A likasiSAK 

No Valid Cumulative 
rcent t 

1 Sengat tidak 3 3.4 3.4 3.4 
mema.hami 

2 2.3 2.3 5.1 
48 54.5 54.5 60.2 
28 31.8 31.8 92 
1 8 8 100 

88 100 IOO 
3.38 

SUmber : Hull Penelitian (Diolah Peneliti) 

Dari Tabel 5.2, diketahui tanggapan responden terhadap Informasi yang jelas 

tentang aplikasi SAK, 3 responden (3.4%) sangat tidak memahami, 2 responden 

(2.3%) tidak memahami, 48 responden (54.5%) rage - ragu, 28 responden 

(31.8%) memahami, 7 responden (8%) sangat memahami. Dilihat dari skor rata-

rata, pemyataan ini memiliki skor 3.38 yang dikatagorikan cukup baik. Pelatihan 

dalam penggunaan aplikasi SAK masih dirasakan belum memadai. Program 

Pendidikan dan Pelatiban aplikasi SAK perlu ditingkatkan guna meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dalam penggeoaan aplikasi SAK. 

Tabcl5.3 
Komllllikllsi Biro Keuanpn selaku pembina SAK dcnwan Satker 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
t ocreent 

1 San gat tidak - - - 5.7 
memahami 

2 Tidak memahami 5 5.7 5.1 26.1 
3 Rai!.ll - ragu 18 20.5 20.5 70.5 
4 Memahami 39 44.3 44.3 100 
s Sangat memabami 26 29.5 29.5 
6 Total 88 100 100 

1 Rata rata 2.91 
" . " Sumber: Hull Pcnclinan (D•olab Pcnehli) 
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Dari Tabel 5.3, diketahui tanggapan responden terbadap Komnuikasi Biro 

Keuangan selak:u pembina SAK dengan UPT f Satker tidak mengalami bambatan, 

5 responden (5.7"/o) tidak memabami, 18 responden (20.5%) ragu - ragu, 39 

responden (44.3%) mentaharni, 26 responden (29.5%) sangat memabami. Dilihat 

dan skor rata -rata, pernyataan ini memiliki skor 2.97 yang dikatagorikan tidak 

baik. Dalam hal ini Biro Keuangan selalru pembina SAK perlu meningkatkan 

penyebaran, sosiallsasi mengenai SAK dengan peiatihan pendidikan, tutorial. 

Tabel5.4 

Biro Keu011gan sebagai tempat koosultasi bagi penggwaa SAK 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
oercent 

I Sangst tidak 3 3.4 3.4 3.4 
memahami 

2 Tidak memahemi 15 17 17 20.5 
3 Jtagu "'"" 24 27.3 273 47.7 
4 Memabami 34 38.6 38.6 86.4 
5 Sangat memahami 12 !3.6 13.6 100 
6 Total 88 100 100 
7 Rata l1lla 3.42 

. .. . .. 
Somber : Hasd Peneb- (Dtolsb Penel!ti) 

Dari Tabel 5.4, diketahui tanggapan responden terbndap Biro Keuangan selaku 

pibak konsuitator dalam setiap permasalahan yang berkenaan dengan SAK 3 

responden (3.4%) san gat tidak memabami, 15 responden (17%) tidak memabami, 

24 responden (27.3%) ragu - ragu. 34 responden (38.6%) memabami, 12 

responden (13.6%) sangat memabami. Dilihat dan skor rnta- rnta, pemyataao ini 

memiliki skor 3.42 yang dikalllgorikan cukup baik. Seperti yang di ungkapkan 

Kasub Alruntansi Pelaporan : 

" .... hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia dan sumber daya dana. 
Menurut saya bambatan yeng berkaitan dengan masalab monitoring 
disebabkan oleh keterbatasan dana, karena banyak sekaii Satker I UPT yang 
bereda di wilayab pelosok rnasih W<berdur dengan rnasalab trnnsportasi. 
Sebingga menjadi rnasalab dalam pernbinaan yang kita rasakan saat ini dan 
dana dalam DIP A rnasih belum bisa menutupi biaya opernsional terse but. .. ~ 
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Tabel5.5 
hlaksanaan Pelalihan SAK se<:ara konsisten 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
t 

I San gat tidal< - - - -
memahami 

2 Tidakmemaluuni 11 12.5 12.5 12.5 
3 R.BIID - ..a~ru 17 19.3 19.3 3!.8 
4 MemshAmi 40 45.5 45.5 77.3 
5 Sanliai memabami 20 22.7 22.7 100 
6 Total 88 100 100 
7 Rata-rata 3.78 . . . . .. Sumber: Has•! Penehtian (Diolab Penelru) 

Dari Talbel 5.5, diketalmi tanggapan responden terbadap pelaksanaan pelatihan 

SAK, II responden (12.5%) tidal< memahami, 17 responden (!9.3%) ragu- mgu, 

40 rcsponden (45.5%) memahami, 20 responden (22.7%) sangat memahami. 

Dilihat dari skor rata- mll>, pemyataan ioi memiliki skor 3.78 yang dikatagorikan 

cukup baik. Responden menilai bahwa pelatihan SAK yang diadakan oleh SAK 

sudah cnknp konsisten, namun perlu ditingkatkan dari sisi frekucnsi, materi 

mengingat aplikasi SAK yang sampai saat ioi belum baku dan selalu diperbaharui 

tiap periodo wak:tu (per 3 bulon sckali) 

Tabel5.6 
Pencaoaian imolementasi melalui oelatihan SAK 

No l're<Juency Percent Valid Cumulative 
percent oercent 

1 Sangat tidal< - - - . 
memahami 

2 Tidak memahami 8 9.1 9.1 9.1 
3 R.Billi ..a~ru 27 30.7 30.7 39.8 
4 Memahami 48 54.5 54.5 94.3 
5 Sangat memabami 5 5.7 5.7 100 
6 Total 88 100 100 
1 Rata-rata 3.56 . . . . .. Sumber : Hasil Penelitian (D•o1ah Pene1tti) 

Dari Tabel 5.6, diketabui tanggapan responden terhadap Pelatihan yang telab 

dilakukan berpengaruh terhadap pencapaian implementasi •plikasi SAK, 8 

respondon (9.1%) tidal< memabami, 27 responden (30.7%) ragu - ragu, 48 
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responden (54.5%) memahami, 5 responden (5.7%) sangat memahami. Dilihat 

dad skor rata- rata, pemyataan ini memillld skor 3.56 yang dikatagorikan cukup 

baik. Seb!l!!ian besar resporulen telah meillSakan manfaat dari di adakannya 

pelatihan SAK, dengan peningkatan pelatihan SAK, implementasi SAK semakin 

dapat dijalan kan sesuai barapen. 

5.1.2. Variabel Sumber Daya 

J lab urn opera r peoa;E o a 
Tabe!S.7 

lo eJ I SAK 
No Frequency Percent Valid 

oeroent 
I Sangat tidak 4 4.5 4.5 

memahami 
2 Tidak mernabaml 13 14.8 14.8 
3 Raga-ragu 49 55.1 55.1 
4 Memabami 16 18.2 18.2 
5 8nn.,.. memahami 6 6.8 6.8 
6 Total 88 !00 100 
7 Rata-rata 3.07 . . . . . . . Sumber . Hasd Penetiflan (Dtolah Peneltti) 

Cumulative ........ 
4.5 

193 
15 

923 
100 

Dari Tahel5.7, diketahui tanggapan responden terhadap jumlah petugas I operatnr 

SAK dalam mendukung pelaksanaan SAK, 4 responden (4.5%) sangat tidak 

memahami, 13 resporulen (14.8%) tidak memahami, 49 resporulen (55.7%) ragu­

ragu, 16 resporulen (18.2%) memahami, 6 responden (6.8%) sangat memahami. 

Dilihat dari skor mta- rata, pemyataan ini memiliki skor 3.07 yang dikamgorikan 

cukup baik. 

Tabel5.8 
Md PemUaman SD ennn rosedur F eogoper SAK 

No Frequency Percent Valid Cwnulative 
percent I)Orcent 

I 8nngat udak 3 3.4 3.4 3.4 
mernahaml 

2 Tidak memahami 14 15.9 15.9 19.3 
3 Ra~m raou 23 26.1 26.1 45.5 
4 Memahami 39 44.3 44.3 89.8 
5 San""'t memahami 9 10.2 10.2 100 
6 Total 88 100 100 
7 Rata-rata 3.42 . . .. . .. 

Sumber • Has1l Penehtian (Dto!ah P<nehtt) 
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Dari Tabel S.8, diketabul tanggapan responden terhadap pemaharnan Sumber 

Daya Manusia (SDM) mengenai prosedur pelaksanaan pengoperasian aplikasi 

SAK, 3 respondao (3.4%) sangat tidak memahami, 14 responden {15.9%) tidak 

memahami, 23 responden (26.1%) ragu- ragu, 39 respoodan (44.3%) memahami, 

9 responden (10.2%) sangat memahami. Dilihat dari skor rata -rata, pemyarnan 

ini memiliki skor 3.42 yang dikatagorikan cnknp baik. Saat ini sumber daya 

maousia openttor I Pengelola SAK peda 33 Kamor Wilayah di 33 propinsi di 

Indonesia, insnpir selurahnya telah mendapatkan pelatihan pengoperasian SAK. 

Pelatihan maaih perlu ditingkatkan mengingat perkembangan aplikasi yang seoara 

berkesinsrnbungan terns diperbaharui. 

Tabel5.9 

Kuallflkllsi yang dimillki untuk melaksanaklln aplikasi SAK 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
percent percent · 

1 &ulgnt tidal< - - - -
memahami 

2 Tidak memaharni 11 12.5 12.5 12.5 
3 Ragu-ragu 21 23.9 23.9 36.4 
4 Me.mahami 45 5!.1 51.! 81.5 
5 &metlt memahami II 12.5 12.5 100 
6 Total 88 100 !00 
7 Rata-rata 3.63 

. . .. .. Sumber. Ha:nl Penelit.ian (D1olnb Peoeht1) 

Dari Tabel 5.9, dikelahni tanggapan responden terhadap lrualil'ilo!si yang 

diperlukan untuk melaksanukan SAK, 11 responden (12.5%) tidal< memahanti, 21 

responden (23.9%) mgu- ragu, 45 responden (51.1%) memahami, II responden 

(12.5%) sangat memnbami. Dilihat dari sknr rata - rata, pemyataan irii memlliki 

sknr 3.63 yang dikatagorikan cnknp baik. 
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Tabel 5.10 

Pengetabuan tentang SAK bagi setiap SDM yang berkompeten 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
t percent 

1 Sangat tidak . . . . 
memabami 

2 Tidak memsluuni s 5.7 5.7 5.1 
3 Ral!ll· '"'" 31 35.2 35.2 40.9 
4 Memsluuni 44 so 50 90.9 
s Sanl!l!! memahami 8 9.1 9.1 100 
6 Total 88 100 100 
7 Rata rata 3.62 . . . . . Sumber : Hasil Penelitian (Drolab Peneli!i) 

Dari Tabel 5.10, diketabui tanggapan respnnden ternadap pengetahUllJl )'lU!g 

cukup }'llng dimiliki oleh SDM dalam melaksaoakan aplikasi SAK, 5 responden 

(5.7"10) tidek memabami, 3l responden (35.2%) Ragu- ragu, 44 responden (50%) 

memabami, 8 respnnden (9.1%) sangat memahami. Dilihat dari skor rata- rata, 

pemyataan ini memiliki akor 3.62 yang dikatagorikan cukup baik. 

Tobel5.1l 

Sumber dana yang memadai dalam melaksanakan SAK 

No Frequency Pert('!nt Valid CUmulative 
percent oeroent 

I Sangat tidak . . - . 
memahami 

2 Tidak .memahami - - - . 
3 Ra® · ral!U 10 !1.4 11.4 !1.4 
4 Memabami 31 35.2 35.2 46.6 
5 Soogat memsluuni 47 53.4 53.4 100 
6 TQ!al 88 100 100 
7 Rata rata 4.42 . . . . . Sumber : Hasrl Penelrlliltl (Drolab Penelitt) 

Dsrl Tabel 5.11, diketabui tanggapan responden terl!adep surnber dana )'lU!g 

memadai da!am melaksanakan SAK, 10 responden (11.4%) ragu - ragu, 31 

responden (35.2%) memabami, 47 responden (53.4%) songat memabami. Dilihat 

dari skor rata- rata, pernyataan ini memiliki skor 4.42 yang dikatagorikan baik. 

S=ber dana yang lebih besar dibutnbkan dalam implementasi SAK, petugas 
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operator !user SAK perlu diberikan tunjangan yang cukup sebingga memacu 

motivasi dalam melaksanakan SAK. Pendatan perangkat keras perlu ditingkat lean 

dari segi spesifikasi dalam menunjang aplikasi SAK. 

TabelS.l2 

S..rana dan Prasaraoa peouojaug aplikasi SAK 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
percent percent 

I Sangat tidok 8 9.1 9.1 9.1 
memahami 

2 Tidak memaharni II 12.5 12.5 21.6 
3 Rao:u ,.., 47 53.4 53.4 75 
4 Memahami 21 23.9 23.9 98.9 
s Sangat memahami I 1.1 1.1 100 
6 Total 88 100 100 
7 Rata-rata 2.95 . .. . . . 

Somber : Hasd Penehtian (D•olah Penehti) 

Dari Tabel 5.12, diketahui tanggapan responden terbadap sarana dan prnsarana 

penuojang apfikasi SAK, 8 responden (9.1%) sangat tidak memahami, II 

responden (12.5%) tidak memahami, 47 responden (53.4%) ragu - ragu, 21 

respnnden (23.9";>) memabami, I respnnden (1.1%) sangat memabami. Dilibat 

dari skor rata - rata, pernyataan ini memilild slwr 2.95 yang dikatagorikan tidak 

baik. Senada dengan yang di ungkapkan Knsub Alruntansi Pelapnran : 

... "sangat dilematis masalab sumber daya manusia ini karena terbentur 
dengan latar belakang pendidikan akuntansi. Saat ini sedang direncakon 
kedapan uotuk melakukan perekrutan pegawai yang disesuaikan dengan 
Jatar belukaug pendidikan, kbususnya latar belakang pendidikan akuntansi. 
Saat ini banyak sekali latar belakang yang berbeda seperti bukum namun 
bertagas sebagai pengelola keuangan. .... " 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Faktor-faktor Yang..., Kelly Antonio Fernando, Pascasarjana UI, 2009



9! 

5.1.3. Variabel Sikap 

Tabel5.13 

Ketentllan dalam SAK telab ditaati dan dilaksanakan oleh Satker 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
percent percent 

I San gat tidak - - - -
memahami 

2 Tidak memahami 15 17 17 17 
3 Ra211 -raga 22 25 25 42 
4 Memahami 47 53.4 53.4 95.5 
5 Sanaat memabami 4 4.5 4.5 !00 
6 Total 88 100 100 
7 Rata-rata 3.45 

• ' " ' " Sumber . Hasil Penelitian (D•olah Penehti) 

Dari Tabel 5.13, diketahui 1llnggapan responden terhadop ketentuan dalmn SAK 

telah ditanti dan dilaksanakan oleh Satker, 15 responden (17%) tidak memabaml, 

22 responden (25%) rngu- ragu, 47 responden (53.4%) memabaml, 4 responden 

(4.5%) sangat memahami. Dilihat dari skor rata- rata, pernyataan ini memiliki 

skor 3.45 yang dikalllgorikan cukup bail<. Biro Keuangan Ielah mengirimkan Surat 

Edaran No. MHH.KU.05.03-4 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan 

Departemeo Hukum dan HAM, dilihat dari tanggapan respondeo sebagian besar 

telah melaksanakan salah sam ketentuan dalmn SAK tersebut 

Tahol5.14 

Pengiriman Laporan Keuangan «:pat waktll sesuai jadwal 

No Frequency Pon:ent Valid Cumulative 
t ......,._, 

1 Sangat tidak - - - -
memahami 

2 Tidak memahami 13 14.8 14.8 14.8 
3 Rasru - """' 36 40.9 40.9 55.7 
4 Memalwni 31 35.2 35.2 90.9 
5 Sanoat memaltami 8 9.1 9.1 100 
6 Total 88 100 100 
7 Rata-rata 3.38 . . " " Somber • Hasll Penebnno (Dmlah Penehti) 
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Dari Tabel 5.14, diketahui tanggapan responden terhadap pengiriman Laporan 

Keuangan tepat waktu sesuaijadwal yang telab ditetapkan, 13 responden (14.8%) 

tidak memabami, 36 responden (40.9%) ragu - ragn, 31 responden (35.2%) 

memabami, 8 responden (9.1 %) sangat memabami. Dilihat dari skor rata - rata, 

pemyataan ini memiliki skor 3.38 yang dikatagorikan cukup baik. 

Tabel5.15 

Dukungan Satkcr untuk SAK sebagai suatu metode pelaporan keuangan 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
percent percent 

1 Sangnt tidak - - - -
memahami 

2 Tidak memahami 4 4.5 4.5 4.5 
3 Rruru · ragu I 1.1 1.1 5.7 
4 Memahami 42 47.7 47.7 53.4 
5 San~ memahami 41 46.6 46.6 100 
6 Total 88 100 100 
7 Rata rata 4.36 

. . . . . . 
Sumber: Hasil Peneliban (Dtolah Penehti) 

Dari Tabe15.15, diketahui tanggapan responden terbadap dukungan Satkeruntuk 

SAK sebagai suatu bentuk metode pe1aporan keuangan, 4 responden (4.5%) tidak 

memahami, 1 responden (1.1 %) ragu- ragu, 42 responden (47.7%) memahami, 

41 responden (46.6%) sangat memabami. Dilihat dari skor rata- rata, pernyataan 

ini mentiliki skor 4.36 yang dikatagorikan baik. 

Tabel5.16 

Setiap petugas pelaksana pelaporan keuangan Ielah melaksanakan tugosnya 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
percent percent 

1 San gat tidak - - - -
memahami 

2 Tidak memahami 6 6.8 6.8 6.8 
3 Ragu ragu 21 23.9 23.9 30.7 
4 Memahami 35 39.8 39.8 70.5 
5 Sangat memahami 26 29.5 29.5 100 
6 Total 88 100 100 
7 Rata-rata 3.92 . . . . .. 

Sumber . Has1l Penelitian (Dtolah Penehti) 
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Dari Tabel 5.16, diketabui tanggapan responden terhadap Setiap petugas 

pelaksana pelaporan kenangan telah melaksanakan tugasnya dengan penuh 

kesadaran dan tanggung jawah, 6 reaponden (6.8%) tidak memabami, 21 

reapnnden (23.9"/o) ragn- ragu, 35 respnnden (39.8%) memabami, 26 responden 

(29.5%) sangat memahami. Dilihat dan skor rata- rata, pemyataan ini memiliki 

skor 3.92 yang dikatagorikan cukup baik. 

TabeiS.l7 

Perhatlan Pimpinan Satker lerhadap implementui SAK 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
percent percent 

I Sangat tidnk 2 2.3 2.3 2.3 
memahami 

2 Tidak memabami 3 3.4 3.4 5.7 
3 Ragu-ragu 33 37.5 37.5 43.2 
4 Memahami 34 38.6 38.6 81.8 
5 Sanut memahami 16 13.2 132 100 
6 Total 38 100 100 
7 --- 3.67 . . .. . .. 

Sumber . Hasil Penelirum (D10lab Penellti) 

Dari Tabel 5.17, diketabui tanggapan responden terhadap perhatian pimpinan 

satker temadap implementasi SAK, 2 responden (2.3%) sangat tidak memabami, 

3 responden (3.4%) tidak memahami, 33 respnnden (37.5%) ragu - ragu, 34 

responden (38.6%) memahami, 16 responden (18.2%) sangat memuhami. Dilihat 

dari skor rata- rata, pemyataan ini menrlliki skor 3.67 yang dikatagorikan eukup 
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Tabel5.18 
Manfaal kebijakan Implementasi SAK uotuk terselenggaranya Laporan 

Keuani!ab. 
No Frequency Percent Valid CUmulative 

t 
1 SansaJ tidsk - - - -

memahami 
2 Tidal< memnhami 4 4.5 4.5 
3 I Rruru- ragu 17 19.3 19.3 23.9 
4 Memahami 49 55.7 55.7 79.5 
5 Sanut memabaml IS 20.5 20.5 100 
6 Total 88 100 100 
7 Rata-rata 3.92 

. . .. . . 
Sumber • Hllsd Penelttlan (DJOJalt Penelru) 

Dari Tabel 5.18, dikelahui tanggapan responden terbadap manfaat kebijakan 

implementasi SAK untuk terselenggaranya Laporan Keuangan yang bail<, 4 

responden (4.5%) tidal< memahami, 17 responden (19.3%) ragu - ragu, 49 

responden (55.7%) memabami, 18 responden (20.5%) sangat memabarni. Dilihat 

dar\ skor rata- rata, pernyataan ini memiliki skor 3.92 yang dikatagorikan eukup 

baik. Sebagaimana diungkapkan oleh Kasnb Aknntansi Pelaporan : 

.... "SAK adalab kewajiban bagi Departemen yang menggunakan APBN, 
implementasi SAK sangat baik sekali, karena Laporan Keuangan dapat disajlkan 
secara computerized, soka tidak soka menurut saya SAK adalab kewajihan yang 
tidal< bisa ditawar- tawar ••. " 

5. 1. 4. Variabel Stmktur Birokraoi 

Tabel5.19 

Petunjnk pelaksuaan /SOP dalam imnlementasi SAK 
No Frequency Percent Valid Cumulative 

nercent ueroent 
1 SansaJ tidal< - - - -

memahami 
2 Tidak memahami 3 3.4 3.4 3.4 
3 Rruru . nii!U 15 17 17 20.5 
4 Memnhami 54 61.4 61.4 81.8 
5 Sanmrt memaluuni 16 18.2 18.2 100 
6 Total 88 100 100 

7 Rata-mta 3.94 . .. .. 
Sumllet . Hast! Penelttian (D10Ialt Penehtt) 
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Dari Tabel 5.19, diketahui tanggapan responden terhadap manfaat Petunjuk 

pelaksanaan I SOP dalam implementasi SAK, 3 responden (3.4%) tidak 

memahami, 15 responden (17"!.) mgu- :ragu, 54 responden (61.4%) memabami, 

16 responden (18.2%) sangat memahami. Dililurt dari slror rata- rail!, pemyataan 

inl memlliki slror 3.94 yang dikatagorikan cukup bail< 

Efb.iensi oe1aksanaan den2an sumber dana vane: ter atas 
Tabel5.20 

SAK b 
No Frequency Percent V!ilid Cumulative 

percent oen:ent 
I San gat tidak 3 3.4 3.4 3.4 

memahami 
2 Tidak memabami 4 4.5 4.5 8 
3 Ram>-rn~> 21 23.9 23.9 31.8 
4 Memahami 53 60.2 60.2 92 
s Sanaat memahami 7 8 8 100 
6 Tond 88 100 100 
7 Rata-rata 3.64 . .. . Sumber ; Hastl Peneliuan (D10lah Penehh/ 

Dari Tabel 5.20, diketahui tanggapan responden terhadap efisiensi pelaksanaan 

SAK dengan sumber dana yang terbatas, 3 responden (3.4%) sangat tidak 

memahami, 4 responden (4.5%) lidak memabami, 21 responden (23.9%) mgu-

:ragu, 53 respondeD (60.2%) memahami, 7 responden (8%) sangat memahami. 

Dllihat dari sl«>r rata- mill, pemyataan ini memiliki skor 3.64 yang dikatagorikan 

cukup bail<. Dengan dana yang relatif terbatas, implementasi SAK di Depertemen 

Hulrum dan HAM RI dapat dilaksanakan. Pelaksanaan SAK dengan berlandaskan 

sernangat efisiesitifitas dana dalam pelaksanaannya ditanggapi oleh responden 

pada anggapan masih bisa diterima dengan cukup balk. 
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Tabel5.21 

Struktur Birokrasi saat ini sudah tepat dalam mendukung SAK 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
percent percent 

I San gat tidak . - - -
memahami 

2 Tidak memahami . - . -
3 Rao:u-m211 4 4.5 4.5 4.5 
4 Memaha.mi 42 47.7 47.7 52.3 
5 San!Ult memahami 42 47.7 47.7 100 
6 Total 88 100 100 
7 Rata-rata 3.43 

. . . . . . 
Sumber: Hasil Penehttan (DtoJah Penehtt) 

Dari Tabe1 5.21, diketabui tanggapan responden terhadap Struktur Birokrasi saat 

ini sudab tepa! dalam mendukuug SAK, 4 responden (4.5%) ragu - ragu, 42 

responden (47.7%) memahami, 42 responden (47.7%) sangat memabami. Dilihat 

dari skor rata - rata, pemyataan ini memiliki nilai skor 3.43 yang dikatagorikan 

cukup baik. Skor rata- rata ini juga tercermin dari pemyataan Kasub Akuntansi & 

Pelaporan: 

No 

I 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

.... "Sistem pelaporan keuangan melalui SAK telab diatur secara berjenjang, 
dari tingkat Satker sampai hingga tingkat Pusat I Kementerian I Lembaga. 
Saya menilai saat ini struktur yang ada di Departemen Hukum dan HAM 
sudab menunjang dan mengacu kepada peraturan yang berkenaan dengan 
SAK ..... " 

Tabel5.22 

Pelaksanaan SAK melalui koord~asi guna keseragaman dalam 

melaksanukan kebijakan 

Frequency Percent Valid Cumulative 
oercent oercent 

San gat tidak - - - -
memahami 
Tidak memahami - - - -
Ragu-mgu 5 5.7 5.7 5.7 
Memahami 59 67 67 72.7 
Saoeat memahami 24 27.3 27.3 100 
Total 88 100 100 
Rata-rata 4.21 

.. . . 
Sumber . Hasd Penehban (D1o1ah Penehh) 
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Dati Tabel5.22, diketahui tanggapan responden terhadap pelaksaan SAK melalui 

koordinasi guna keseragaman dalam melaksanakan kebijakan, 5 responden (5. 7%) 

ragu - ragu, 59 responden (67%) memahami, 24 responden (27.3%) sangat 

mernahami. Dilihat dari skor rata- rata, pemyataan ini memilik:i skor 4.21 yang 

dikatagorikaa baik. Serupa dengan penjelasan Kasub Akuntansi dan Pelaporan : 

.•.. "Koordinasi sangat diperlukaa namun tingkat efelctifitas nya yang masih 
perlu dipertanyakan. Di Sekretariat Jenderal Departemen Hulrnm & HAM 
mengingal kita memilik:i 33 Kantor Wilayah dangan sistern Birokrasi 
vertik:al, dangan sekitar 765 Satker yang tersebar di Indonesia. Koordinasi 
dengan mengeluarkan Sw:ut Ederan, atau mengumpulkaa pam pimpinan 
Satker melalui mpat koordinasi atau kami dari pusat dataog langsung ke 
wilayah melalui monitoring dan Bimbingan Teknis. Rencana kedepan 
komunikasi melalui telecotrforence dapat menjadi cara ampuh dalam 
melakukaa koordinasi ...• " 

Tabel5.23 

SAK dilaksanakan melalui koordlnasl glllla memperk«:H kemUDgklnan 

terjadl kesalahan 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
percent percent 

I San gat tidak - - - . 
memahami 

2 Tidak memabami I I. I Ll 1.1 
3 Ra!lll rallll 6 6.8 6.8 & 
4 Memabami 54 61.4 61.4 69.3 
5 Saawu memahwni 27 30.7 30.7 100 
6 To!Bl 88 100 100 
7 Rata-rata 4.21 . . . . .. 

Sumber : Hasil Penelitian {D•olah Penel1ti) 

Dari Tabel 5.23, diketahui tanggapan responden terhadap SAK dilaksanakan 

me1alui koordinaai guna memperkeeil kemungkinan teljadi nya kesalahan, I 

responden (1.1 %) tidak memahami, 6 responden (6.8"A.) ragu - lllgu, 54 

respondeo (61.4%) memahami, 27 responden (30.7%) sangat memahami. Dilihat 

dari skor rnta- rata pernyataan ini memillld skor 4.21 yang dikatagorikan haik 
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Tabel 5.24 

Kewenangan Operator SAK tldak tnmpang tindib dengan kewenangan lain 

diluarSAK 

No Frequency Pen:ent Valid Cumulative 
percent percent 

I San gat tidak - - - -
memahami 

2 Tidak memahami 3 3.4 3.4 3.4 
3 RaiZU- r8iZU 24 27.3 27.3 30.7 
4 Memahami 39 44.3 44.3 75 
5 San~at memahami 22 25 25 100 
6 Total 88 100 100 
7 Rata-rata 3.90 .. .. Somber : Hasil Penehtian (Dtolah Peneliti) 

Dari Tabel 5.24, diketahui tanggapan responden terbadap kewenangan operator 

SAK tidak tumpang tindib dengan kewenangan lain diluar SAK., 3 responden 

(3.4%) tidak memabami, 24 responden (27.3%) ragu - ragu, 39 responden 

(44.3%) memahami, 22 responden (25%) sangat memahami. Dilibat dari skor rata 

-rata, pemyataan ini memiliki skor 3.90 yang dikatagorikan cukup baik 

Tabel5.25 

Wewenang yang telab di amanatkan Ielah dijalan kan dengan baik 

No Frequency Percent Valid Cumulative 
percent oercent 

I Sangat tidak I 1.1 1.1 1.1 
memahami 

2 Tida.k memahami 3 3.4 3.4 4.5 
3 R.a2U-r82U 21 23.9 23.9 28.4 
4 Memahami 41 46.6 46.6 75 
5 Saotmt memahami 22 25 25 100 
6 Total 88 100 100 
7 Rata-rata 3.90 

.. . .. Somber : Hasll Penehtian (D1olah Penehti) 

Dari Tabel 5.25, diketahui tanggapan responden terbadap wewenang yang telab 

diberikan kepada petugas pengelola SAK Ielah dilaksanakan dengan baik sesuai 

dengan tugasnya, I responden (1.1 %) sangat tidak mernabami, 3 responden 

(3.4%) tidak memahami, 21 responden (23.9%) ragu - ragu, 41 responden 
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(46.6%) memahami, 22 responden (25%) sangat memahami. Dilihat dati skor mta 

-rata, pemyataan ini memilild skor 3.90 yang dikatagorikan cukup balk 

S. 2. Nilal Total Skor RJ>ta- rata Berdasarkan Masing- Masing Varia!J<,I 

No 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Pomyataan 
l 
2 
3 
4 
5 
6 

TOTAL 

Tabel 5.26 

Varia!J<,I Komuikasi 

Skorrata-rata 
4.09 
3.38 
2.97 
3.42 
3.78 
3.56 
21.2 

' 
. . . . . Somber . HasiJ Penehtian (Dtolab Penelitt1 

Total skor rata- rata 

3.53 

Tabel 5.26 menunjnkkan basil total skor rata - rata dari varlabel Komunikasi. 

Hasil total skor rata- rata menunjukkan nilal 3.53 yang dikatagorikan cukup balk 

Setiap individu yang berada dalam lingkopan SAK sebagai tugas pokok ftmgsinya 

memahami maksud dan tujuan SAK . Peningkatm unsur komnoikasi dalam 

implementasi SAX balk komunikasi antara Biro Keuangan selaku pembina SAK 

deagan Satker dan komunikasi Sekretariat Jenderal dengan unit Eselon I lainnya 

mutlsk perlu ditingkatkan. Penyebarm informasi yang bedkenaan dengan SAK 

perlu ditingkatkan dan dilakukan secara berkala dan konsis!en guna me-

minimalialr bambatan- bambatan yang ada. 

Tabel5.27 
a • mn er V riab IS b Da • 

No l'ernyataan Skorrata rata Totalskorrata mta 
l I 3.07 
2 2 3.42 
3 3 3.63 
4 4 3.62 
s s 4.42 
6 6 2.95 
7 TOTAL 21.11 3.51 .. .. Sumber : Hasil Penelitian (D10lah Penehti) 
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Tabel 5.27 menunjukkan basil total skor rata - rata dari variabel Sumber Daya. 

Hasil skor rata- rata menunjnkkan nilai 3.51 yang dikatagorikan cnkup baik. 

Hasil kuesioner yang di isi oleh responden menggambarkan bahwa kondisi 

sumher daya dalam irnplementasi SAK saat ini cnkup baik dan sebagian besar 

pengelola SA..I( Ielah mengerti prosedur pelaksanaan SAK namun harus 

ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Jurnlah operator SAK perlu 

ditingkatkan semng dengan tuntutan Laporan Keuaugan yang lebih baik. 

Dnkungan dari sumher dana juga sangat akan herperan dalam meuingkatkan 

pelaksanaan implementasi SAK pada Departemen Hukum dan HAM Rl. Secara 

tersirat mengenai sumber daya penunjang implementasi terdapat dalam cuplikan 

wawancara dengan Kasub Akuntansi dan Pelapnran : 

.... "di satu sisi kita di tuntut memperbaiki Laporan keuangan, di sisi lain kita 
sarana dan prasarana penunjang m.asih sangat memprihatinkan, apalagi Satker 
yang jauh seperti Indonesia timur yang memperlambat Laporan Keuangan. Masih 
banyak peralatan komputer yang sebagai sarana pelaporan keuangan dalam 
kondisi rusak dan belum bisa diperbaiki .... " 

Tabel5.28 
ana e ap V "blSika 

No Pemvataan Skorrata rata Total skor rata - rata 
1 1 3.45 
2 2 3.38 
3 3 4.36 
4 4 3.92 
5 5 3.67 
6 6 3.92 
7 TOTAL 22.7 3.78 . .. . . 

Sumber : Hasil Penehban (DJolah Penelib) 

Tabel 5.28 menunjukkan hasil total skor rata- rata dari variahel Sikap. Hasil skor 

rata- rata menunjukkan nilai 3.78 yang dikatagorikan cnkup baik. Pada variahel 

ini dapat dilihat sikap pengelola SAK cnkup baik dan mendnkung irnplementasi 

SAK. Pelaporan SAK berjalll!l sesuai jadwal yang Ielah ditetapkan, para pirnpinan 

di jajaran satker juga cenderung mendnkung pelaksanaan irnplementasi SAK. 
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Seperti yang terungkap dalrun wawancara dengan Kasub Akuntansi dan pelapornn 

No 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

..•. "berkaitan dengan mnsalah lromitmen pimpinan yang telah saya 
sampaikan tadi, saat ini Pelapornn Kenangan masih dianggap sebagai 
pelengkap pekerjaan saja, balum dianggap sebagai sebuah pekerjaan utama 
dalrun menjalankan manajemen keuangan pemerintah. Namun saat ini para 
pimpinan tertinggi karni sudah melakukan terobosan dengan melalrokan 
MoU mengenai pelapornn keuangan walaupn belum bisa dilaksanakan 
secara maksimal nrunun sudah bisa dilibat trend positif dati MoU ini 
menunjang Laporan Keuangan. Hal ini terbukti dengan Laporan Kenangan 
semester pertama tahun ini ... :• 

PeffiVataan 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

TOTAL 

Tabel 5.29 

Variabel Struktur Birokrasi 

Skor ram -rata 
3.94 
3.64 
3.43 
4.21 
4.21 ·-· 
3.90 
3.90 

27.23 

Total skor rata - rata 

3.89 
' .. . .. Sumber : Hasd Penehtian (D<olah Penehtl) 

Tabel 5.29 menunjukkan basil total skor mta - rata dati vndahel Struktur 

Birokrasi. Hasil skor skor mta- rata menunjukkan nilai 3.89 yang dikatagorikan 

cokup baik. Koordinasi dengan tujuan efisiensi, pelaksanaan kebijskan tclah 

rerbentuk eokup baik. Kewenangan yang rerbentuk basil dati implementasi SAK. 

Ielah cokup baik dapat dijalan taopa barns saling tumpang tindib dengan 

kewenangan lainnya diluar jmplementasi SAK. 

5. 3. Analisls Implemenlasi Kebijakan Slslem Akunlansi Keuangan (SAK) 

pada Sekrelariat Jenderal D<partemen Huknm & HAM. 

Dalam 3 tabun berturut - turut Lapomn Keuangan Departemen Hokum 

dan HAM mendapat prediket Disclaimer olah Bndau Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Secara gads besar permaealahen utama penyebah Disclaimer adalah mnsalah 
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Sistem Pengawasan Internal (SPI) yang masih lemah sesuai dengan kutipan dari 

wawancara dengan Kasub Akuntansi dan Pelaporan 

.... "SPI kita masih lemah, artinya dari tingkat pusat ke tingkat Satker 
masih belum bisa diandalkan dengao baik, terbentur banyak 
masalah, seperti masalab transportasi dan komunikasi, serta faktor 
lain, mungkin responden di daerab salah persepsi dalam mengartikan 
SPI; menurut mereka SPI sudah diiaksanakan dengan baik .... " 

Hal senada juga di ungkapkan oleh Kepala Bagian Akuntansi dao Pelaporan : 

" ... beberapa tahun lalu sistem pengendalian intern di Sekretariat Jenderal 
belum dija1an kan dengan baik bahkan cenderung tidak: pernah, untuk 
pengawasan (monitoring) dilakukan oleh kepala biro keuangan, kepaJa 
bagian akuntansi dan pelaporan beserta dengan empat kepala sub 
bagiannya, namun sejak tabun 2008 SPI telah gencar dlsoslallsaslkaJt dJ!li 
dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal .... ". 

Sebelum Sistem Pengawasan Internal dilaksaoakan sistem pelaporan masih 

terkesan hanya bagiao dari rutinitas tanpa ada implikasi babkao sanksi apa pun 

apabila tidak dilaksaoakan dengao baik, dan tergambar babwa lnspektnrat 

Jenderal haoya melakukao revisi tidak terlihat adanya fungsi pengawasan 

tercermin dalam wawancara dengao Kepala Sub Bagiao Akuntansi dan Pelaporan 

.... .''Laporan Keuangao tingkat dep.Hukum dan HAM yang dibuat 
oleh bagian akuntansi sehelum dikirim ke Dep. Keuaogan di revisi 
oleh lnspektorat Jenderal. Setelab direvisi dibuat laporan untuk 
disampaikao ke Dep.Keuaogao dan BPK maupun ke 1\ien. Rencana 
tabun 2009 melakukao monitoring karena selarna ini .... " 

Sis!em Akuntansi Keuaogao adalab salab satu perwujudan irnplementasi 

kebijakan dan salab satu instrumen penting dalam mewujudkan Laporan 

Keuaogan yang relevan, andal serta dapat dibandingkan. Birokrasi sangat 

memainkan peranan penting dalam menunjang implementasi. Hasil penilaian 
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responden menilai bahwa Birokrasi sudah cukup baik mendukuug implementasi 

SAK, seperti dikutip dar! wawancara dengan Kasub Akuntansi dan Pelapomn 

...•. "Sistem pelaponm keuangan mela!ui SAK telah diatur secara 
beg .,Yang, dar! tinjikat Satker sampel bingga tinjikat Pusatl Kernenterian I 
Lembaga. Saya menilai saat ini struktur yang ada di Departernen Hukum 
dan HAM sudah menunjang dan meugacu kepada peraturan yang 
berkenaan dengan SAK. ... " 

Penyusunan Lapomn Keuangan Departemen Huknm dan HAM RI 

dilaksanakan oleh Sekretariat Jendeml deugan menunjuk Biro Keuangan pada 

Bag:ian Akuntansi dan Pelaporan sebagai nnit yang bertanggung jawab menyusun 

Laporan Keuangan. Bagian akuntansi dan pelaporan yang terdiri dar! 4 ( empat) 

sub bagian, yaitu : 

I. Subbag:ian Akuntansi dan Pelaporan I; 

Mempunyai tugas melakukan penyusunan pelaksanaan anggaran. 

pertanggung jawahan pelaksanaan anggaran, pengumputan, pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan anggaran. penyiapan rekonsiliasi data laporan 

keuangan, pernberian bimbingan teknis akuntansi dan pelapomn 

· keuangan meliputi Unit Direktorat Jendeml Peraturan Perundang­

undangan, Direktorat Jendera! Pemasyarakatan. dan lnspektorat Jendeml 

serta Ksnror Wilayah Departemen Huknm dan Hak Asasi Manusia di 

Jawa Barat, Bant.m, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa 

Timur dan Bali. 

2. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II; 

Mempunyai tugas melakukan penyusunan pelaksanaan anggaran. 

pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran. pengumpulan, pemantanan 

dan eva!uasi pelaksanaan anggaran. penyiapan rekonsiliasi data laporan 
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keuangan, pemberian bimbingan teknls akuntansi dan pelaporan 

keuangan meliputi Unit Direktorat Jenderal Administasi Hukum Umum. 

Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Badan 

P"""litian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta 

Kantor Wilayah Dcpartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di 

Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Bam!, IGau, 

Kepulauan IGau, Jambi, Bengkelu, Sumatera Selatan, Kepulauan 

Bangke Belitung, dan Lampung. 

3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan ill; 

Mempunyai tugas melakukan penyusunan pelaksanaan anggaran., 

pertanggung jawahan pelaksanaan anggaran, pengumpulan, pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan anggaran, penyiapan rekonsiliasi data laporan 

keuangan, pomberian bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan 

keuangan meliputi Unit Direktorat Jenderal lmigrnsi, dan Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta Kantor Wilayah Dcpertemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kalimantan Barat,. Kalimantan 

Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timnr, Malnku, Malnke Utara, 

Papua dan Jrian Jaya Barat. 

4. Snbbagian Akuntansi dan Pelaporan IV; 

Mempunyai tugas melakukan penyusunan pelaksanaan anggaran., 

pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran., pengumpulan, pomantauan 

dan evaluasi pelaksanaan anggaran, penyiapan rek:onsiliasi data laporan 

keuangan, pomberian bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan 

keuangan meliputi Unit Sekretariat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum 
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Nasional serta Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, 

Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur dan 

Nusa Tenggara Baral 

Sumber daya manusia sangal penting peranannya da!am penyusunan 

Laporan Keuangan, Biro Keuaagan melalui Bagian Akuntansi Pelaporan ada!ah 

bagian dari koordinator SAK. Melaknkan koordinasi dengan Sat'<:er, monitoring, 

pembinaan ada!ah bagian dari tugas pokok fungsi Biro Keuangan. Setiap pegawai 

di bagian akuntansi dan pelaporan diberikan tanggungjawah 2 (dua) sampai 

dengan 3 (tiga) kantor wilayah, untuk membuat laporan gahuagan ditingkat unit 

akuntansi Unit Alrulltlmsi Penggana Anggaran (UAPA). Walaupun jumlnb 

pegawainya sudah memada! namun da!am hal kualitas sumber daya manusia yang 

ada dibagian akuntansi dan pelaporan Biro Keuangan Sekretariat Jendernl masib 

dikatakan kurang, seperti yang dikatakan oleh Kepala Sub Bagian Akuntansi dan 

Pelaporan, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, mengatakan bnbwa ; 

.... "sangat dilematis masalah sumber daya manusia ini karena lerbeniur 
dengan Jatar belakang pendidikan akuntansi. Saat ini sedang direneakan 
kadapan untuk melakukan perelcrutan pegawai yang disesuaikan dengan 
Jatar belakang pendidikan, khususnya Jatar belakang pendidikan akuntansi. 
Saat ini banyak sekali latar belakang yang berbeda seperti hukum namun 
bertugas sebagai pengelola keuangan, .. " 

Hal serupe juga dipeljelas oleh Kepala Bagian Akuntlmsi dau Pelaporan : 

... "Pegawai yang ada dibagian akuntlmsi dan pelaporan terdiri dad SO% 
pegawai yang paham mengenai kegunaan sistem akuntansi keuangan dan 
20 % yang banya bisa mengentrllaporan keuanpnnya saja tanpa mengerti 
mal<sud dan tujuan dad SAK tersebut. D<!ngan kata lalu tlllgkat 
pemahaman di antara pegawai bag[an akuntansi dan pelaporan masih 
berbeda-beda. Walaupun sarana dan prasarana yang terse<j.io sudah 
ltlenculrupi, yaitu dengan disediakannya perangkat k<:>l1lputel" dengan 
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aplikasi sistem akuntansi instansi yang terbaru dari Departemen 
Keuangan .. " 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting. Pegawai 

sebagai sumber daya manusia yang dimiliki UPT sering kali tidak memadai hal ini 

dikarenakan tingkat pendidikan, kurangnya motivasi kerja anhlr pegawai, 

ketemmpilan dan kurnngnya referensi mengenai akuntansi dan pelaperan. SP...l 

merupakan bukan hal yang baru karena aplikasi ini telah berjalan selama hampir 

lima tahun. Kenyataanya di daerah tingkat rotasi pegawai di dalam UPT cukup 

tinggi. Pegawai yaug Ielah n:ampu mengoperasikan SAl dimutasi ke seksi atau 

bidang lain atau ke UPT lain dan tidak sempat mengajarksn tentang aplikasi SAl 

kepada penggantinya. 

Selain itu sarana komputer yang tersedia khususnya di unit pelaksana teknis 

bel urn sernnanya memadai. Yang mengakibatkan data keuangan di Biro Keuangan 

Sekretariat Jenderal seringkali terjadi perbedaanlselisih angks dengan dala 

keuangan yang ada di KPPN. Hambatan lain adelah peagiriman dala keuangan 

berupa ADK yang diterima oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal seringkali 

rusak/tidak dapat dibuka, sering terlambat peagiriraannya ADK yang diterima 

seringkali salah isi ke aplikasi SAl, sehingga terjadi kesulitan dalam 

peaggahungan menjadi lapur.m kewmgan departeme!L 

Stra!egi irnplementasi Sistem Akuntansi Keuangan · dilibat dati aspek 

sumbar daya manusia, yang telah banyak dilakukan oleh Biro Keuangan 

Sekretariat Jenderal, yaitu dengan diadakannya pelatihan yang diadakan selahun 

dua kali. Mengingat setiap lahun berubah, dengan alasan peayempum.aan aiau 

penyesuaian dengan perubahan knde anggar.m yang biasanya baru dirilis bulan 

April. Bulan Jannari sampei dengan Maret menggnuakan SAK versi Beta 
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(peroobaan) yang sering kali masih bermasalah. Walau dinyalal<an telab 

disempurnakan namun seliap tahun aplikasi SAK selalu memiliki cacat atau 

masalab yang berbe<la-beda sehlngga mengbambat peny1JSunan laporan keuangan. 

UPT barus menunggu versi update agar masalab tersebut bisa diatasi. V ersi 

update muncul bebernpa kali dalam setahun. 

Komunikasi pimpinan dengan para pegawai di bawahnya sangatlab 

beq>eran dalam menyusun laporan keuangan. Dimana seorang pimpinan 

mempunyai tanggung jawab yang besar agar perlllnggungjawaban laporan 

keuangan dapat disajikan secara ai.:untahel dan tepat waktu. Komunikasi antara 

pimpinan dengan pegawai di bawabnya mempunyai maksud untuk memberikan 

pengarahan, informasi, instruksi dan penilalan kepada bawahannya serta 

memberikan informasi tentang tujuan dan kebijaksanaan organisasi. 

Tejapi dukungan dan peagaraban tidak hanya berupa dukungan dari 

pimpinan tertinggi di kant or wilayab atau unit Eselon I, tetapi juga pimpinan para 

petugas/pegawai pelal<sana yang menyusun laporan keuangan dengan SAK. 

Bila dukungan dari pimpinan baik lop management maupun middle 

management dianggap belum optimal itu disebabkan kerena hampir sebagian top 

management seperti kepala kantor wilayab mapun kepala UPT umunmya berlatar 

belakang pendidikan sarjana hulrum. 

Strategi pengolaban data pun telab dilal<sanakan dengan bantuan internet 

Komunikasi antar Satker dan Biro Keuangan dilakekan dengan pengiriman data 

melalui emaiL Namun cam konvensional pengiriman berkan melalui sural pos 

tetap dipertahankan. 
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Namun dalam hal penyampaian/pengiriman laporan keuangan berupa arsip 

data komputer (ADK) ke Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, UPT dan Kaowil 

sering mengalami keterlambatan. Menurut wawancara dikatakan oleb Kepala Sub 

Bagian Akuntansi dan Pelapornn Rutin I, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, 

mengatakan bahwa : 

'\.,.kebanyakan Satker belwn mengirimkan ADK secara tepat waktu, 
karena alasan lokasi UPT yang sangat jauh untuk dijangkau oleh 
transportasi) belum adanya sumber daya manusianya yang dapat 
mengoperasikan aplikasi SAJ, serta belum adanya adanya sarans 
komputer .... " 

Pemyataan serupa juga dikemnkakan oleh Kepala Bagian Alruntansi dan 

Peh\jl<)l\lJi : 

" .... bam sekitar 80 % Satker yung Ielah mengirimkan ADK dengan 
tepa! wnktu, namun ADK yang diterima di Biro Keuangan 
Sekretariat Jenderal sering kali rusak kelika akJm dibuka di apllkasi 
Biro Keuangan Sekretariat Jenderal ... " 

Jenis laporan keuangan yang dikirlm terdiri dan : 

1. Laporan keuangan b1~anan, yang terdiri dan : laporan roolisa•i anggarnn 

dan neraea serta arsip data komputer (ADK). 

2. Laporan triwulanan, yang terdiri dan : laporan realisasi anggaran, 

nerac11, dan oatatan atas laporan keuangan berserta arsip data komputer 

(ADK). 

3. Laporan semeteran, yang terdiri dan : laporan realisasi anggaran, nerue~~, 

dan catatan atas laporan keuangan. 

4. Laporan tahunan, yang terdiri dan : laporan realisasi angga.ran, nernca 

dan oatatan atas laporan keuangan. 

Jadwal walctu dan prosedur penyampaian laporan keuangan di lingkungan 

Departemen Hukum dan HAM : 

a. Tingkal satuan kelja (UAKP A) 
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I). Pada langgal 7 sefiap bulan Kepala Kantor/UPT selaku penanggung 

jawab UAKP A melakulmn rekonsilia.si dengan KPPN terbadap 

laporan keuangan bulanan. 

2) Pada tanggal 10 setiap bulan Kepala Kantor/UPT selaku 

penanggangjawab UAKP A menyampaikan laporan keuangan 

bulanan basil relrousiliasi kepada Kepala Divisi Adnrinistrasi 

Departemen Hukum dan HAM selaku koordinator UAPPA-W di 

wilayabnya (dalam media disket). 

b. Tingkat Wilayab (UAPPA·W) 

I) Kepala Divis[ AdministnJsi Dapartemen Hukum dnn HAM selaku 

koordinator UAPPA-W melakulmn penggabungan leporan keuangan 

bulanan yang diterbua dari Kepala Kantor/UPT selaku 

penanggangjawab UAKP A di wilayab yang bersangkutan untuk 

menghasilkan Iaporan keuangan triwulanan. 

2) Setiap tanggal 7 UAPPA-W melaknkan nokonsiliasi dengan Kanwil 

D'Uen Perbendabaraan terbadap laporan keuangan triwulanan yang 

baru laltL 

3) Setiap tanggal 10 UAPPA-W menyampaikan laporan kenangan 

triwulan yang baru lalu basil rekonsiliasi kepada Sekeetariat Jenderol 

cq. Biro Kenangan selaku UAPPA·El dnn UAPA (dalam media 

disket). 

c. Tingkat Eselon I (UAPPA-El) dnn tingkat Kementrian!Lembaga 

(UAPA) 
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I) Sekretariat Jenderal selaku UAPPA-El dan UAPA melakukan 

penggabungan laporan keuangan triwulanan yang diterima dari 

kanwil Departemen Hukum dan HAM selaku UAPPA-W wttuk 

menghasilkan lnporan keuangan semesteran atau tabunan. 

2) Setelah selesai ponyusunan laporan keuangan semesteran atau 

tabunan Sekretarial Jenderal selaku UAPPA-El dan UAPA 

melakukan rekonsiliasi Japornn keuangan semesteran a!llu tabunan 

dengn Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

3) Menteri Hukum dan HAM menyampalkan laporan keuaagan 

semesteran atau tahunan basil rekonsiliasi kepada Menteri Keuangan 

sesuai jadual waktu yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dimana 

sebelumnya dilakukan pemeriksaan olah lnspektorat Jenderal 

Departemen Hukum dan HAM. 

5. 4. Strategi Implementasi Sistem Akunlansi Keuongan (SAK) pada 

Sekretariat Jenderal Departemen Bukum dan BAM serta impllkaslnya 

terbadap kebijakan yang sudah berjalan. 

Kebijakan yang telah dilakukan oleh Biro Keuaugan Sekretariat Jenderal 

agar pengiriman ADK, SPM, SP2D dan SSBP dari semua kantor wilayah dan 

UPT dapat berjalan Jancar sehingga proses penggabungan inpor.lll keuangan pada 

ekhir tahun 1idak terdapet selisih dangan perbitungan yang ada di KPPN yaitu : 

!. Sei:iap bulannya bagian akan!llnsi dan pelaporan menghubungi 

jajarannya dibawahnya untuk menghimkan ADK, SPM, SP2D dan 

SSBP. 
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2. Menerbitkan Sural Teguran yang ditandatangani oleh Sekretaris 

Jenderal, yang dikirimkan kepada kanror wilayah dan UPT setiap tiga 

bulan. 

3. Selain itu sttategi yang akan dilakukan yaitu untuk tahun 2010 akan 

diadakan monitoring setiap tiga bulan sekali. 

NamW> pada pelaksanaao kebijakan tetjadi beherapa hambatan. Sistem 

Pengendaliao Internal (SPI) belum be!jalan lancar. TerW>gkap dengan wawancara 

dengan Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan : 

... "SPI kim masih lemah, artinya dari tingkat pusat ke tingkal Satker masih 
belum bisa diandalkan dengan balk, terbentur banyak masalab, seperti 
masalah transportasi dan kornunikasi, ser1ll faktor lain, mungkin responden 
di daerah salah persepsi dalam mengartikan SPI, menurut mereka SPI sudah 
dilaksanakan dengan balk. ... • 

Departomen Hukam dan HAM RI perlu melakukan strategi dalam 

melancarkan jalannya implementasi SAK ini, guna meningkatkan opini Laporan 

Keuangan dari Disclaimer selama 3 tahun berturut - turut menuju opini Wajar 

Dengan Pengecuallan (WDP). Komitmen pimpinan dalam bal ini Menteri Hukum 

dan HAM beserta jajaran pimpinan tinggi Eselon I sangat memainkao peran 

terbukti di ungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Akun1llnsi dan Pelaporan : 

... "Hal pertama yang paling mendasar adalah kornitmen dari pimpinan, 
artinya komitmen dari setiap lapisan dari pimpinan tingkat satker atau UPT, 
tingk:at Wilayah sampai tingkot pusat. Ada keinginan untuk merubab 
predikat Laporan Keoangan dari Disclaimer menuju WDP /WfP. Akan sia 
- aia apabila semangat untuk berubab misal dari tingk:at terendah yaitu 
Eselon 4 kebawah jika tidak di dulrung oleh komitmen pimpinan yang lebih 
tinggi ... " 

Diharapkan dengan sudah mulai terbentukaya komitmen ini dapal menjadi 

pemicu alas terbentuk nya jalinan koordinasi birolmisi yang lebih baik an1llr 

sernua unsur di dalam impleroentasl SAK. Keinginan besar untuk berubab ini 
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barns di dukung dengan kebijakan Punishment & Reward yang sesuai sebagai 

wujud komitmen yang tinggi terhadap peningkatan opini Laporan Keuangan . 

Seperti terungkap dalam pemyataan oleh Kopala Sub Bagian Akuntansi dan 

Pelaporan: 

... "Punishment & reward sudah jelas, kembali kepada komitmen dari 
pimpinan di Departemen Hukum dan HAM, Menteri dan Sekretaris Jenderal 
untuk mewujudkan implementasi SAK guna meningkatkan predikat 
disclaimer ke WDP. Walaupun belum ada aturan ataupun petu'1iuk 
pelaksanaan yang mengatur punishment & reward, perwujudannya sudah 
mulai diatur dengan ditanda tangani nya MoU antar Pimpinan., Para 
pimpinan kantor wilayah menanda tangani Mou deugan Sekretaris Jende~ 
apabila tidak bisa menyajikan Laporan Keuangan yang baik, akan 
dipertimbangkan keberadaannya dikantor Wilayah tersebut sebagai 
pimpinan, menurut saya hal tersebut bisa dikatagorikan sebagai Reward & 
Punishment. Pada level bawah seperti pengelola keuangan sangat perlu 
diperhatikan dari sisi insentif yang akan memberi semangat dan motivasi 
dalam melaksanakan SAK .... " 

Sarana dan prasarana adalah penunjang utama implementasi kebijakan agar 

berjalan lebih baik. Dalam hal ini peralatan perangkat keras seperti komputer 

pengelola keuangan harus terns diberdayakan dan di tingkatkan kemampuannya I 

upgrade. 
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BABVI 

KESIMPIJLA.>'I DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Dari basil analisis terbadap basil penelitlan maka dapat ditarik kesimpulan: 

I. Ke-empat faktor yang mempengaruhi implementasi Sistem Akuntansi 

Keuangan pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukwn & HAlvi yaitu: 

• Komunikasi 

Nilai skor 3.53 yang diperoleh dari hasil survei responden 

mengindikasikan bahwa aspek komunikasi berada pada kondisi 

cuk:up baik. Sekretarlat Jenderal melalui unit Biro Keuangan relah 

melaksanak:an implementasi Sistem Akuntansi Keuangan, walaupun 

rnasih ada hambatan dalam masalah pembinaan SAK, knmunikasi 

Biro Keuangan selaku koordinator dan pembina SAK pada 

Departemen Hukum dan HAM telah terjalin dengan cukup balk 

dengan pengelola Laporan Keuangan di tingkat Satker I Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) 

• Sumber daya 

Aspek sumber daya rnemperoleh nilai 3.51 yang dapat di indikasikan 

berada pada kondisl cukup baik. Pengelola Lapol'llll Keuangan I 

pengguna SAK tiduk mengalami kesulitan yang bernrti dalam 

melaksanakan prosedur pengoperasian aplikasi SAK. Implementasl 

SAK ditinjau dari aspek ini mendapatkan l:tambatan dari segi sarana 

dan prasarana penunjang dan keterbatasan sumber dana dalam 

melaksanakan implementasi SAK secara maksimaL 
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• Sikap 

Jumlah skor rata-rata perolehan pada aspek sikap 3.78 

mengindikasikan bahwa aspek sikap berada pada koruHsi cukup bailc. 

Sebagian besar unsur dalam implementasi SAK yaitu pengelcla 

keuangan sudah melaksanakan ketentuan - ketentuan dalam 

pelaksanaan SAK. Sebagian besar Satker sudah menyadari bahwa 

SAK sebagai metode utama dalam pelak-sanaan Pelaporan Keuangan 

adalah mutlak harus dilaksanakan. Dukungan para pimpinan Satker 

dalam implementasi SAK juga sudah memperlihatk.an kemajuan 

seiiring dengan terobosan yang dilakukan oleh pucuk pimpinan 

daiam hal ini Menteri Hukum & HAM beserta jajaran Eselon I 

dipimpin oleh Sekretaris Jenderal akan membuat MoU berkenaan 

dengan tugas Pelaporan Keuangan. antara para pimpinan Satker 

setingkat Eselon ll. 

• Struktur birokrasi 

Aspek ini berdasarkan survei responden memperoleh total skor rata­

rata diperoleh 3.89 yang mengindikasikan bahwa aspek struktur 

birokrasi berada pada kondisi cukup baik. Koordinasi antar unsur 

dalam Departemen Hukum dan HAM berkenaan dengan pelaporan 

keuangan telah terbentuk dengan perwujudan jalur birokrasi yang 

lebih mudah untuk memperkecil kesalaban dalam Laporan 

Keuangan. 

2. Strategi yang perlu dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dalam 

mendckung implementasi SAK telah dilaksanakan. Sosiaiisasi SAK 
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meJalui Program Pendidikan dan Latihan tiap talmn telah djadakan. 

Penambahan dan perbaikan peralat.an piranti keras dan piranti lunak 

penunjang aplikasi SAK juga telah be!jalan. Pcrlu ditingkatkan adalah 

Si~1em Pengendalian Internal (SPI) yang melibatkan unsur Inspektorat 

Jenderal harus semakin digiatkan dan pembentukan Memorandum of 

Understanding (MoU) antar pejabat tinggi sebagai bentuk keseriusan 

dalam mcningkatkan opini I aporan Keuangan Departemen Hokum dan 

HAMRI 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang ingin peneliti sampaikan 

bagi perwnjudan Laporan Keuangan yang sesuai dengan hasil implementasi 

SAK, adalah sebagai berlkut : 

1. Sosialisasi implementasi SAK harus digiatkan melalui monitoring, 

bimbingan teknis, yang melibatkan 2 unsur lain diluar SAK, yaitu 

Sistem Akuntansi Barang MiHk Negara (SABMN) dan Inspektorat 

Jenderal. Imp!ementasi SAK adalah bagian dari jmplementasi SAl yang 

tercliri dari SAK dan SABMN. 

2. Peranan Inspektorat Jendeml sebagai unsur pelaksana Sistem 

Pengendalian Internal (SPl) barns semakin ditingkatkan dengan 

meiakukan audit terhadap Laporan Keuangan dari tingk:at Satker sampai 

ke tingkat Eselon I dalam periode waktu yang telah ditetapkan. 

3. Menteri Hukurn dan HAM beserta jajaran pimpinan puncak Eselon I 

harus meletakkan pelaporan keuangan dalam prioritas utama 

Departemen dengan peiak:sanaan }vfemorandwn of Understanding 
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(MoU) serta peningkatan insentif bagi pengeJola pelapomn keuangan 

agar dapat termotivasi dalam melaksanakan Tugas Pokok Fungsi 

(Tupoksi) Pelaporan Keuangan dengan baik. Kedua hal ini adalah 

perwujudan darf sistem Reward and Prmishment 

4. Secara akadernis, disarankan kepada peneliti seJanjutnya, agar dapat 

melakukan penelitian lebih mendalam berkaitan dengan implementasi 

SAK. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(lnforman Pejabat Eselon III dan IV Pengelola SAK) 

A. IDENTITASDIRI 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Nama 

Tempat dan tgl. Lahir 

Jenis Kelamin 

Agama 

Alamat 

Pendidikan terakhir 

Jabatan 

PadaUAKPA 

Lama masa bekerja 

. .......................................... 

B. DESKRIPSI, PERSEPSI DAN ASUMSI TERHADAP EVALUASI 

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PADA BIRO 

KEUANGAN SEKRETARIAT JE.NDERAL DEPARTEMEN HUKUM 

DANHAMRI 

1. Salah satu penyebab predikat disclaimer pada laporan keuangan 
Departemen Hokum & HAM RI salah satunya adalah masih lemahnya 
Sistem Pengendalian Internal (SPI) sementara basil survei menunjukkan 
bahwa SPI cukup baik diterapkan, bagaimana pendapat Bapak mengenai 
hal ini? 

2. Bagaimana sistem pengawasan dan monitoring penyampaian laporan 

keuangan yang biasa dilakukan sebelum SPI di berdayakan? 
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3. Bagaimana seharusnya strategi yang baik menurut Bapak dalam 
mewujudkan Laporan Keuangan yang baik tentunya ada peningkatan 
pcrubahan predikat dari Disclaimer menuju WDP I WTP? 

4. Bagaimana sebaiknya punishment & reward yang tepat dalam 
mewujudkan implementasi SAK yang lebih baik? 

VARIABEL KOMUNIKASI 

1. Biro Keuangan sebagui pembina dan koordinator SAK, berdasarkan 
survei respnnden diketabui bahwa banyak hambatan dalam rnasalah 
monitoring, pembinaan, konsultatif berkenaan dengan implementasi SAX,. 
bagaimana tanggapan Bapak? 

2. Kund keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah jaringan 
komunikasi yang baik an tar tiap unsur penggerak implementasi tersebut. 
Dalam hal ini bagaimana strategi Departemen Hukum dan HAM dalam 
menuju implementasi SAK menurut Bapak? 

VARIABELSUMBERDAYA 

1.. Salah satu variabeJ utama dalam implementasi kebijakan adalah somber 
daya, dalam hal ini sumber- daya pendukung implementasi SAK dirasakan 
masih kurang dan sumber dana yang masih sangat terbatas dapat di 
alokasikan kedalam implementasi SAK, bagaimana tanggapan Bapak? 

2. Hasil survei membuktikan bahwa sarana dan prasarana penunjang 
implementasi SAK masib lrurang, bagaimana idealnya sarana dan 
prasarana yang tepat, cukup dalam menunjang SAK ? 

V ARIABEL SIKAP 

1. SAK sebagal scbuah metode, elemen, unsur terpenting dalam pelaporan 
keuangan hams di duknng oleb semua pihak, bagaimana pendapat Bapak 
mengenai perhatian pimpinan dalam hal ini kepala Satker / UPT dalam 
menduknng implementasi SAK ? 

2, Bagaimana menurut Bapak mant'aat dari kebijakan implementasi SAK 
mampu merangsang terselenggarannya laporan keuangan dengan baik? 

V ARIABEL STRUKTUR BIROKRASI 
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!. Menurut Bapak apakab struktur Birokrasi Departemen Hukum dan HAM 
saat ini sudab menunjang dalam implementasi SAK? 

2. Dalam implementusi SAK diperlukan koordinasi yang baik antar semua 
unsur yang terlibat di dalamnya~ sementara di satu sisi dituntut utk dapat 
melaksanalum implcmentasi se - eftSien mungkin dikarenakan sumber 
daya yang terbatas, menurut Bapak bagaimana men~siasati hal ini ? 

3. Bagaimana menurut Bapak peran dan tanggungjawab pimpinan dalam 

proses penyusunan pcrtanggungjawaban Japoran keuangan ? 
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TRANSKRIP WAW ANCARA 

Wawancara dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Akuntansi & Pelaporan, 
Bapak Rifqi Adrian : (Dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2009) 

IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN 

1. Salah satu penyebab predikat disclaimer pada laporan keuangan 
Departemen Hukum & HAM Rl salah satunya adalah masih lemahnya 
Sistem Pengendalian Internal (SPI) sernentara basil survei 
meounjukkan bahwa SPI cukup baik diterapkan, bagaimana pendapat 
Bapak mengenai hal ini ? 

SPI kita masih lemah, artinya dari tingkat pusat ke tingkat Satker masih 
belum bisa diandalkan dengan baik, terbentur banyak masalah, seperti 
masalah transportasi dan komunikasi, serta faktor lain, mungkin responden 
di daerah salah persepsi dalam mengartikan SPI, menurut mereka SPI sudah 

dilaksanakan dengan baik. 

2. Bagaimana sistem pengawasan dan monitoring penyampaian laporan 

keuangan yang biasa dilakukan sebelum SPI di berdayakan? 

Laporan Keuangan tingkat dep.Hukum dan HAM yang dibuat oleh bagian 

akuntansi sebelum diklrim ke Dep. Keuangan di revisi oleh Inspektorat 

Jenderal. Setelah direvisi dibuat laporan untuk disampaikan ke 

Dep.Keuangan dan BPK maupun ke lljen. Rencana tahun 2009 melakukan 

monitoring karena selama inL 

3. Bagaimana seharusnya strategi yang baik menurut Bapak dalam 
mewujudkan Laporan Keuangan yang baik tentunya ada peoingkatan 
perubahan predikat dari Disclaimer menuju WDP I WTP ? 

Hal pertama yang paling mendasar adalah komitmen dari pimpinan, artinya 
komitmen dari setiap lapisan dari pimpinan tingkat satk:er atau UPT, tingkat 
Wilayah sampai tingkat pusat. Ada keinginan untuk merubah predikat 
Laporan Keuangan dati Disclaimer menuju WDP {WTP. Akan sia - sia 

apabila semangat untuk berubah misal dari tingkat terendah yaitu Eselon 4 
kebawah jika tidak di dukung oleh komitmen pimpinan yang lebih tinggi 

4. Bagaimana sebaiknya punishment & reward yang tepat dalam 
mewujudkan implementasi SAK yang lebih baik? 
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Punishment & reward sudall jelas. kern bali kepada komitmen dari pimpimm 
di Departemen Hukum dan HAM, Menteri dan Sekretaris Jenderal untuk 
mewujudkan implementasi SAK guna meningkatkan predikat disclaimer ke 
WDP. Walaupun belum ada aturan ataupnn petunjuk pelaksanaan yang 
mengatur punishment & reward, perwujudannya sudah mulai diatur dengan 
ditanda tangani nya MoU antar Pimpinan, Para pimpinan kantor wilayah 
menanda tangani Mou dengan Sekretaris Jenderal, apabila tidak bisa 
menyajikan Laporan Keuangan yang baik, akan dipertirnbangkan 
keberadaannya dikantor Wilayah tersebut sebagai pimpinan1 menurut saya 
hal tersebut bisa dikatagorikan sebagai Reward & Punishment. Pada level 
bawah seperti pengelola keuangan sangat perlu diperhatikan dari sisi 
insentif yang akan memberi semangat dan motivasi dalam melak:sanakan 
SAK 

V ARIAI!EL KOMUNIKASI 

L Biro Keuangan sebagai pembina dan koonlinator S~ berdasarkan 
survei .-esponden diketahui bahwa banyak hambatan dalam masalah 
monitoring, pembinaan, konsultatif berkenaan dengan implementasi 
SAK, bagaimana tanggapan Bapak? 

Hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia dan sumber daya dana. 
Menurut saya hambatan yang berkaitan dengan masalah monitoring 
disebabkan oleh keterbatasan dana, karena ban yak sekali Satker I UPT yang 
berada di wilayah pelosok masih terbentur dengan masalah transportasi. 
Sehingga menjadi masalah dalam pembinaan yang k.ita rasakan saat ini dan 
dana dalam DIPA masih belum bisa menutupi biaya opernsiona' terSebut. 
Kebanyakan Satker belum mengirlmkan ADK secara tepat waktu. karena 
alasan lokasi UPT yang sangat jauh untuk dijangkau oleh transp<>rtasi, 
belum adanya sumber daya manusianya yang dapat mengoperasikan 
nplikasi SAl~ serta belum adanya adanya sarana komputer. 

2. Kund keberbasilan suatu implementasi kebijakan adalah jaringan 
komuoikasi yang baik antar tiap unsur penggerak implementasi 
tersebut. Dalam hal ini bagaimana .strategi Departemen Hukum dan 
HA..\f dalam menliju implementasi SAK menurut Bapak? 

Setiap buiannya bagian akuntansi dan pelaporan selaku bagian dari Biro 
Keuangan yang notabene adalah pembina SAK rnenghubungi Ka:ntot 
Wilayah yang tersebar di 33 propinsi untuk mengirimkan ADK 1aporan 
keuangan. Dan setiap semester roembuat surnt teguran bagi Satker yang 
mengidmkan ADK. Dcngan demikian diharapkan akan tercipta laporan 
keuangan Dep.Hukum dan HAM yang baik. Saat ini Inspektorat Jenderal 
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pun turun tangan dalam hal pelaponm keuangan in.i. Pada dasamya 
petaporan keuangan terdiri dari 3 unsur penting yaitu SAK pada Biro 
Keuangan, SABMN pada Biro Perlengkapan dan Inspektorat Jenderal 
sebagai pengawas beijalan pelaporan keuangan. 

VARIABEL SUMDER DAYA 

1.. Salah satu variabe] utama dalam implementasi kebijakan adalah 
sumber daya, dalam hal jnf sumber daya pendukung implementasi 

SAK dirasakan masih kurang dan somber dana yang masih sangat 
terbatas dapat di alokasikan kedalam implementasi SAK, bagaimana 
tanggapan Bapak? 

Sangat dHernatis masalah !'iUmber daya man usia ini karena terbentur dengan 
latar belakang pendidikan akuntansi. Saat ini sedang direncakan kedepan 
untuk melakukan perekrutan pegawai yang d!sesuaikan dengan latar 
belakang pendidikan, khususnya latar belakang pendidikan akuntansi. Saat 
ini banyak sekali Jatar belakang yang berbeda seperti hukum namun 
bertugas sebaga:i pengelola keuangan. 

2. HasH survei membuktikan bahwa sarana dan prasarana penunjang 
implementasi SAK masib kurang, bagaimana idealnya sarana dan 
prasarana yang tepat,. cukup dalam menunjang SAK '! 

Disatu sisi kila di tuntut mcmperbaiki Laporan keuangan, di sisi lain kita 
sarana dan pra:sarana penunjang masih sangat memprihatinkan, apalagi 
Satker yang jauh seperti Indonesia timur yang memperlambat Laporan 
Keuangan. Masih banyak peralatan komputer yang sebagai sarana pelaporan 
keuangan dalam kondisi rusak dan belurn bisa diperbaiki. 

V ARIABEL SIKAP 

1. SAK sebagai sebuah metode, elemen, unsur terpenting dalam 
pelaporan kenangan harus di dukung oleh semua pihak, bagaimana 
pendapat Bapak mengenai perhatian pimpinau dalam hal iui kepala 
Satlrer I VPT dalam mendukung implementasi SAK ? 

Berkaitan dengan masalah kornitmen pimpinan yang telah saya sampailcan 

tadi, saat ini Pelaporan Keuangan masih dianggap sebagai pelengkap 
pekeJjaan saja, beium dianggap sebagai sebuah pekerjaan utarna dalam 

menjalankan manajemen k.euangan pemerintah. Namun saat in! para 
pimpinan tertinggi kami sudab melakukan terobosan dengan melakukan 

MoU mengenai pelaporan keu:angan walaupn belum bisa dilaksanak:an 
secara maksimal namun sudah bisa di1ihat trend positif dari MoU ini 
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menunjang Laporan Keuangan. Hal ini terbukti dengan Laporan Keuangan 
semester pertama tahun ini 

2. Bagaimana menurut Bapak manfaat dari kebijakan implemeutasi SAK 
mampu merangsang terselenggarannya laporan keuangan dengan baik 
? 

SAK ada!ah kewajiban bagi Departemen yang menggunakan APBN, 
implemenrnsi SAK sangat balk sekali, karena Laporan Keuangan dapat 
disajikan secara computerized, suka tidak suka m;,:nurut saya SAK adalah 
kewajiban yang tidak bisa ditawar ~ tawar. 

V ARIABEL STRUKTUR BIROKRASI 

1. Meourut Bapak apakah struktur Birokrasi Departemen Hukum dan 
HAM saat inl sudah menu)\iang dalam implementasi SAK? 

Sistem pelaporan keuangan melalui SAK telah diatur secara betjenjang, dari 
Lingkat Satker sampai hingga fingkat Pusat I Kementerian I Lemhaga. Saya 
menilai saat ini struktur yang ada di Departemen Hulrum dan HAM sudab 
menunjang dan mengacu kepada peraturan yang betkenaan dengan SAK 

2. Dalam implementasi SAK diperlukan koordinasi yang baik antar 
semua unsur yang terlibat di dalamnya, sementara di satu sisi dituntut 
utk dapat me1aksanakan hnplementasi se - efisien mungkin 
dikarenakan sumber daya yang terbatas, menurnt Bapak hagaimana 
men-siasati hal ini ? 

Koordinasi sangat diperlukan namun tingkat efl!ktifitas nya yang masih 
perlu dipertanyakan. Di Sekretariat Jendcral Departernen Hukum & HAM 
mengingat kita memiliki 33 Kantor Wilayah dengan sistem Birokrasi 
vertikal, dengan sekiiar 765 Satker yang terseba.r di Indonesia. Koordinasi 
dengan mengeJuarkan Surat Edaran, atau mengumpulkan para pimpinan 
Satk:er melalui rapat koordinasi atau kami dari pusat datang langsung ke 
wilayab melaJui monitoring dan Bimbingan Tek1Us. Rencana kedepan 
komunikasi melaiui tele conference dapat menjadi cara ampuh dalam 
melakukan koordinasi 

3. Bagaimaoa menurnt Bapak peran dan tanggungjawab pimpinan dabnn 

proses penyusunan pertanggungjawahan laporan keuangan ? 

pimpinan sangat berperan dalam menyusun laporan keuangan. Dimana 
seorang pirnpinan mem_punyai tanggung jawab yang sangat besar, karena 
laporan keuangan harus disajikan secara akuntabel dan tepat waktu. 
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Wawancara dilakukan dengan Kepala Bagian Akuntaosi & Pelaporan, lbu 
Atikah : (Oilaksanakan pada tanggall4 Desemher 2009) 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

1. Salah satu penyebab predikat disclaimer pada laporan keuangan 

Departemen Hukum & HAM R1 salah satunya adalah masib lemahnya 
Sistem Pengendalian Internal (SPI) sementara basil survei 
menurdukkan bahwa SPl cukup baik diterapkan, bagaimana pendapat 
Ibu mengenai hal ini ? 

Beberapa tahun 1alu sistem pengendalian intern di Sekretariat Jenderal 

belum dijalan kan dengan balk bahkan cenderung tidak pernah, untuk 

pengawasan (monitoring) dilakukan oleh kepala biro keuangan, kepala 

bagian akuntansi dan pelaporan beserta dengan empat kepala sub bagiannya, 

namun sejak tahun 2008 SPI telah gencar disosialisasikan dan dilaksanakan 

oleh lnspektorat Jenderal. 

2. Bagaimana sistem pengawasan dan monitoring penyampaian Japoran 

keuangan yang biasa dilakukao sebelum SPI di berdayakan? 

Laporan Keuangan ditingkat paling rendab yaitu Satker mengirimkan 

Laporan Keuangan ke Kantor Wilayah, di gabung dalam aplikasi Wilayah 

dan dikirim kan I.-e. Pusat 

3. Bagaimana sebarusnya strategi yang b:lik menurut lbu dalam 
mewujudkan Laporan Keuangan yang baik tentunya ada peningkatan 
perubahan predikat dari Disclaimer menuju WDP I WfP? 

Ada komitmen dari semua unsur yaitu para pcngelola keuangan serta harus 
di dukung oleh pemimpin kantor dalam hal ini para kepala Satker 

4. Bagaimana sebaiknya punishment & reward yang tepat dalam 

mewu.iudkan implementasi SAK yang lebih baik ? 

Penilaian harus adil maksudnya apabila suatu saat sistem lni beTjalan, tiap 
unsur keuangan harus dinilai dengan benar1 .apabila tidak melaksanakan 
Laporan Keuangan mungkin Kepala Kantor ter.;:ebut bersedia di mutasi 
namun apabila berhasil melaksanakan laporan keuangan mak:a harus diberi 

semacam hadiah 
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VARIABEL KOMUNIKASI 

1. Biro Keuangan sebagai pembina dan koordinator SAK, berdasarknn 
survei responden diketahui bahwa banyak hambatan dalam masalah 
monitoring, pembinaan, konsultatif berkenaan dengan implementasi 
SAK, bagaimana tanggapan lbu ? 

Sejauh ini Biro Keuangan melalui Bagian Akunlansi & Pclaporan telah mclakukan 

proses monitoring, pembinaan scrta konsultatif secara mnksimaL Baru sekilar 80% 

Satker yang tclah mengirimkan ADK dengun lepat wakm. namun ADK yang 

diterima di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal sering kali rusak ketika akan 

dlbuka dl aplikasi Biro Keuangan Sekretariat Jenderal 

2. Kund keberbasUan suatu implemt:ntasi kebijakan adalah jaringan 
komunikasi yang baik antar tiap unsur penggerak implementasi 
ter~but. Dalam hal i.ni bagaimana strategi Dcpartemen Hukum dan 
HAM dalam menuju implementasi SAK menurut lbu ? 

Dengan adanya koordinasi yang lebih baik saya rasa akan mewujudkan 

implemcntasi yang lebih baik 

V ARIABEL SUMBER DAYA 

1.. Salah satu varia bel ut.ama daJam implementasi kebijakan ada lab 
sumber daya, dalam hal ini sumber daya pendnkuog implementasi 
SAK dirasakan masih kurang don sumber dana yang masih sangat 
terhatas dapat di alokasikan kedalam implementa.si SAK, bagaimana 
tanggapan Ibu ? 

Ya, SAK memang rnasih terhambat dalam masalah pendanaan. 

Implementasi SAK membutuhkan dana besar untuk dapat membina SDM 

dan pengadaan peralatan pendukung SAK. Pegawai yang ada dibagian 

akuntansi dan pelaporan terdiri dari 80 % pegawai yang paham mengenai 

kegunaan sistem akuntansi keuangan dan 20 % yang hanya bisa rnengentri 

laporan keuangannya saja tanpa mengerti maksud dan tujuan dari SAK 

tersebut. Dengan kata lain tingkat pemahaman di antara pegawai bagian 

akunfansi dan pelaporan masih berbeda-beda. Walaupun sarana dan 

prasarana yang tersedia sudah mencukupi, yaitu dengan disediakannya 

Faktor-faktor Yang..., Kelly Antonio Fernando, Pascasarjana UI, 2009



perangkat komputer dengan aplikasi sistem akuntansi inslansi yang terbaru 

dari Departemen Keuangan. 

2. Hasil survei membuktikan b3hwa sarana dan prasarana penunj3ng 
implementasi SAK masih kurang, bagaimana idealnya sarana dan 
prasarana yang tepat, cukup dalam menunjang SAK? 

Seperti yang saya katakan tadi bahwa dibutuhkan dana besar dalam 

menyukseskan SAK 

V ARlABEL SJKAP 

1. SAK sebagai sebuah metode, elemen, unsur terpenting dal:Jm 
pelaporan keuangan barus di dukung oleh semua pihak, bagaimana 
pendapat Bapak mengenai perhatian pimpinan dalam hal ini kepala 
Satker I UPT dalam mendukung implementasi SAK ? 

Saat ini perhatian Kepala Salker sudah menunjukkan perbaikan, sebagian 
kepala kantor telah menunjukkan keperdulian yang tinggi terhadap Laporan 
Keuangan 

2. Bagaimana menurut Ibn manfaat dari kebijakan implementasi SAK 
mampu merangsang terseleuggarannya laporan keuangan dengan baik 
? 

SAK adalah satu - satu nya alat untuk mewujudkan Laporan Keuangan 

Departemen I Kementerian 

V ARlABEL STRUKTUR BIROKRASJ 

1. Menurut Ibn apakah struktur Birokrasi Departemen Hokum dan 
HAM saat ini sudah menunjang dalam implementasi SAK? 

Saat ini sistem Birokrasi telah menunjukkan perbaikan ke arab yang lebih 
baik. Sangat terasa perbedaannya dibandingkan beberapa tahun yang lalu 

2. Dalam implementasi SAK diperlukan koordinasi yang baik antar 
semua unsur yang terlibat di dalamnya, sementara di satu sisi dituntut 
utk dapat melaksanakan implementasi se - efisien mungkin 
dikarenakan somber day a yang terbatas, menurut Ibn bagaimana men­
siasati hal ini ? 

Diperlukan sebuah tim besar yang solid dalam melaksanakan SAK 
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3. Bagaimana menurut lbu, peran dan tanggungjawab pimpinan dalam 

proses penyusunan pertanggungjawaban Japoran keuangan ? 

Pimpinan ada individu pengambil keputusan, perannya dalam Laporan 

Keuangan sangat penting dan sangat vital 
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No 

1 

2 

DAFfAR KUESIONER BAG! PENGELOLA SAK 
PETUNJUK PENGISIAN 

A. Kuesioner ini sengaja tidak mencantumkan nama responden dengan harapan 

Bapak I lbu dapat mcngisinya se-obyektif mungkin (apa adanya sesuai 

dengan fakta), karena itu saya rnenjamin bahwa jawaban dari Bapak I Ibu 

lidak akan diketahui orang lain atau pihak manapun. Atas perhatian dan 

kerjasamanya saya megucapkan terima kasih. 

B. Berikan tanda "X" pada salah satu pilihan yang terscdia di bawah ini. 

(Kosongkan) 

• Laki - I.aki • Perempuan 

No. Responden 

Jenis Kelamin 

Usia 

Pendidikan 

•<25Th •25-35Th • 3:5-45Th • >45Th"' 

• SMU! Sederajat • Sl • S2 • 

Unit Kerja/Bagian : 

Lama Bekerja • 0-5 Th •5-lOTh •15-20Th •>20Th* 

Keterangan : 

"' Lingkari pilihan identilas yang Bapak I Ibu pilih 
1 .(STS) : Sangat tidak memahami 
2. (fM) : Tidak Memahami 
3. (RR) : Ragu- Ragu 
4. (M) : Memahami 
5. (SM) : Sangat Memahami 

DAFrAR PERTANYAAN 

BAGIANI 
lMPLEMENTASI KEBUAKAN 

IMPLEMENT AS! KEBUAKAN 

Setujukah Bapak I lbu bahwa SAK sebagai adalah 

aplik&.si yang tepat dalam mewujudkan Laporan 

Keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, serta 

dapat dipahami? 

Apakah menuru: Bapak I Ibu keberadaan aplikasi SAK 

sudah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan yang tepa! 

bagi sebuah Laporan Keuangan Kementcrian I 

Departemen ? 

1 2 3 

STS TM RR 

4 

M 

5 

SM 
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3 

4 

5 

6 

.. 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Mcnuru! nttp;k I lbo apakah: implementasi SAK sudah : 

!.c.pat dao tidakperlu dlt(ngkalkan 'l 

Mennrul Bapak I Ibu apakah peraturan pelaksanaan 

pclaporan keuangan sudah cukup disosialisasikan? 

Meoorul Bapak J lbu apakah Sistcm Pengendalian In!cm:ll 

(SPQ dodam menunjang Lapqmn Keuangan sudah 

dilaksanakan dengan baH: ? 

Implcmen!asi SAK pada Departcmcu HuJ.."Um & HAM 

adalah salah salu penunjang vis! dan misi De parte men 
----

Apakab Bapak I 

llAGIANll 
KOMUNlKASl 

KOMUNIKAS1 

lbu mcmaha:mi ten lang maksu<l dan 

tujuan dari aplikasi SAK ? 
--·-------

Setujukah Bapak/lbu hahwa Sal.ker (UAKPA) selama ini 

mendapalkan infortnMi yang jelas tcnJang pelaks:Jnaan 

aplikasi SAK ? 

Setujukah Bnpak 1 Jbu bahwa kQffiUii.ika·sr ontar Satkcr 

(UAKP A) dcngan Biro Keu;mgan sebagai Pembina SAK 

JiCIBm<l ini tidak mcngalami hambatan sehingga 

pcmbinuan yang dilakukan oleh Biro Keuangan berja.lan 

tancar? 

I 

I 
Setujlikah Bapak 1 lbu bahwa Satker {UAKPA) selalu ~ 

berkonsultasi dcng.an Biro Keuangan sebagai Pembina I 
SAK setiap menghadapi kesulitan di tlalam pcngopcrasian i 
SAK? 

pak I lbu bahwa tnfor:masi I pelatihan SAK 

dilakukan se:cara, konsisren '! 

Begaimana peru::apaian hasil irnplementasi aplikasi SAK 

dapai dipenuhl dengan pela!iban yang telah dilakukan ? 

-- -- ······-

' 

1 ! 2 i 3 4 5 
' 

STS l TM ' RR M SM I 
I 
' 
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No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

BAGIANIII 
SUMBERDAYA 

SUMBERDAYA 

Apakah jumlah petugas I operawr pengelola SAK Ielah 

memadai unruk mendukung pelaksanaan aplikasi SAK ? 

Apakah sumber daya manusia pengelola SAK dikantor 

Bapak I Ibu Lelah memahami prosedur pengoperasian 

aplikasi SAK ? 

SetujUkah Bapak I Ibu bahwa petugas I operator aplikasi 

SAK sudah mcmiliki kualifikasi yang dipcrlukan untuk 

melaksanakan aplikasi SAK? 

Setujukah Bapak I Ibu bahwa sumber daya manusia 

petugas I operator pelaksana aplikasi SAK Ielah memiliki 

pcngetahuan tentang pengoperasian SAK '! 

Setujukah Bapak I lbu bahwa dalam pclaksanaan SAK 

diperlukan sumber dana yang memadai ? 

Setujukah Bapak I lbu bahwa Satker (UAKPA) telah 

mempunyai sarana dan prasarana yang mcmadai untuk 

mendukung pclaksanaan aplikasi SAK ? 

BAGIANIV 
SIKAP 

S!KAP 

Setujuka.h Bapak I lbu bahwa selama ini Satker (UAKPA) 

selalu mcntaati dan mclaksanaka.n kctentuan - ketentuan 

yang Ielah diatur di dalam pclaksanaan SAK ? 

Setujuka.h Bapak I Ibu bahwa selama ini Satker (UAKP A) 

selalu ~engirim laporan tepat waktu sesuai .iadwal yang 

Ielah ditetapka.n ? 

Serujuka.h Bapak I Ibu bahwa SAK sebagai suatu metodc 

pelaporan keuangan harus di dukung oleh seluruh Satker 

(UAKPA)? 

Setujukah Bapak I Ibu bahwa sctiap aparar pelaksana 

pelaporan keuangan Ielah melaksanakan tugasnya rlengan 

penuh kesadaran dan tanggung jawab ? 

Bagaimana perhatian pemimpin Satker terhadap 

implementasi aplikasi SAK ? 

Bagaimana manfaat kebijakan implememasi aplikasi SAK 

1 2 3 4 ; 

STS TM RR M SM 

1 2 3 4 5 

STS TM RR M SM 

I 

I 
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No 

l 

2 

3 

, .... 
4 

5 

6 

7 

~ .. _ 

mampu mcrangsang tcr~clenggaranya laporan 

dcngan balk? '""""'"I 
BAGIANV 

STRUKTUR BIROKRASI 

STRUKTUR ORGANISASI 

Setujukah Bapak I Ibu bahwa dalam pcng-implememasia:l 

SAK telah '"' pctunjuk pcbk$anal'!n a\au prosetlur I 

operas! kerja ? 

Sctujukah Bapak I Ibu bahwa SAK dilaksanakan melalui 

koordinasi dengan mernpcrlimbangkan efisiensi da.lam 

penggunaan &umber day a yang: terbalas 1 

Selujut.ah Bapak / l~u hahwa struktur hiro~sl yang ada 

sudah tepa! di dalam: menrlul>mg pelaks<~.naan aplikasi 

SAK? 

Setujukah Bapak /lbu bahwa SAK dilaltsanakan melaiui 

koordinasl agar kescragaman dahlm rnelaksanakan 

kebijakan? 

SelujiJ-kilh Bapak / Ibu bahwa SAK--dT!3IG"anakan melalui 1 
I 

koordinasi guna mcmpt:rkecil kemungkinan t~rjadirtj'll ( 

lresalahan ? 

Setujukah Bapak 1 fuu bahwa kewenangan yang dimiliki 

petugas I operator untuk mclaksanabn SAK tersebut 

titbk Hrnpa:ng. tlodih dcngan keweoangan petugas Jainnya 

'! 
-·--Apakah kcwenangan yang telah diberikan kepada petugas 

I operator penge!ola SAK telah dilaksanakan dengan baik 

sesuai dengan tugas yang tclah di limanatkan ? 
·····-

TERIMA KASIH 

1-1 I I 
I I 2 3 4 5 

STS TM RR M SM .. 
l 

I I 
l I 

---~ .. -

I 
' I 
I 

····-

······-
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TABULASIDATA 

--
KOMUNIKASI JUMLAH SUMBERDAYA JUMLAH SIKAP JUMLAH STRUKTUR ORGANISA$1 JUMlAH 

IIESPO!-.'OEN 1 2 3 4 5 6 1 2 ' 4 5 6 1 ' 3 4 5 6 1 ' 3 4 5 6 7 
1 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 14 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 24 
2 4 ' 3 4 4 ' 20 ' 2 4 4 4 4 2l 3 3 4 4 3 ' " 4 4 4 4 4 4 3 23 

' 5 4 4 4 4 4 15 3 5 5 s s ' 26 5 5 5 5 s s "' s 4 ' s 5 ' 5 25 
4 4 4 3 3 2 ' 18 1 3 4 4 5 1 18 4 4 4 ' 3 ' 21 4 3 ' 4 4 5 4 23 
5 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 3 13 4 3 4 4 4 4 " 4 4 4 4 4 4 4 24 
6 4 4 4 4 4 4 24 1 4 4 4 4 4 '' 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 14 

' 5 5 4 5 4 5 28 5 5 5 5 5 3 28 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 4 4 3 4 23 

• 5 5 ' 2 5 4 24 2 4 4 4 5 2 2l 2 2 5 4 1 3 17 4 4 4 4 4 4 4 ,. 
• 4 3 3 4 5 4 23 ' 4 4 4 5 4 14 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 4 4 5 4 25 

10 4 3 3 4 5 4 23 3 4 5 4 5 3 24 3 4 s 3 4 s 24 5 4 3 4 I 4 4 ' 22 
1l 4 3 4 3 4 4 22 4 4 4 4 s ' 24 4 4 s 5 4 5 >7 4 4 4 4 4 3 5 24 

" 4 1 1 4 4 3 l7 ' ' 2 2 ' 2 15 2 2 5 3 3 3 18 3 4 ' 5 s 5 ' 24 

" 4 ' 3 3 3 4 2D 4 4 ' ' 5 4 23 3 3 2 4 4 4 20 4 4 3 5 5 4 4 25 
14 4 ' 3 ' 3 3 18 3 4 3 3 3 4 20 4 4 4 4 3 3 22 4 3 4 4 4 4 4 23 
lS 4 3 2 1 2 3 15 5 1 2 3 3 1 15 3 4 4 4 5 4 24 4 4 3 4 4 3 ' 2D 

" 4 4 4 4 4 4 24 3 4 5 5 5 3 25 4 3 5 5 3 4 24 4 4 4 4 5 5 4 " l7 4 4 ' 5 5 4 24 3 2 4 ' 4 2 18 2 3 4 3 4 4 20 4 1 3 5 3 4 5 21 
l8 4 3 3 3 3 3 19 3 4 4 4 5 3 23 4 3 4 ' 3 4 " 3 3 3 4 4 ' 4 1l 

l9 4 3 3 3 ' 4 19 4 3 3 4 s 3 22 4 3 5 5 4 5 " 4 4 4 4 4 4 4 24 
20 4 3 2 4 4 3 20 3 3 4 3 4 3 20 ' 3 4 4 ' 4 21 3 ' 3 4 4 4 ' 21 
2l 4 3 ' ' s 4 20 3 3 4 4 5 3 " 4 4 5 5 ' 4 25 4 3 3 5 5 5 5 26 

" 4 3 3 2 3 ' 18 2 ' 3 ' 4 2 l7 2 2 5 2 4 4 l9 4 5 3 5 5 , 3 3 24 
23 5 5 4 5 4 4 27 2 4 4 3 5 3 21 4 3 4 3 5 4 23 s 4 3 4 4 5 s 25 

24 5 4 3 5 s 5 27 3 5 2 4 5 4 " 4 5 5 5 5 5 29 s 5 4 5 5 5 5 " 25 ' ' ' ' 2 2 16 2 ' ' 3 4 1 16 3 4 4 5 4 4 24 3 ' 4 4 4 ' 3 21 
26 4 ' ' ' 4 3 " 3 4 3 3 4 3 20 4 4 5 ' 3 4 " 3 4 3 4 4 3 3 2l 
27 4 4 4 4 4 4 " 3 3 4 4 4 3 2l 4 4 4 4. 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 24 

'" ' ' 3 4 5 4 20 5 ' 4 2 5 3 2l 2 2 5 ' 4 3 ,. 5 4 4 5 5 4 5 27 
29 4 4 4 4 4 4 24 1 2 4 4 4 4 " 4 2 4 4 5 3 22 4 4 4 4 4 2 4 " 30 5 4 4 3 4 3 23 3 4 4 4 5 3 " 4 s 5 5 5 4 ,. 4 4 3 4 s 4 5 25 
3l 4 ' 1 ' 4 2 15 1 2 3 3 5 1 lS 2 2 5 5 2 2 l8 5 4 ' 4 4 2 1 17 
32 5 4 4 4 5 4 ,. 3 5 4 • s 3 " 4 s 4 4 4 4 " 5 4 4 • , s 3 25 , 4 4 4 ' 4 4 24 4 ' 2 2 4 4 '" 2 ' 4 4 2 ' 16 4 4 4 4 4 4 4 " 
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34 4 3 3 3 4 3 "' 3 3 4 3 4 ' 20 4 4 4 ' 4 4 23 4 4 4 4 4 4 4 24 
3$ 4 4 4 4 4 4 24 3 4 3 4 4 3 21 4 3 4 3 4 4 22 4 4 4 4 4 4 4 24 
36 3 3 2 3 4 4 19 3 2 2 3 3 3 16 3 3 2 2 2 3 15 2 z ' 3 1 2 4 16 
31 4 3 3 3 3 3 19 3 3 4 4 4 4 " 3 3 3 3 3 3 l8 4 4 4 3 3 4 4 " 38 4 4 1 4 4 4 21 ' 2 3 3 3 3 16 ' 2 s 4 3 3 19 2 2 3 3 3 3 3 l7 
39 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 3 3 22 3 4 5 3 4 4 23 4 3 3 5 5 4 4 ,. 
40 4 4 2 3 3 3 19 3 5 5 3 4 3 l3 4 3 4 5 s 5 26 2 2 4 4 4 4 5 23 
41 4 3 2 2 3 3 17 3 4 4 4 5 5 Z5 4 3 5 3 3 3 21 4 3 3 5 5 3 4 " 42 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 5 3 3 3 20 3 2 3 3 3 3 3 1? 
43 4 3 2 5 4 2 20 ' 4 3 5 5 3 l3 3 3 5 2 5 4 22 4 5 3 3 5 3 5 " 44 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 24 

45 4 3 3 4 4 z 20 3 2 4 4 4 4 21 3 3 4 4 3 2 H 4 4 4 4 4 4 3 " 46 5 4 4 4 4 4 zs 3 5 5 5 5 3 Z6 5 5 5 5 5 5 30 5 4 3 5 5 ' 5 lS 
47 4 4 3 3 2 , 18 1 3 4 4 s 1 !8 4 4 4 3 3 3 21 4 3 ' 4 4 5 4 " 48 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 3 23 4 3 4 4 4 4 " 4 4 4 4 4 4 4 24 
49 4 4 4 4 4 4 24 2 4 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 " 4 4 4 4 4 4 4 " so 5 5 4 5 4 5 ,. 5 s 5 5 5 3 ,. 5 5 5 5 5 s 30 5 4 4 4 4 3 4 23 
51 5 5 3 2 5 4 24 2 4 4 4 5 2 21 2 2 5 4 1 3 17 4 4 4 4 4 4 4 " 52 4 3 3 4 5 4 23 ' 4 4 4 5 4 24 4 4 4 4 ' 4 23 4 4 4 4 4 5 4 25 
53 4 3 3 4 5 4 23 3 4 5 4 5 3 24 3 4 5 3 4 s 24 5 4 3 4 4 4 3 22 
54 4 3 4 3 4 4 22 4 4 4 4 5 3 24 4 4 5 5 4 5 27 4 4 4 4 4 3 5 24 

55 4 1 1 4 4 3 l7 3 2 2 ' 4 2 15 ' ' 5 3 3 3 l2 3 4 , 5 5 5 3 24 
56 4 3 3 3 3 4 20 4 4 3 3 5 4 23 3 3 2 4 4 4 20 4 4 3 5 5 4 4 Z5 
57 4 3 3 2 3 ' !8 3 4 3 3 3 4 20 4 4 4 4 3 3 22 4 3 4 4 4 4 4 23 
58 4 3 2 1 2 3 l5 5 1 2 3 ' 1 15 3 4 4 4 5 4 24 4 4 3 4 4 3 2 20 
59 4 4 4 4 4 4 24 3 4 5 5 5 3 25 4 3 5 s 3 4 24 4 4 4 4 5 5 4 ,. 
60 4 4 ' 5 5 4 24 3 2 4 3 4 2 ,. 2 3 4 3 4 4 20 4 1 3 s 3 4 5 21 
61 4 ' 3 3 3 ' 19 3 4 4 4 5 ' 23 4 3 4 4 3 4 22 3 3 3 4 4 3 4 2l 
62 4 ' 3 3 ' 4 19 4 3 3 4 5 3 22 4 3 5 5 4 5 25 4 4 4 4 4 4 4 24 
63 4 3 2 4 4 3 10 3 ' 4 3 4 ' 20 3 3 4 4 ' 4 21 3 3 3 4 4 4 3 21 
64 4 3 2 2 5 4 20 3 3 4 4 5 3 22 4 4 5 5 3 4 25 4 3 3 5 5 5 5 26 

65 4 ' ' , 3 3 18 2 3 3 3 4 ' 17 1 2 5 2 4 4 19 4 5 3 5 5 3 3 24 

66 5 5 4 5 4 4 27 2 4 4 3 5 3 2l 4 3 4 3 5 4 23 5 4 ' 4 4 5 5 25 

" 5 4 3 5 5 5 27 3 5 2 4 5 4 " 4 5 5 5 5 5 29 s 5 4 5 5 5 5 " •• 3 3 ' 3 2 2 " 2 3 3 3 4 1 16 ' 4 4 5 4 4 24 3 3 4 4 4 ' 3 21 
69 4 ' ' 4 5 4 " ' 4 4 4 5 4 24 4 4 4 4 ' 4 23 4 4 4 4 4 5 4 25 
70 4 ' ' 4 5 4 23 9 4 5 4 5 3 24 ' 4 5 3 4 5 24 5 4 3 4 4 4 ' n 

Faktor-faktor Yang..., Kelly Antonio Fernando, Pascasarjana UI, 2009



71 4 3 4 3 4 4 22 
72 4 1 1 ' 4 3 17 

73 4 3 3 3 3 4 20 
74 4 3 3 2 3 3 18 

75 4 3 2 1 2 3 15 ,. 4 4 4 4 4 4 24 

n 4 4 ' 5 5 4 24 

78 4 3 3 3 3 3 19 
79 4 3 3 3 2 4 19 
80 4 3 2 4 4 3 1D ., 4 3 2 2 s 4 20 

" 4 3 3 3 3 3 19 

" 4 3 3 3 2 4 19 

"" 4 3 2 4 4 3 20 
85 4 3 ' 2 5 4 20 
86 4 3 ' 2 3 3 1B 

87 s 5 4 5 4 4 27 
88 s 4 ' s 5 5 27 

4 4 
3 2 
4 4 
3 4 
5 1 

3 4 

' 2 
3 4 
4 3 
3 3 
3 3 
3 4 
4 3 

3 3 
3 3 
2 3 
2 4 

' 5 

4 
2 

3 
3 

' 5 
4 

4 
3 
4 
4 
4 
3 

• 
4 

3 
4 
2 

., ... -·· 

4 

' 3 
3 

' 5 
3 

4 
4 

3 
4 
4 

4 
3 
4 

3 
3 
4 

5 5 24 
4 2 15 
s 4 23 
3 4 20 
3 1 15 
5 ' 25 
4 2 18 
5 3 23 
5 3 " 4 3 20 
s 3 " s 3 23 
5 3 ,, 
4 3 20 

5 3 " 4 2 17 
5 3 21 
5 4 " 

.( ;,. 

1--~ ~-·~···· 

4 4 5 5 4 5 27 4 414 4 4 3 5 24 

2 2 5 3 3 3 18 3 4 I 2 5 5 5 3 24 

3 5 2 4 4 4 20 4 4 3 5 5 4 4 25 
4 4 4 4 3 3 " 4 3 4 4 4 4 4 23 
3 4 4 4 5 4 " 4 4 3 4 4 3 2 20 

4 ' s s 3 4 14 4 4 4 4 5 5 4 26 
2 3 4 3 4 4 20 4 1 3 5 3 4 5 21 
4 ' 4 4 3 4 22 3 3 3 4 ' 3 4 21 
4 3 s s 4 s 26 4 4 4 4 4 4 4 24 
3 3 4 4 3 4 21 3 3 3 4 4 4 3 21 
4 4 5 s 3 4 2S 4 3 3 s 5 5 5 ,. 
4 3 4 4 3 4 22 3 3 3 4 4 3 4 2l 
4 3 s s 4 s 26 4 4 4 4 4 4 4 24 

3 3 ' 4 3 4 " 3 3 3 4 4 4 3 21 

4 4 5 5 3 4 25 4 ' 3 5 5 5 5 ,. 
2 2 5 2 4 4 lS 4 5 3 5 5 3 3 24 
4 3 4 3 5 4 23 5 4 3 4 4 5 5 , 
4 5 5 5 4 5 ,. 5 5 4 5 5 5 5 ,. 

'· 
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Variabel Komunikasi 

Statistics 

P.ernvataan1 Pernvataan2 Pemvataan3 Pemvataan4 
N Valid 88 88 88 88 

Missing 0 0 0 0 
Mean 4.0909 3.3864 2.9773 3.4205 
Std. Error of Mean .05271 .08618 .09140 .11048 
Median 4.0000 3.0000 3.0000 4.0000 
Mode 4.00 3.00 3.00 4.00 
Std. Deviation .49448 .80846 .85739 1.03637 
Variance .245 .654 .735 1.074 
Range 3.00 4.00 3.00 4.00 
Minimum 2.00 1.00 1.00 1.00 
Maximum 5.00 5.00 4.00 5.00 
Sum 360.00 298.00 262.00 301.00 

Statistics 

Pemvataan5 Pemvataan6 
N Valid 88 88 

Missing 0 0 
Mean 3.7841 3.5682 
Sid. Error of Mean .10022 .07S84 
Median 4.0000 4.0000 
Mode 4.00 4.00 
Std. Deviation .94015 .73981 
Variance .884 .547 
Range 3.00 3.00 
Minimum 2.00 2.00 
Maximum 5.00 5.00 
Sum 333.00 314.00 

Frequency Table 

Pernyataan1 

Cumulative 
Freuuencv Percent Vafid Percent Percent 

Valid 2.00 1 1.1 1.1 1.1 
3.00 4 4.5 4.5 5.7 
4.00 69 78.4 78.4 84.1 
5.00 14 15.9 15.9 100.0 
Total 88 100.0 100.0 

Pernyataan2 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1.00 3 3.4 3.4 3.4 
2.00 2 23 2.3 5.7 
3.00 48 545 54.5 60.2 
4.00 28 31.8 31.8 92.0 
5.00 7 9.0 8.0 100.0 
Total 88 100.0 100.0 
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Pernyataan3 

Cumulative 
Freauencv Percent Va11d Percent Percent 

Valid 1.00 5 5.7 5.7 5.7 
2.00 18 20.5 20.5 26.1 
3.00 39 44.3 44.3 70.5 
4.00 26 29.5 29.5 100.0 
Total 68 100.0 100.0 

Pemyataan4 

Cumulative 
Freauency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1.00 3 3.4 3.4 3.4 
2.00 15 17.0 17 0 20.S 
3.00 24 2.7.3 27.3 47.7 
4.00 34 38.6 38.6 86.4 
5.00 12 13.6 13.6 100.0 
Totru sa 100.0 100.0 

Pernyataan5 

Cumulative 
Fn;:•1luencv Percent Va11d Percent Percent 

Valid 2.00 11 12.5 12.5 12.5 
3.00 17 19.3 19.3 31.8 
4.00 40 45.5 4!i5 77.3 
5.00 20 22.7 22.7 100.0 
Total 88 100.0 100.0 

Pernyataan6 

CumulatiVe 
Frenuencv Percent Valid Percent Percent 

Valid 2.00 a 9.1 9.1 9.1 
3.00 27 30.7 30.7 39.8 
4.00 48 54.5 54.5 9"3 
5.00 5 5.7 5.7 100.0 
Total 88 100.0 100.0 
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Jumlah 

Cumulative 
FreQuency Percent Valid Percent Percent 

Valid 15.00 4 4.5 4.5 4.5 
16.00 2 22 2.3 6.8 
17.00 4 4.5 4.5 11.4 
18.00 9 10.2 10.2 21.6 
19.00 12 13.6 13.6 35.2 
20.00 ·16 18.2 18.2 53.4 
21.00 1 l.1 1.1 54.5 
22.00 3 3.4 3.4 58.0 
23.00 7 6.0 8.0 65.9 
24.00 19 21.6 21.6 87.5 
25.00 2 2.3 2.3 89.8 
26.00 1 1.1 1.1 90.9 
27.00 6 6.8 6.8 97.7 
28.00 2 2.3 2.3 100.0 
Tolal 88 100.0 100.0 
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Variabel Sumber Daya 

Statistics 

Pernvataan1 Pernvataan2 Pernvataan3 Pernvataan4 
N Valid 88 88 88 88 

Missing 0 0 0 0 
Mean 3.0795 3.4205 3.6364 3.6250 
Std. Error of Mean .09455 .10564 .09169 .07804 
Median 3.0000 4.0000 4.0000 ' 4.0000 
Mode 3.00 4.00 4.00 4.00 
Std. Deviation .88696 .99101 .86012 .73207 
Variance .787 .982 .740 .536 
Range 4.00 4.00 3.00 3.00 
Minimum 1.00 1.00 2.00 2.00 
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 ;_, ' 

Sum 271.00 301.00 320.00 319.00 ' . ..;' 

Statistics 

Pernvataan5 Pernvataan6 
N Valid 88 88 

Missing 0 0 
Mean 4.4205 2.9545 
Std. Error of Mean .07357 .09412 
Median 5.0000 3.0000 
Mode 5.00 3.00 
Std. Deviation .69019 .88290 
Variance ,476 .780 --··' 
Range 2.00 4.00 
Minimum 3.00 1.00 
Maximum 5.00 5.00 
Sum 389.00 260.00 -l 

Frequency Table 
·:,.;V·I 

I 

Pernyataan1 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1.00 4 4.5 4.5 4.5 
2.00 13 14.8 14.8 19.3 
3.00 49 55.7 55.7 75.0 
4.00 16 18.2 18.2 93.2 
5.00 6 6.8 6.8 100.0 
Total 88 100.0 100.0 
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Pernyataan2 

Cumulative 
Frequ11ncy Percent Valid Percent Percent 

Vaha 1.00 3 3.4 3.4 3.4 
2.00 14 15.9 15.9 19.3 
3.00 23 28.1 26.1 45.5 
4.00 39 44.3 44.3 89.8 
5.00 9 10.2 10.2 100.0 
Total 88 100.0 100.0 

Pernyataan3 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Vald 2.00 11 12.5 12.5 12.5 
3.00 21 23.9 23.9 36.4 
4.00 45 51.1 5L1 87.5 
5.00 11 12.5 12.5 100.0 
Total !l8 1()0.0 100.0 

Pemyataan4 

Cumulative 
Freouencv Percent Valid Percent Percent 

Valid 2.00 5 5.7 5.7 5.7 
3.00 31 352 35.2 40.9 
4.00 44 50.0 50.0 90.9 
5.00 8 9.1 9.1 100.0 
Total 88 100.0 100.0 

Pernyataan5 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

vand 3.00 10 11.4 11.4 11.4 
4.00 31 35.2 35.2 46.6 
5.00 47 53.4 53.4 100.0 
Total 88 100.0 100.0 

Pernyataan6 

Cumulalive 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1.00 8 9.1 9.1 9.1 
2.00 11 12.5 12.5 21.6 
3.00 47 53.4 53.4 75.0 
4.00 21 23.9 23.9 98.9 
5.00 1 u 1.1 100.0 
Total 88 100.0 100.0 
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Jumlah 

Fre<Juencv Percent 
Valid 15.00 7 8.0 

18.00 4 4.5 
17.00 3 3.4 
16.00 7 8.0 
19.00 1 1.1 
20.00 9 10.2 
21.00 10 11.4 
22.00 12 13.6 
23.00 15 17.0 
24.00 12 13.8 
25.00 4 4.5 
26.00 2 2.3 
28.00 2 2.3 
Total 88 100.0 

Cumulative 
Valid Petcent Percent 

8.0 8.0 
4.5 12.5 
3.4 15.9 
8.0 23.9 
1.1 25.0 

10.2 35.2 
11.4 46.6 
13.6 60.2 
17.0 77.3 
13.6 90.9 
4.5 95.5 
2.3 97.7 
2.3 100.0 

100.0 

' " 

.·~· ·' ; 

" ' . ' 
:' ' 

.. ·; 

?' 
·. I 
" I ' · .. J. j . ' 
:l 
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Variabel Sikap 

Statistics 

Pernyataan1 Pernyataan2 Per[!Y§taan3 Pern_y_9.taan4 
N Valid 88 88 88 88 

Missing 0 0 0 0 
Mean 3.4545 3.3864 4.3636 3.9205 
Std. Error of Mean .08839 .09061 .07782 .09592 
Median 4.0000 3.0000 4.0000 4.0000 
Mode 4.00 3.00 4.00 4.00 
Std. Deviation .82920 .85004 .73001 .89983 
Variance .688 .723 .533 .810 
Range 3.00 3.00 3.00 3.00 
Minimum 2.00 2.00 2.00 2.00 
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 
Sum 304.00 298.00 384.00 345.00 

Statistics 

Pernyataan5 Pernyataan6 
N Valid 88 88 

Missing 0 0 
Mean 3.6705 3.9205 
Std. Error of Mean .09524 .08117 
Median 4.0000 4.0000 
Mode 4.00 4.00 
Std. Deviation .89342 .76145 
Variance .798 .580 
Range 4.00 3.00 
Minimum 1.00 2.00 
Maximum 5.00 5.00 
Sum 323.00 345.00 

Frequency Table 

Pernyataan1 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Valid 2.00 15 17.0 17.0 17.0 
3.00 22 25.0 25.0 42.0 
4.00 47 53.4 53.4 95.5 
5.00 4 4.5 4.5 100.0 
Total 88 100.0 100.0 

Pernyataan2 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Valid 2.00 13 14.8 14.8 14.8 
3.00 36 40.9 40.9 55.7 
4.00 31 35.2 35.2 90.9 
5.00 8 9.1 9.1 100.0 
Total 88 100.0 100.0 
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Pemyataan3 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Vahd 2.00 4 45 4.5 4.5 
3.00 1 1.1 1.1 5.7 
4.00 42 47.7 47.7 53.4 
5.00 41 46.6 46.6 100.0 
Total 88 100.0 100.0 

Pemyataan4 

I Cumulative 
Pe~nt Valid Percent Percent 

1 Valid 2.00 6 6.8 6.8 6.8 
3.00 21 23.9 23.9 30.7 
4.00 35 39.8 39.8 70.5 
5.00 26 29.5 29.5 100.0 
Total 88 100.0 100.0 

PernyataanS 

Cumulative 
Freauency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1.00 2 2.3 2.3 2.3 
2.00 3 3.4 3.4 5.7 
3.00 33 37.5 37.5 43.2 
4.00 34 38.6 38.6 81.8 
5.00 16 16.2 18.2 100.0 
Total 88 100.0 100.0 

PernyataaoG 

Cumulative 
Froouencv Percent Valid Percent Percent 

Valid 2.00 4 4.5 4.5 4.5 
3.00 17 19.3 19.3 23.9 
4.00 49 55.7 55.7 79.5 
5.00 18 2Q.5 20.5 100.0 
Total 88 100.0 100.0 
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Jumtah 

Cumulative 
Frequency Percen1 Valld Percent Percent 

Valid 15.00 1 L1 L1 L1 
16.00 1 L1 L1 2.3 
17.00 2 2.3 22 4.5 
16.00 6 6.6 6.8 11.4 
19.00 6 6.6 6.6 18.2 
20.00 7 6.o 8.0 26.1 
21.00 7 8.0 e.o 34,1 
22.00 10 11.4 11.4 45.5 
23.00 12 13.6 13.6 59.1 
24.00 16 18.2 18.2 77.3 
25.00 4 4.5 4.5 81.8 
26.00 5 5.7 5.7 87.5 
27.00 3 3.4 3.4 90.9 
28,00 2 2.3 2.3 93.2 
29.00 2 2.3 2.3 95.5 
30.00 4 4.5 4.5 100.0 
Total 88 100.0 100.0 
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Variabel Struktur Birokrasi 

Statistics 

Pernvataan l Pernvataan2 Pemvataan3 
N valid 88 88 88 

Missing 0 0 0 
Mean 3"9432 3.6477 3.4318 
Std. Error of Mean .07470 .08859 .06217 
Median 4.0000 4.0000 3.0000 
Mode 4"00 4.00 3.0Qil 
Std. Deviation .70070 .83101 .58320 
Variance .491 .691 .3«l 
Range 3.00 4.00 2.00 
Minimum 2.00 1.00 2.00 
Maximum 5.00 5.00 4"00 
Surn 347.00 321.00 302.00 

Statistics 

Pemvataan5 Pernvataan6 Pemvataan7 
N valid 88 88 "" Missing 0 0 0 
Mean 4.2159 3.9091 3.0091 
Std. Error of Mean .06555 .08649 .00091 
Median 4.0000 4.0000 4.0000 
Mode 4.00 4.00 4.0{} 
Std. Deviation .61493 .81136 .85280 
Variance .378 .688 .727 
Range 3.00 3.00 4.00 
Minimum 2.00 2.00 1.00 
Maximum 5.00 5.00 5.00 
Sum 371.00 344.00 344.00 
a. Mulllple modes Cl)(ISI. The smallest value 1s shown 

Frequency Table 

Pemyataan1 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Valid 2.00 3 3.4 3.4 3.4 
3.00 15 17.0 17.0 20.5 
4.00 54 61.4 61.4 81.8 
5.00 16 18.2 18.2 100.0 
Total 88 100.0 100.0 

Pernvataan4 
BB 
0 

4.2159 
"05703 
4"0000 

4"00 
.53498 

.286 
2.00 
3.00 
5.00 

371.00 

·Y 
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Pernyataan2 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Valid 1.00 3 3.4 3.4 3.4 
2.00 4 4.5 4.5 8.0 
3.00 21 23.9 23.9 31.8 
4.00 53 60.2 60.2 92.0 
5.00 7 8.0 8.0 100.0 
Total 88 100.0 100.0 

Pernyataan3 

Cumulallve 
Fre<iuencv Percent Valid Percent Percent 

Valid 2.00 4 4.5 4.5 4.5 
3.00 42 47.7 47.7 52.3 
4.00 42 47.7 47.7 100.0 
Total 88 100.0 100.0 

Pernyataan4 

Cumulative 
Frequency Per«:~nt Valid Percent Percent 

Valid 3.00 5 5.7 5.7 5.7 
4.00 59 67.0 67.0 72.7 
5.00 24 27.3 27.3 100.0 
Total 88 100.0 100.0 

Pernyataan5 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

VaJid 2.00 1 1.1 1.1 1.1 
3.00 6 6.8 6.8 8.0 
4.00 54 61.4 6L4 69.3 
5.00 27 30.7 30.7 100.0 
Total 88 100.0 100.0 

Pemyataan6 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent P~rcent 

Valid 2.00 3 3.4 3.4 3.4 
3.00 24 27.3 27.3 30.7 
4.00 39 44.3 44.3 75.0 
5.00 22 25.0 25.0 100.0 
Total 86 100.0 100.0 
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Pernyataan7 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1,00 1 1.1 1.1 1.1 
2.00 3 3.4 3.4 4,5 
3,00 21 23.9 23.9 28.4 
4.00 41 46.6 46.6 75.0 
5.00 22 25.0 25.0 100.0 
Total 68 100.0 100.0 

Jumtah 

Cumulative 
FreQuency Percent Valid Percent Percent 

1 vano 
~~~ 

1 1,1 1,1 1,1 
3 3,4 34 4.5 

20.00 3 3.4 2.4 8.0 
21,00 14 15.9 15.9 23,9 
22.00 5 5,7 5,7 29.5 
23.00 11 12.5 12.5 42.0 
24,00 27 30.7 30.7 72.7 
25,00 13 14,8 14.8 87.5 
26,00 7 s.o 8,0 95.5 
27.00 1 1.1 1 '1 96.6 
29.00 3 3,4 3.4 100.0 
Total 88 100,0 100.0 
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